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Provinsi: Lampung
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai			   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Lampung resmi dimulai 	 : 22 Oktober 2012
Program selesai					     : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor 
Terbangun

Juli-Desember 2016:  (70 unit dari total target)

No Mitra Produksi

1. YLPMD 4

2. MG Regol 50

3. CV FJA 3

4. MG Harapan Bersama 1

5. LPP-NU 4

Total 77

Tahun 2016 terbangun 110 unit 
Rincian:
Januari-Juni  2016: 39 unit
Juli-Desember 2016: 71 unit

2 Jumlah tenaga 
konstruksi yang telah 
dilatih

Juli-Desember 2016

No Mitra Tukang
Terlatih

Supervisor
Terlatih

1. YLPMD - -

2. MG Harapan 
Bersama

- -

3. LPP-NU - -

4. MG Regol - -

5. CV FJA - -

Total - -

3 Aktifitas promosi 
yang dijalankan

1.	 Promosi untuk calon pengguna BIRU proyek 
bersama antara Rumah Energi dengan PLN 
Distribusi Lampung.

2.	 Promosi bersama Dinas Lingkungan Hidup 
di Lampung Timur.

3.	 Promosi bersama dengan Dinas Peternakan 
di Lampung Tengah.

Lokasi di Sangun Ratu, Pubian

Lokasi di Metro

Lokasi di Metro
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No Kegiatan Capaian Keterangan

4 Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

1.	 Pertemuan dengan pihak PLN Distribusi 
Lampung di Rajabasa.

2.	 Pertemuan dengan pihak IndoCafCo di 
Bandar Lampung.

3.	 Pertemuan dengan pihak Great Giant 
Pineapple di Terbanggi, Lampung Tengah.

4.	 Pertemuan dengan ESDM Provinsi 
Lampung.

5.	 Sosialisasi Program BIRU di Dinas BPMPD 
Provinsi Lampung.

6.	 Sosialisasi Program BIRU di Dinas BPMPD 
Kabupaten Lampung Selatan.

7.	 Sosialisasi Program BIRU di Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

8.	 Pertemuan dengan Kopdit Mekar Sai di 
Pahoman, Bandar Lampung.

9.	 Sosialisasi program BIRU di KSPPS Laa Roiba, 
Kota Gajah, Lampuang Selatan.

1.	 Membahas teknis pembiayaan dan 
pelaksanaan pembangunan 40 unit di 
Sangun Ratu, Pubian, Lampung Tengah.

2.	 Membahas rencana pembangunan 3 unit 
biogas di Lampung Barat.

3.	 Membahas rencana pembangunan biogas 
di beberapa titik desa binaan GGP di 
Lampung Tengah untuk tahun 2017.

4.	 Diskusi kemungkinan kerjasama tahun 
2017 untuk pembangunan biogas.

5.	 Diskusi kemungkinan kerjasama tahun 
2017 untuk pembangunan biogas.

6.	 Diskusi kemungkinan kerjasama tahun 
2017 untuk pembangunan biogas.

7.	 Diskusi kemungkinan kerjasama tahun 
2017 untuk pembangunan biogas.

8.	 Diskusi kemungkinan kerjasama 
pengadaan material promosi BIRU.

9.	 Membahas teknis program dan 
pelaksanaannya.

5 Jumlah reaktor yang
telah di-inspeksi

73 unit reaktor

6 Subsidi yang 
disalurkan

Rp. 113.904.900,-

7 Jumlah Mitra 5 mitra
CPO: 
1.	 LSM                  : 2 (LPP-NU & YLPMD)
2.	 Mason Group    : 2 (Regol & Harapan 

Bersama)
3.	 Private Sector   : 1 (CV. FJA)

8 Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

-

9 Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

- Kredit/pembiayaan belum terlaksana dengan 
baik karena ada kendala komunikasi antara CPO 
dengan LPO (koperasi kredit) serta penggunaan 
database anggota dari LPO (koperasi kredit).

10 Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawaran Biogas

Juli-Desember 2016: 71 rumah tangga

11 Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Juli-Desember 2016: 40 rumah tangga
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari 
bio-slurry: -
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No Kegiatan Capaian Keterangan

12 Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator         : 1 
Biogas Quality Inspector      : 1
Admin and Finance Ass       : 1

2.	 External: Mitra dll 

Mitra Supervisor
Terlatih

Tukang
Terlatih

YLPMD 1 4

MG Regol 1 8

CV FJA 1 3

MG Harapan 
Bersama

1 9

LPP-NU Kab 
Lampung Tengah

1 5

Total 5 29

13 Wilayah cakupan 
kerja propinsi

Jumlah kabupaten: 4 kabupaten/kota

2.	 Latar Belakang
Program BIRU di Lampung resmi diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Tanjung Karang dengan fokus 
operasional di enam kabupaten dan kota. Dipilihlah enam lembaga dari delapan organisasi untuk bergabung 
dengan BIRU dan ada penambahan tiga organisasi di tahun 2013.  Saat ini hanya lima CPO yang masih bekerja sama 
dalam pengembangan Program BIRU. 

3.	 Implementasi Program: Juli-Desember 2016
a)	 Melaksanakan program kerja sama Rumah Energi dan PLN distribusi Provinsi Lampung dalam membangun 40 

unit reaktor.
b)	 Bekerja sama dengan Puskopdit (Credit Union) Lampung dan dengan koperasi primer di kantong-kantong 

kasnya di daerah untuk memberikan fasilitas kredit yang mudah.
c)	 Persiapan sosialisasi Program BIRU di KSPPS Laa Roiba, Kota Gajah, Lampung Tengah sebagai tindak lanjut 

Rabobank Foundation telah mencairkan dana untuk pembangunan 226 unit biogas.
d)	 Kerja sama pembangunan biogas dengan IndoCafCo dalam bentuk pilot proyek sebanyak tiga unit di wilayah 

Lampung Barat.

4.	 Rencana Pelaksanaan Program
a)	 Menyelesaikan pembangunan biogas bersama CPO Regol di Sangun Ratu sebanyak 40 unit yang merupakan 

kerja sama dengan PLN Distribusi Provinsi Lampung. 
b)	 Mulai pembangunan biogas dari pembiayaan koperasi kredit sebanyak dua unit.
c)	 Melaksanakan sosialisasi Program BIRU di KSPPS Laa Roiba di Kota Gajah, Lampung Tengah.
d)	 Pembangunan biogas dengan dana dari PT IndoCafCo sampai akhir bulan Desember 2017 belum terealisasi 

karena kebijakan internal dari PT IndoCafCo.

5.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program 
a)	 CPO masih belum memahami konsep Program BIRU untuk menuju ke arah mitra yang mandiri dan profesional.
b)	 CPO masih belum bersinergi dengan LPO dari koperasi kredit dalam hal melakukan promosi bersama.
c)	 Di tahun 2016 masih ada program Hibah Biogas dari Dinas ESDM Provinsi lampung sejumlah 600 unit yang 

tersebar di Provinsi Lampung yang juga merupakan hambatan perkembangan dalam promosi Program BIRU di 
Lampung.
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6.	 Rekomendasi Program
a)	 Penguatan kapasitas organisasi CPO dengan pendampingan melalui program HEF meliputi:

1.	 Manajemen sumberdaya manusia di dalam organisasi.
2.	 Manajemen keuangan.
3.	 Strategi promosi biogas.

b)	 Memperbanyak akses pembiayaan pembangunan biogas melalui pembiayaan konvensional dan syariah.
c)	 Memperbanyak kerja sama pembangunan biogas dengan CSR.
d)	 Memfasilitasi akselarasi pembangunan biogas melalui pembiayaan dengan KSPPS Laa Roiba, Kota Gajah, 

Lampung Tengah bersama CPO LPP-NU dan CPO lain sebanyak 226 unit.
e)	 Mengaktifkan secara reguler refresh tukang dari para CPO.
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Provinsi: Jawa Barat & Banten
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai				    : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Jawa Barat resmi dimulai 		  : 24 Oktober 2009
Program IBDP di Provinsi Banten resmi dimulai			   : Januari 2014
Program selesai						      : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor
Terbangun

Juli-Desember 2016:  (40 unit dari total target)

Mitra Produksi

1.	 Yayasan Kontak Indonesia (YKI) 15

2.	 MG Tanjungsari 23

3.	 YAI 1

4.	 PT. BAL 1

5.	 CV Mitra Artha Utama (MAU) 0

Total 40

Tahun 2016 terbangun 102 Unit 
Rincian:
Januari-Juni 2016: 62 unit
Juli-Desember 2016: 40 unit

2 Jumlah tenaga
konstruksi yang 
telah
dilatih

Juli-Desember 2016
Tukang terlatih: 34 Supervisor terlatih: 4

No Mitra Tukang
Terlatih

Supervisor
Terlatih

1. Yayasan Kontak 
Indonesia (YKI)

1 12

2. MG Tanjungsari 1 14

3. YAI 1 1

4. PT. BAL 1 4

5. CV. Mitra Artha Utama 
(MAU)

1 3

Total 5 34

3 Aktifitas promosi 
yang dijalankan

1.	 Sosialisai di Dinas Peternakan Kabupaten Bandung
2.	 Sosialisasi di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
3.	 Sosialisasi di BKP3 Kabupaten Bandung
4.	 Sosialisasi di anggota koperasi susu KPSBU
5.	 Sosialisasi di anggota koperasi susu KPGS
6.	 Sosialisasi di anggota koperasi susu KPSCU

1.	 Lokasi Ciwidey
2.	 Lokasi Purwakarta
3.	 Lokasi Ciparay
4.	 Lokasi Lembang 

(Kampung Pasirangling, 
KampungAsrama, Kampung 
Pasir Ipis)

5.	 Lokasi Garut (Ciharus, 
KampungTanggung 
Renteng, Cikembar)

6.	 Lokasi Cipanas, Sukaresmi



12

Laporan Provinsi Semester Pertama 2016 BIRU

No Kegiatan Capaian Keterangan

4 Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

1.	 Stakeholder Meeting se-Jawa Barat.
2.	 Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
3.	 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	 Badan Lingkungan Hidup Daerah
5.	 Dinas Peternakan Kabupaten Bandung
6.	 Dinas BKP3 Kabupaten Bandung
7.	 Dinas BPMPD Provinsi Jawa Barat
8.	 Dinas Peternakan Kabupaten Bogor
9.	 Kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
10.	 Kantor BAPPEDA Kabupaten Kuningan
11.	 DInas BKP3 Kabupaten Kuningan
12.	 Kantor Lingkungan Hidup kota Cirebon
13.	 CU Melania Kota Bandung

5 Jumlah reaktor yang 
telah di-inspeksi

 -

6 Subsidi yang 
disalurkan

Juli-Desember 2016: Rp. 46.000.000,-

7 Jumlah Mitra 5 mitra Dua CPO (YKI dan Mason Group 
Tanjungsari) yang aktif bekerja 
sama pembiayaan dengan 
koperasi susu.

8 Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Juli-Desember 2016: 7 rumah tangga (17%) Umumnya pembiayaan dari 
koperasi susu.

9 Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Juli-Desember 2016: Rp 52.122.000,- Melalui koperasi susu KPSBU, 
KPGS, KPSCU, dimana KPGS dan 
KPSCU mendapat pinjaman dari 
Rabobank Foundation.

10 Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Juli-Desember 2016: 40 rumah tangga

11 Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Juli-Desember 2016: 10 rumah rangga
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: -

12 Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator	    : 1
Admin and Finance ASS : 1
Quality Inspector             : 1
Organic Farming Officer : 1
Driver                              : 1

2.	 External: Mitra dll 

No Nama CPO

1. Yayasan Kontak Indonesia (YKI)

2. MG Tanjungsari

3. YAI

4. PT. BAL

5. CV. Mitra Artha Utama (MAU)

13 Wilayah cakupan 
kerja propinsi

Jumlah kabupaten: 10 kabupaten dan 1 kota
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2.	 Latar Belakang
Program BIRU di Provinsi Jawa Barat resmi diluncurkan pada tanggal bulan 9 Oktober 2010 dengan fokus operasional di 
2 kabupaten.  Saat ini per Desember 2016 telah beroperasi di 10 kabupaten 1 kota. 

3.	 Implementasi Program: Juli-Desember 2016
a)	 Melaksanakan pembangunan BIRU bersama mitra koperasi susu di KPSCU, KPSBU dan KPGS.
b)	 Melaksanakan pembangunan BIRU bersama pemerintah melalui dinas peternakan, BKP3 Kabupaten Bandung, 

ESDM Kabupaten Subang dan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. 
c)	 Melaksanakan seleksi CPO baru dan melakukan pelatihan tukang di Sukabumi dan Lembang.

4.	 Rencana Pelaksanaan Program 
a)	 Menyelesaikan pembangunan biogas melalui pembiayaan dari koperasi susu KPSCU, KPSBU, dan KPGS.
b)	 Menyelesaikan pembangunan biogas dengan pemerintah melalui dinas peternakan, BKP3 Kabupaten 

Bandung, ESDM Kabupaten Subang dan Dinas Peternakan Kabupaten Bogor.
c)	 Melakukan dua kali pelatihan tukang untuk CPO baru di Sukabumi dan Lembang.

5.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
a)	 CPO masih belum memahami konsep Program BIRU untuk menuju ke arah mitra yang mandiri dan profesional.
b)	 CPO masih lemah dalam hal melakukan promosi bersama dengan koperasi susu.
c)	 Tukang masih ada yang belum standar pembangunannya. 
d)	 Kerja sama pembangunan biogas dengan dinas provinsi (ESDM, dinas peternakan, dan BLHD) masih belum 

berjalan dengan baik.  Dimana secara keseluruhan pembangunan BIRU lebih aktif di tingkat kabupaten.
  
6.	 Rekomendasi Program 

a)	 Menekankan sisi kewirausahaan CPO dalam porsi memaksimalkan promosi dan mengurangi subsidi dalam 
pembiayaan tunai swadaya.

b)	 Menekankan promosi biogas dengan cara yang berbeda di koperasi susu yang telah bekerja sama dalam 
pembangunan Program BIRU (KPSCU, KPSBU, KPGS, KUD Puspa Mekar, dan KSU Saluyu).

c)	 Melebarkan promosi biogas di koperasi susu yang lain KPS Bogor, KSU Gunung Gede dan anggota GKSI yang 
lain.

d)	 Memperbanyak akses pembiayaan pembangunan biogas melalui pembiayaan konvensional (CU) dan syariah 
(Kopsyah).

e)	 Memperbanyak kerja sama pembangunan biogas dengan CSR.
f )	 Memulai sosialisasi untuk pengurangan subsidi di tahun 2018 di mitra koperasi susu.
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Provinsi: Jawa Tengah & DIY
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai				    : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Jawa Tengah resmi dimulai 		  : November 2009
Program IBDP di Provinsi DIY resmi dimulai			   : Juli 2010
Program selesai						      : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
Terbangun

Juli-Desember 2016: 660 unit (66,0%) 

No Mitra Produksi

1 LPTP 13

2 LKM Rukun Makmur 0

3 Yayasan Sion 4

4 Yayasan Trukajaya 3

5 Kop. Andini Luhur 4

6 CV Qarya Tayyibah 7

7 PINBUK 600

8 CV BEMP 24

9 CD Suara Bhakti 1

10 CV H & B Putra Mandiri 3

11 At Tayseer Foundation 0

12 CV TIARA 0

13 MG Boyolali 1

Total 105

Target 2016: 1000 unit
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No Kegiatan Capaian Keterangan

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Juli-Desember 2016: 
Tukang:  286 orang
Supervisor: 51 orang

No Mitra Tukang 
Terlatih

Supervisor 
Terlatih

1. KUD Mojosongo 5 1

2. Yayasan Paluma 8 1

3. SPTN HPS 10 1

4. Postra Indonesia 4 1

5. Utama Graha 25 0

6. Srikandi 8 0

7. CV Qibar Alami 4 3

8. MG Blora 1

9. Mitra Mulia 3 2

10. LPTP 25 4

11. CV QT 25 4

12. LKM 10 5

13. Truka jaya 30 8

14. Yayasan SION 23 3

15. MG Boyolali 6 0

16. Sarana Sejahtera 14 3

17. PINBUK 34 5

18. BMT BIF/CV BEM 15 2

19. CD Suara Bhakti 14 2

20. Koperasi Andini Luhur 7 3

21. CV H & B 5 1

22. AT Tayseer Foundation 6 1

23. CV TIARA 4 2

Total 286 51

3 Aktivitas promosi yang 
dijalankan

Juli-Desember 2016: 
1.	 26 September 2016, sosialisasi dan promosi BIRU calon CPO 

di Kebumen.
2.	 27 September 2016, sosialisasi dengan petani dan peternak 

binaan Muhammdiyyah serta mahasiswa KKN UGM di 
Banjarnegara.

3.	 17 Oktober 2016, bersama beberapa pengguna biogas yang 
kreatif ke pabrik pupuk di Batang. Untuk mempromosikan 
bahwa bio-slurry bisa bernilai ekonomis.

4.	 20 Oktober 2016, sosialisasi bersama CU se-Karesidenan 
Surakarta.

5.	 26 Oktober 2016, bersama Yayasan Sion melakukan 
sosialisasi dengan ibu-ibu petani organik di Pakis, Magelang.  

6.	 8 November 2016, sosialisasi dan promosi BIRU bersama 
kunjungan kerja anggota DPR RI Siti Hardiyati Rukmana ke 
pengguna BIRU di Bantul.

7.	 16 November 2016, pembuatan film reaktor biogas BIRU 
bersama tim dokumentasi dari ESDM Jawa Tengah dan 
Universitas Diponegoro, Semarang di Getasan.

8.	 8 Desember 2016, sosialisasi BIRU bersama Magister Energi 
Universitas Diponegoro di Desa Sumeber Rejo, Semarang.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

4 Lokakarya dan 
Pertemuan Konsultasi 
yang dilaksanakan

Juli-Desember 2016:
1.	 Juli-September 2016, kuliah biogas setiap hari Jumat untuk 

mahasiswa INSTIPER  Yogya, Jurusan Bioenergi di kantor 
Rumah Energi, Klaten.

2.	 27 Juli  2016, CPO meeting di kantor Rumah Energi 
mengundang semua CPO Halal bi halal, membahas 
strategi dan promosi masing masing mitra. Perkembangan 
BIRU sampai Juli 2016 serta kegiatan ASS dan pelatihan 
pengguna yang belum dilakukan masing-masing mitra. 
Pembahasan hasil tender di Dinas ESDM DIY.

3.	 2  Agustus 2016, rapat dengan staf ahli gubernur Jawa 
Tengah, Bapak Indra dan tim, membahas kemungkinan 
program biogas bisa masuk program unggulan di Jawa 
Tengah, dan diusahakan bisa mendapatkan akses kredit 
dari Bank Jateng.

4.	 3  Agustus 2016, rapat dengan Dinas ESDM DIY membahas 
tender 600 unit reaktor di Dinas ESDM DIY yang bisa 
dikerjakan oleh mitra BIRU dan berharap tahun depan bisa 
lebih banyak lagi.

5.	 9 Agustus 2016, rapat dengan CV H&B membahas 
perkembangan kegiatan CV H&B.

6.	 12 Agustus 2016, pelatihan supervisor baru dari Yayasan 
Trukajaya.

7.	 21-24 Agustus 2016, QI mengikuti Taroworks Trainning 
program baru untuk input data reaktor biogas di Depok.

8.	 25 Agustus 2016, rapat dengan PINBUK membahas 
pemberkasan atau administrasi pelaporan 600 unit reaktor 
yang akan d bangun PINBUK dengan Dinas ESDM DIY.

9.	 26-31 Agustus 2016, QI berkunjung ke ATEC di Kamboja 
untuk mempelajari desain baru reaktor biogas.

10.	 1 September 2016, rapat dengan Inkopdit Yogyakarta.
11.	 14 September, rapat dengan PINBUK.
12.	 17 September 2016, rapat dengan Inkopdit Yogyakarta.
13.	 22 September 2016, CPO Meeting di kantor Rumah 

Energi mengundang semua CPO membahas strategi dan 
promosi masing masing mitra. Perkembangan BIRU sampai 
September 2016 serta kegiatan ASS dan pelatihan yang 
belum dilakukan masing-masing mitra.

14.	 4 Oktober 2016, rapat dengan INSTIPER.
15.	 10 Oktober 2016, rapat dengan INSTIPER.
16.	 13 Oktober 2016, rapat dengan CPO di Salatiga Yayasan 

Sion, Truka dan CV QT.
17.	 19 Oktober 2016, rapat dengan UKRIM, membahas rencana 

kerja sama UKRIM dengan BIRU.
18.	 20 Oktober 2016, rapat denganLSM Land Care Indonesia 

kunjungan ke oengguna, di Kaliwungu.
19.	 2 November 2016, rapat dengan Bank BPD Jawa Tengah 

untuk penjajakan kerja sama pembangunan demoplot 
wilayah yang bisa mandiri energi. 

20.	 3 November 2016, rapat dengan UKRIM, membahas 
rencana pembangunan biogas di  UKRIM.

21.	 22 November 2016, mengikuti FGD pemenuhan energi di 
Jawa Tengah bersama Dinas ESDM Jawa Tengah difasilitasi 
oleh Universitas Diponegoro dan PGN.

22.	 19 Desember 2016, CPO Meeting di kantor Rumah Energi 
membahas kegiatan yang sudah dilakukan selama 6 bulan 
terakhir

5 Jumlah reaktor yang
telah diinspeksi

Juli-Desember 2016: 
ASS I: 69 unit
ASS II:  1 unit

6 Subsidi yang disalurkan Total  Juli-Desember 2016: Rp. 286.000.000,-

7 Jumlah Mitra Juli-Desember 2016: 
LSM			   : 7
Koperasi		  : 1
CV/Perusahaan	 : 4
Mason Group		  : 1
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No Kegiatan Capaian Keterangan

8 Jumlah dan persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Juli-Desember 2016:  15 pengguna (2% dari total rumah tangga 
pengguna biogas Juli-Desember 2016)

9 Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Total kredit yang disalurkan dari Juli hingga Desember 2016 
adalah untuk 15 unit reaktor BIRU dengan jumlah pinjaman 
pengguna sebanyak Rp. 59.000.000,-.

10 Jumlah rumah tangga 
yang sudah menerima 
pelatihan Penggunaan 
dan Perawatan Biogas

Juli-Desember 2016:  10 pengguna

11 Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/
atau perikanan

Juli-Desember 2016:  1.312 pengguna

12 Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator	 : 1
Quality Inspector	 : 1
Driver		  : 1
AFA			   : 1

2.	 External: Mitra dll 

Mitra Supervisor 
Terlatih

Tukang 
Terlatih

1.	 LPTP 1 7

2.	 LKM Rukun Makmur 2 10

3.	 Yayasan Sion 2 10

4.	 Trukajaya 7 13

5.	 Kop. Andini Luhur 3 7

6.	 CV QT 1 5

7.	 PINBUK 4 34

8.	 CV BEM 2 6

9.	 CD Suara Bhakti 2 10

10.	 CV H & B 1 5

11.	 At Tayseer 1 6

12.	 CV TIARA 2 4

Total 28 117

13 Wilayah cakupan kerja
provinsi

Jumlah kabupaten Juli-Desember 2016: 24 kabupaten 

2.	 Latar Belakang
Program BIRU di Jawa Tengah dan DIY sudah memasuki tahun ke-enam. Selama enam tahun program ini dilaksanakan 
di Jawa Tengah dan DIY baru terbangun 2,359 unit reaktor BIRU terhitung akhir Oktober 2016. Meskipun belum 
banyak reaktor BIRU yang terbangun di wilayah ini, namun kedua provinsi ini memiliki potensi yang sangat besar 
untuk pengembangan biogas. Ada banyak sapi, unggas, babi, industri rumahan tahu, bahkan eceng gondok dan 
asrama serta pondok pesantren yang membuang begitu banyak limbah yang bisa dimanfaatkan untuk biogas. 

Karena Program BIRU berbasis pasar biogas dan berusaha menghindari model hibah, maka sejak tahun 2013, Rumah 
Energi Jawa Tengah/DIY mengajak Rabobank Foundation untuk bermitra dengan dua koperasi di wilayah Kabupaten 
Semarang untuk memberikan pinjaman bagi pengguna biogas yang membutuhkan dana untuk pembangunan 
reaktor BIRU. Proses untuk pembangunan melalui pinjaman Rabobank Foundation berjalan lambat dan kurang 
menggembirakan karena dana pinjaman untuk biogas hampir semua dialihkan untuk pinjaman penambahan ternak.  
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Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Rabobank Foundation dan pihak tim BIRU sendiri tidak dilibatkan 
secara aktif dalam  monitoring penggunaan dana pinjaman tersebut. Kredit dari KIVA cukup menarik terutama di 
wilayah DIY, sedangkan di wilayah Jawa Tengah beberapa lokasi mengalami kemacetan terutama di Rembang.   Yang 
menarik adalah Yayasan Trukajaya sebagai salah satu CPO di Jawa Tengah, sejak awal kemitraan sudah memberikan 
kredit kepada pengguna untuk membangun biogas. Sekitar 80% dari reaktor BIRU yang dibangun oleh Yayasan 
Trukajaya adalah didanai dari  kredit  yang dikucurkan oleh yayasan tersebut.

Meskipun sudah tersedia beberapa lembaga keuangan yang siap memberikan kredit, tetapi keterbatasan pelayanan 
dan cakupan wilayah CPO menyebabkan tidak semua wilayah bisa mendapatkan jasa pelayanan kredit biogas ini.  Di 
samping itu masih banyak pihak, terutama lembaga keuangan pemberi kredit biogas,  belum memiliki keseriusan 
dalam pengembangan biogas. 

Saat ini Program BIRU Jawa Tengah/DIY sudah mulai bekerja sama dengan Credit Union (CU) dan sudah mulai melayani 
permintaan kredit para anggotanya. Jatra Miguna, Puskopdit di Yogyakarta bersama dengan Program BIRU Jawa Tengah/
DIY telah menyepakati akan melakukan pelatihan pemeliharaan biogas dan pemanfaatan bio-slurry kepada semua staf 
lapangan CU, sehingga pihak CUjuga bisa ikut berpartisipasi dalam proses ASS dan pengembangan bisnis bio-slurry. 
Diharapkan beberapa tahun ke depan model kerja sama dengan CU ini bisa menjadi contoh untuk kredit biogas.  

3.	 Implementasi Program: Juli-Desember 2016
a.	 Target dan Realisasi:

Hingga akhir Desember 2016 diperkirakan sudah terbangun sekitar 800 unit reaktor BIRU di wilayah Jawa Tengah 
dan DIY dari target awal 1.000 unit.

b.	 Kegiatan lain yang belum terimplementasi: 
Rapat bulanan bersama CPO, tidak bisa dilakukan setiap bulan karena sangat tergantung pada kebutuhan dan kesiapan 
semua CPO.  Pertemuan ini sering dilakukan dua atau tiga bulan sekali. Meskipun demikian, kunjungan ke CPO hampir 
pasti dilakukan setiap bulan dan memproritaskan CPO  sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing.

4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
a.	 Dana Tunai bagi Calon Pengguna

Meskipun banyak petani dan peternak berminat terhadap biogas, tetapi belum semua bisa membangun karena 
kesulitan dana tunai.  Karena itu peluang yang mungkin  adalah pinjaman ke bank atau lembaga keuangan.

b.	 Kesulitan Kredit Biogas
Meskipun banyak calon pengguna berminat membangun biogas melalui kredit, tetapi belum banyak lembaga 
kredit yang berminat mendanai program ini. Kerja sama Rabobank Foundation dengan beberapa koperasi di Jawa 
Tengah sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun, tetapi belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. 
Melalui pendekatan berulang kali dan dukungan dari kantor NBPSO, CU di Yogyakarta pada bulan Agustus 2016 mulai 
mengucurkan dana kredit untuk para anggota agar dapat membangun biogas. Meskipun demikian, mengingat wilayah 
Jawa Tengah dan DIY yang begitu luas, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi CU untuk bisa memperluas daerah 
intervensi dan mendapatkan anggota yang berminat membangun biogas.  Keterbatasan dana KIVA dan  kemacetan 
angsuran KIVA juga menjadi penyebab calon peminjam KIVA sulit mendapatkan pinjaman dalam waktu yang cepat.

c.	 Kapasitas Mitra Pembangun Masih Rendah
Keterbatasan modal dan sumber daya manusia menyebabkan mitra pembangun sulit berkembang dan 
termotivasi untuk maju di bidang energi terbarukan, khususnya biogas. Belum banyak mitra pembangun 
memiliki visi yang jelas mengenai energi terbarukan sehingga belum memiliki rencana yang terinci mengenai 
pengembangan biogas dan belum melihat peluang bisnis dari Program BIRU. Untuk itu, Rumah Energi diharapkan 
bisa memotivasi dan mensupport mitra pembangun agar kapasitas semua mitra bisa meningkat dan pada 
gilirannya bisa memberikan sumbangan yang berarti untuk Program BIRU.

d.	 Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Kesadaran akan manfaat energi terbarukan dan pentingnya kesehatan lingkungan masih sangat rendah 
menyebabkan masih sangat banyak peternak dan petani tidak terlalu berminat membangun biogas.
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e.	 Masih Banyak Pilihan Energi.
Masih banyak pilihan energi menyebabkan banyak masyarakat belum mau beralih ke energi terbarukan, 
khususnya biogas. Ini merupakan salah satu sebab perkembangan pembangunan biogas belum bisa berjalan 
mulus. Promosi dan sosialisasi berulang merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menyadarkan 
masyarakat mengenai keuntungan dan kelebihan menggunakan BIRU.

5.	 Rencana Pelaksanaan Program 
a.	 Bahan baku untuk biogas melimpah di wilayah Jawa Tengah (sapi, babi, ayam, puyuh, tahu, eceng gondok). 

Begitu banyak bahan baku untuk reaktor BIRU tersedia di Jawa Tengah dan DIY memberikan kesempatan bagi 
Program BIRU untuk memperbanyak jumlah reaktor yang terbangun.

b.	 Pengembangan biogas melalui pengembangan bio-slurry. Harga pupuk yang melambung, harga pakan ternak 
yang terus naik menjadi kesempatan bagi Program BIRU untuk membuktikan kepada para petani dan peternak 
bahwa biogas merupakan solusi yang terbaik bagi permasalahan mereka. Dengan mengembangkan bio-slurry 
dan menerapkannya langsung ke pertanian dan peternakan akan menarik minat banyak petani dan  peternak 
membangun biogas. 

c.	 Kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya  untuk pengembangan Program BIRU. Beberapa 
lembaga keuangan sudah mulai terbuka dan menawarkan kerja sama. CU sudah mulai bergerak di DIY dan Bank 
Jateng menawarkan konsep pembangunan biogas yang terpadu. Ini merupakan peluang yang bagus untuk 
mengarahkan program ini menuju ke pasar biogas.

d.	 Kerja sama dengan pihak pemerintah untuk APBD dan Dana Desa. Pemerintah juga menyediakan dana untuk 
pembangunan biogas setiap tahun. Meskipun harus melalui proses lelang, tetapi bisa menambah jumlah 
pembangunan reaktor BIRU di wilayah tersebut. Di samping itu, Dana Desa yang setiap tahun dikucurkan oleh 
pemerintah memberikan peluang untuk pembangunan biogas di desa-desa potensial.

e.	 Kebijakan pemerintah terkait dengan swasembada protein, swasembada pupuk, ketahanan pangan dan energi. 
Kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang terkait dengan biogas dan pertanian organik bisa dimanfaatkan untuk mendorong 
percepatan pembangunan. Tentu saja pertemuan dan negosiasi dengan pihak pemda perlu sering dilakukan.

f.	 Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan biogas dan energi terbarukan. Bersama dua 
perguruan tinggi di DIY dan satu perguruan tinggi di Jerman, Rumah Energi Jawa Tengah/DIY sudah menjalin 
kerja sama. Tentu saja kerja sama ini diharapkan bisa memacu perkembangan program ini terutama berkaitan 
dengan R&D sehingga Program BIRU semakin dikenal dan menarik minat para donatur. 

6.	 Rekomendasi Program 
1.	 Menuju kepada pasar biogas sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang siap memberikan modal kepada para 

calon pengguna biogas.
2.	 Model kerja credit union bisa dijadikan contoh untuk suatu kegiatan yang terintegrasi. 
3.	 Dana Desa juga bisa didorong untuk mempercepat pembangunan biogas dengan menggantikan subsidi 

Rp. 2.000.000,- dari Program BIRU. Desa diyakinkan untuk memasukkan biogas dalam RPJMDes dengan 
menganggarkan pembangunan biogas setiap tahun dari Alokasi Dana Bantuan Desa.

4.	 Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih semua subsidi dari Program BIRU, tetapi tidak memberikan bantuan 
secara hibah penuh.  Pengguna harus bisa berkontribusi sebesar subsidi yang diberikan oleh Program BIRU 
selama ini, yakni Rp. 2.000.000,-.

5.	 Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat perlu dalam kaitan dengan R&D, uji coba beberapa energi terbarukan, 
juga dalam penyebaran informasi tentang Program BIRU ke seluruh wilayah Indonesia melalui para mahasiswa 
yang berasal dari luar Jawa.

6.	 Menyediakan sejumlah dana untuk promotor yang berasal dari CPO melalu skema promotor diharapkan bisa 
menambah jumlah capaian pembangunan biogas di tahun 2017.

7.	 Bio-slurry harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan bisnis biogas untuk keberlanjutan Rumah 
Energi dan kemandirian CPO.  
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Provinsi: Jawa Timur
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP dimulai di Indonesia 		  : 15 Mei 2009
Program dimulai di Provinsi Jawa Timur 		 : November 2009
Program selesai 				    : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor 
terbangun

Total sampai Desember 2016: 7.653 unit 
Periode Juli-DEsember  2016: 302 unit

No Mitra Capaian Total

1 Koperasi SAE Pujon 0 1209

2 KPSP Setia Kawan 0 899

3 Sami Mandiri 0 409

4 KUD Sumber Makmur 47 1340

5 KUD Tani Makmur 25 247

6 Sapi Jaya 0 156

7 Dadi Jaya 0 133

8 KUD Semen 15 400

9 Sri Sedono 0 106

10 KAN Jabung 43 552

11 MG Langit Biru 29 35

12 Mandiri Energi 0 28

13 LPKP Jawa Timur 9 499

14 KUD Tani Wilis 36 473

15 KUD Sri Wigati 0 183

16 Jaya Abadi 0 54

17 Suka Makmur 0 1

18 Maju Jaya Makmur 0 24

19 Empu Jaya 0 0

20 LPPAB 5 319

21 CV Karsa Tekad Mandiri 12 136

22 MG Sumber Makmur 0 41

23 MG Persada 0 31

24 Mitra Bumi Abadi 41 30

25 YPSM 0 1

Total 302 7653

•	 Warna merah 
menunjukkan status 
mitra pembangun yang 
sudah diterminasi.

•	 Beberapa mitra 
pembangun 
tidak melakukan 
pembangunan instalasi 
biogas dengan 
beberapa alasan, 
yakni KUD Sri Wigati, 
Pagerwojo, MG Persada 
dan YPS, Jember. 



22

Laporan Provinsi Semester Pertama 2016 BIRU

No Kegiatan Capaian Keterangan

2 Jumlah tenaga 
konstruksi yang 
telah dilatih

Total hingga Desember 2016:
1.	 209 orang tukang 
2.	 50 orang supervisor biogas

Prosetase keaktifan tukang 36%  dan supervisor 42%

No Mitra Tukang Terlatih Supervisor Terlatih

1 KAN Jabung 6 2

2 KUD Sumber Makmur 9 2

3 LPKP 6 1

4 KUD Tani Makmur 4 2

5 KUD Semen 6 1

6 SAE Pujon 6 2

7 KUD Tani Wilis 4 1

8 CV KTM 6 2

9 LPPAB 4 2

10 MG Langit Biru 6 1

11 KUD Sri Wigati 4 1

12 MG Persada 3 1

13 Mitra Bumi Abadi 8 2

14 YPSM 3 1

Total 75 21

Presentase (%) 36 42
 

Penurunan keaktifan 
tukang sangat dipengaruhi 
ketersediaan pekerjaan

3 Aktifitas promosi 
yang dijalankan

1.	 Koordinasi dengan 8 CPO untuk mengembangkan strategi 
dan material promosi terkait dukungan promosi untuk 
memaksimalkan adanya subsidi dari PT Nestle.

2.	 Distribusi material promosi (spanduk) ke beberapa koperasi 
pemasok PT Nestle.

3.	 Pembuatan Household ID Digester yang dibangun dengan 
dukungan Dinas ESDM Jawa Timur  2015-2016.

4.	 Membantu desain dan penyediaan banner pemanfaatan bio-
slurry di KUD Sumber Makmur, Ngantang.

4 Lokakarya yang 
dilaksanakan

1.	 Rapat tripartit (BIRU-Nestle-LPO).
Dilakukan di kantor MPDD Nestle Kejayan dengan beberapa LPO 
yang masih dianggap potensial terkait dengan adanya subsidi 
dari PT Nestle. 

2.	 CPO Meeting dialkukan pada bulanOktober 2016 membahas 
tentang:
a.	 Review perkembangan masalah tiap mitra pembangunan 

hingga semester pertama tahun 2016.
b.	 Peningkatan nilai nominal extra-subsidi ke PT Nestle dari Rp 

2.000.000,- ke Rp 3.000.000,- per unit.
c.	 Estimasi capaian di tahun 2016 tiap mitra pembangun.

5 Jumlah reaktor 
yang telah di-
inspeksi

1.	 131 reaktor baru diinspeksi oleh 2 orang Quality Inspector (QI) BIRU 
Jawa Timur,j uga 21 QC After Sales Service (ASS).

2.	 115 inspeksi tahunan pertama (ASS I).
3.	 744 inspeksi tahunan kedua oleh supervisor biogas CPO (ASS II).

Pelaksanaan inspeksi 
tahunan kedua oleh CPO 
mengalami peningkatan 
dibandingkan inspeksi 
tahunan pertama.

6 Subsidi yang 
disalurkan

Total subsidi yang disalurkan BIRU Rp. 14.348.164.000,-
Periode Juli-Desember 2016 sejumlah Rp 601.000.000,-

KAN Jabung memutusakan 
tidak mengakses subsidi 
yang disediakan oleh PT 
Nestle Indonesia
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No Kegiatan Capaian Keterangan

7 Jumlah Mitra 14 mitra konstruksi terdiri dari:
§	7 koperasi susu 
§	3 LSM lokal,
§	2 sektor swasta 
§	2 kelompok tukang

Total 34 koperasi susu sebagai sasaran program

8 Persentasi 
rumah tangga 
pengakses kredit

644 (8,417%) instalasi dibangun dengan tunai dan 7.007 (91,583%) unit 
dibangun dengan kredit.

9 Jumlah kredit 
tersalurkan dari 
Industri Pengolah 
Susu (IPS) dan 
Institusi Kredit 
Mikro IKM

Total kredit tersalurkan sebesar: 
Rp 32.927.044.511,- dengan rincian:
•	 PT Nestle sejumlah Rp. 24.625.008.848,- 
•	 Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp 4.582.223.000,-
•	 IKM (KAN Jabung dan KUB Sami Mandiri) Rp. 2.159.564.063,-

•	 KAN Jabung  
memanfaatkan dana 
yang dimiliki koperasi 
yang dikelola oleh unit 
Simpan-Pinjam.

•	 KUB Sami Mandiri, 
sebagai LPO untuk 
MG Langit Biru juga 
memanfaatkan sumber 
dana sendiri

10 Jumlah rumah 
tangga yang 
sudah menerima  
User Training

Juli-Desember 2016: ada 302 rumah tangga tangga dengan rincian:
Perempuan: 35 orang (12%)
Laki-laki:  267 orang (88%)

12 Jumlah 
rumah tangga 
pemanfaat bio-
slurry untuk 
pertanian dan/
atau perikanan

Hingga Desember 2016, ada 1.017 HH yang teridentifikasi sebagai 
pemanfaat bio-slurry untuk pertanian dan/atau perikanan. Jumlah 
ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan semester 
sebelumnya karena tidak ada data yang tersedia

Data pemanfaat bio-slurry 
diperoleh dari data Annual 
Inspection yang dilakukan  
Supervisor.

13 Jumlah lapangan 
pekerjaan yang 
tersedia

Internal: Program BIRU

Provincial Coord : 1

Admin Officer : 1

Quality Inspector : 2

Admin & Data ssistan : 1

MMO : 1

Partnership Officer : 1

Office Assistant : 1

Driver : 2

Total   : 10
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No Kegiatan Capaian Keterangan

External: Mitra dll

No Mitra Tukang
Terlatih

Supervisor
Terlatih Adm

1 KAN Jabung 6 3 1

2 Sumber Makmur 8 3 1

3 LPKP 6 2 0

4 KUD Tani Makmur 4 1 1

5 KUD Semen 4 1 1

6 SAE Pujon 6 2 1

7 KUD Tani Wilis 4 1 1

8 CV KTM 3 1 1

9 LPPAB 5 2 1

10 MG Langit Biru 5 1 0

11 KUD Sri Wigati 5 2 1

12 MG Persada 2 1 1

13 Mitra Bumi Abadi 3 1 1

14 YPSM 3 1 1

Total 62 22 12

14 Wilayah cakupan 
kerja propinsi

78 kecamatan  di 14 kabupaten/kota
A.	 Kabupaten Pasuruan: 6 kecamatan
B.	 Kabupaten Malang: 20  kecamatan
C.	 Kabupaten Kediri: 8 kecamatan
D.	 Kabupaten Lumajang: 8 kecamatan
E.	 Kabupaten Blitar: 7 kecamatan
F.	 Kabupaten Tulungagung: 8 kecamatan
G.	 Kabupaten Trenggalek: 2 kecamatan
H.	 Kabupaten Probolinggo: 2 kecamatan
I.	 Kabupaten Mojokerto: 1 kecamatan
J.	 Kabupaten Jombang: 1 kecamatan
K.	 Kota Batu: 2 kecamatan
L.	 Kabupaten Ponorogo: 6 kecamatan
M.	  Kabupaten Jember: 3 kecamatan
N.	 Kabupaten Tuban: 3 kecamatan

KAN Jabung melakukan 
kerjasama dengan 
PT Greenfield untuk 
pembangunan di 
beberapa kecamatan di 
Malang
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2.	 Latar Belakang
Berdasarkan data sekunder, potensi pembangunan instalasi biogas di kalangan peternak di Jawa Timur sangat besar, 
jika dilihat dari populasi ternak. Bahkan jika hanya fokus pada populasi sapi. 

Gambaran potensi pasar di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Populasi Ternak di Jawa Timur

No Jenis Ternak
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015

1 Sapi Potong 4.727.298 4.957.477 3.949.097 4.125.333 0

2 Sapi Perah 296.350 308.811 237.673 245.246 0

3 Kerbau 32.675 33.498 28.118 28.507 0

4 Kambing 2.830.915 2.879.369 2.937.980 3.090.159 0

5 Domba 942.915 1.088.602 1.185.472 1.221.755 0

6 Babi 34.465 37.312 46.090 41.875 0

7 Kuda 11.439 11.632 10.581 10.536 0

8 Ayam Buras 29.310.251 32.143.678 33.806.963 34.539.123 0

9 Ayam Petelur 37.035.251 40.268.631 43.066.361 41.156.842 0

10 Ayam Pedaging 50.268.093 51.981.778 52.288.601 179.830.682 0

11 Itik 3.884.269 3.853.128 4.213.379 4.912.393 0

12 Entok 829.815 875.135 946.323 1.261.425 0

Sumber: http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/datastatistik#

Implementasi Program Biogas Rumah (BIRU) yang sudah berjalan 6 tahun di Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup 
drastis. Secara singkat, fenomena penurunan pembangunan di kalangan mitra pembangun berbentuk koperasi 
susu ini muncul karena ada beberapa faktor. Pertama, pengguna potensial yang tersisa adalah peternak dengan 
kapasitas keuangan yang terbatas. Kedua, kenaikan harga sebuah unit biogas. Satu sisi, harga sebuah unit biogas 
terus mengalami kenaikan, sementara di sisi lain, potential market justru menyisakan peternak dengan kapasitas 
keuangan yang rendah.

Kecenderungan penurunan pembangunan ini pun sudah diantisipasi dengan melakukan perencanaan langkah-langkah 
ekspansi. Ekspansi wilayah kerja, maupun ekspansi ke kelompok komunitas peternak yang juga memiliki potensi 
pengembangan biogas, baik sebagai pilihan pengolaan limbah maupun sebagai sumber energi. Langkah ekspansi ini 
pun diikuti dengan penyediaan dukungan bagi dua mitra pembangun baru ini. Rumah Energi Jawa Timur memberikan 
pendampingan teknis perencanaan promosi hingga mengembangkan strategi upah promotor untuk YPSM Jember. 
Sementara untuk CV MBA, Rumah Energi Jawa Timur memfasilitasi akses dukungan material yang diberikan oleh Dinas 
ESDM Jawa Timur sebagai pilihan peningkatan akses peternak ayam petelur terhadap Program BIRU.

Ekspansi ke wilayah non-Nestle, khususnya ke komunitas peternak ayam petelur dan sapi potong, belum menunjukkan 
hasil yang diharapkan. Peternak ayam petelur sebenarnya  memiliki karakter sosial-ekonomi yang mirip dengan 
peternak sapi perah. Sebagaimana peternak sapi perah non-Nestle, peternak ayam petelur ini tahu manfaat biogas, 
tetapi tidak menempatkan pembangunan biogas sebagai prioritas.
 
Sementara untuk kalangan peternak sapi potong, respon awal atas Program BIRU adalah mengakui manfaat biogas, 
tetapi merasa keberatan dengan kewajiban melakukan investasi yang setara dengan harga seekor anak sapi. Keadaan 
ini diperparah dengan masih adanya program pembangunan biogas full subsidy oleh pemerintah lokal.

Implementasi penyediaan ekstra subsidi dari PT Nestle sebesar Rp. 2.000.000,- per unit pun tidak berdampak signifikan 
dalam pembangunan, meski pada awal perencanaan menunjukkan optimisme yang besar. Tetapi pada realisasi di 
lapangan, ketersediaan ekstra subsidi ini tidak memberikan dampak yang signifikan.
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Berikut gambaran rencana capaian dan realisasi beberapa mitra pembangun yang juga pemasok PT Nestle.

No CPO Target Capaian
(per 1 juli 2016)

1 Kop SAE Pujon 60 0

2 KUD Sumber Makmur Ngantang 68 24

4 KUD Semen 50 10

5 KUD Tani Wilis Sendang 60 11

6 KUD Sri Wigati Pagerwojo 75 10

7 KUD Tani Makmur Senduro 48 0

9 MG Langit BIRU 33 2

11 LPKP 50 9

Total 444 66

Kondisi seperti dalam tabel di atas tetap berlangsung memasuki semester kedua tahun 2106. Merespon kondisi 
seperti ini, Rumah Energi Jawa Timur melakukan diskusi ulang tentang besaran nilai nominal tambahan subsidi dari 
PT Nestle. Tinjauan atas rencana penyediaan tambahan subsidi pun dilakukan. 

3.	 Implementasi Program sampai dengan Desember 2016
3.1 Pengembangan Program

Implementasi Program BIRU di awal semeter kedua tahun 2016 tidak terlalu berbeda dengan kondisi semester 
pertama tahun 2016, meski sudah ada ekstra subsidi yang disediakan oleh PT Nestle. Produktivitas kumulatif 
sebagian besar mitra pembangun masih rendah, berkisar antara 9 sampai 15 unit per bulan. Bahkan ada beberapa 
mitra pembangun yang juga pemasok PT Nestle yang tidak melakukan aktivitas pembangunan sama sekali hingga 
di bulan Agustus 2016. 

Beberapa hal yang bisa menjadi faktor tidak efektifnya dampak penambahan ekstra subsidi dari PT Nestle adalah 
pertama, besaran nilai ekstra subsidi masih menyisakan nilai investasi diluar kemampuan peternak kecil. Kedua, 
ada beberapa koperasi mitra pembangun yang memiliki masalah pengelolaan finansial, khususnya kredit yang 
diberikan kepada peternak anggotanya. Ketiga, ada masalah relasi antara PT Nestle dan pemasoknya yang 
berdampak pada implementasi Program BIRU.

Tetapi secara umum, besaran nilai ekstra subsidi yang di bawah besaran yang diusulkan menjadi faktor utama. 
Dengan ekstra subsidi sebesar Rp. 2.000.000,- per unit, sementara harga sebuah instalasi biogas ukuran 6 m3 
sudah mencapai angka Rp. 8.500.000,- sampai dengan Rp. 8.700.000,-, maka dibutuhan investasi sekitar Rp. 
4.500.000,- sampai Rp. 4.700.000,-. Sebuah angka yang cukup besar bagi peternak kecil dan jika dipaksakan akan 
menjadi angka kredit yang riskan macet bagi koperasi. 

Maka diskusi ulang dengan MPDD PT Nestle pun dilakukan untuk mendapatkan pilihan-pilihan solusi yang bisa 
dilakukan. Hingga memunculkan dua opsi yaitu pertama, menggabungkan beberapa peternak kecil dalam 
satu permintaan instalasi biogas. Kedua, menaikkan nilai nominal tambahan subsidi dari PT Nestle menjadi Rp. 
3.000.000,- per unit. Opsi-opsi ini pun tidak bisa berjalan secara langsung, harus dilakukan sosialisasi kepada 
semua koperasi pemasok PT Nestle, sehingga tujuan penambahan subsidi ini tercapai.

Serangkaian pertemuan dan diskusi dilakukan antara 4 pihak, antara lain MPDD PT Nestle, Biru Jawa Timur, mitra 
pembangun dan koperasi maupun badan swasta yang menjadi pemasok PT Nestle. Tujuan utama pertemuan 
adalah menyusun rencana bersama terkait; pertama potensi capaian hingga akhir Desember 2016, serta kedua, 
strategi promosi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Rumah Energi Jawa Timur dan MPDD PT Nestle juga mempersiapkan media dan alat monitoring 
implementasi percepatan pembangunan biogas pada durasi Oktober-Desember 2016. Dikembangkannya 
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tabulasi yang menjadi alat monitoring pergerakan pembangunan, hingga dibuat Whatsapp Group (WAG) 
yang beranggotakan Rumah Energi Jawa Timur dan MPDD PT Nestle. Dua media dan alat ini diharapkan akan 
mempermudah mendapatkan informasi di lapangan mendistribusikannya info dan tindakan penyelesaian 
masalah di lapangan.

Upaya ini menunjukan hasil dengan terbangunnya sekitar 234 unit instalasi biogas dalam waktu tiga bulan, 
berarti sekitar 63 unit per bulan. Sebuah angka yang cukup fantastis mengikat perkembangan pembangunan 
yang terjadi di sembilan bulan sebelumnya. 

Sementara penetrasi di sentra peternak ayam petelur dan sapi potong belum memunculkan antusiasme yang 
diharapkan. Upaya sosialisasi ke kelompok peternak ayam petelur masih memunculkan respon bahwa investasi 
lebih dari Rp. 5.000.000,- dianggap sebagai sebuah nilai nominal yang terlalu tinggi untuk sebuah sarana 
pengelolaan limbah sekaligus sebagai sumber energi.

Kondisi ini pun terjadi di mitra pembangun yang bekerja di wilayah sentra sapi potong termasuk mitra 
pembangun baru YPSM Jember. Beberapa kali melakukan sosialisasi dan promosi di beberapa senta peternak sapi 
potong dan ayam petelur, tidak mendapatkan respon yang diharapkan selain pengakuan bahwa biogas memang 
pilihan bagus, tetapi terlalu mahal jika harus menyisihkan investasi untuk pembangunan biogas. Sementara 
mitra pembangun yang berbentuk LSM yang lain, LPPAB Ponorogo menemui kesulitan ketika mensosialisasikan 
pembangunan biogas dengan subsidi dari Program BIRU sebesar Rp. 2.000.000,- saja. 

Mitra pembangun ini sudah beberapa tahun bekerjasama dengan Sekretariat Daerah Unit Sumberdaya Alam 
dalam pengembangan biogas di kabupaten Ponorogo. Unit SDA menyediakan bantuan sosial (bansos) sebesar 
Rp 2.000.000,- per unit, tetapi dengan penentuan jumlah yang sudah direncanakan sejak awal tahun. Rata-
rata bantuan tersebut sekitar 25 sampai 30 unit per tahun. Maka ketika bansos tersebut sudah terserap, LPPAB 
mengalami kesulitan untuk menarik calon pengguna biogas dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,-.

Mempertimbangkan besarnya potensi pengembangan biogas di kalangan peternak ayam petelur, dilakukan 
upaya lain yang dilakukan adalah identifikasi pihak swasta yang menjadi pihak terkait di tata niaga telur ayam 
terus dilakukan untuk melihat peluang pengembangan kerjasama yang saling menguntung semua pihak di 
kalangan peternak ayam petelur. Poultry Shop (PS) maupun pabrik pakan ayam yang juga menampung hasil 
produksi telur, adalah salah satu key stakeholder di kalangan peternak ayam petelur. Pendekatan dan diskusi 
intensif perlu dilakukan.

Kegiatan Usage Survey pun dilakukan di semester kedua tahun 2016 dengan 61 responden pemilik biogas. 
Kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga untuk memastikan apakah instalasi biogas yang terbangun masih bekerja 
dengan baik. Tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai bagian dari memastikan pemanfaatan instalasi biogas 
sebagai sumber energi terbarukan.

3.2 After Sales Service (ASS)
Pelaksanaan ASS (User Training dan Annual Inspection) di semester kedua tahun 2016 relatif lebih stabil. Beberapa 
mitra pembangun yang mengalami kemandegan mendapatkan pengguna baru, beralih fokus menyelesaikan 
kewajiban ini.  Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan kualitas  oleh kedua QI Rumah Energi Jawa Timur pun sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan, 50% instalasi yang terbangun dilakukan inspeksi, dan 10% dari inspeksi 
tahunan dilakukan pemeriksaan kembali oleh kedua QI. 

ASS juga menyangkut pelaksanaan Annual Inspection (AI) yang dilakukan oleh seorang supervisor biogas mitra 
pembangun Program BIRU. Ada dua kali  AI yang harus dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun, sesuai dengan 
masa garansi konstruksi biogas. Maka ASS terdiri dari User Training, AI pertama dan kedua. 
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Rumah Energi Jawa Timur mengembangkan mekanisme pengingat kepada mitra pembangun di tiap awal 
bulan. Partnerhsip Officer (PO) menjadi penanggung jawab untuk kepastian pengiriman pesan tersebut kepada 
semua mitra pembangun dengan melampirkan daftar pengguna biogas yang harus mendapatkan User Training. 
Sementara untuk pelaksanaan AI, kedua QI Rumah Energi Jawa Timur berkewajiban mengirimkan daftar instalasi 
biogas yang sudah layak dilakukan AI (pertama dan kedua).

User Training bertujuan mengurangi resiko kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pemilik dalam mengoperasikan 
reaktor biogas maupun pemeliharaan sebuah instalasi biogas. Oleh karena itu User Training juga menjadi bagian 
mutlak ASS dalam implementasi Program BIRU. Semua mitra pembangun berkewajiban melakukan User Training 
untuk semua pengguna biogas dan sebaliknya, semua pemilik biogas harus mendapatkan User Training.

3.3 Koordinasi dengan Stakeholder
Upaya mendorong adanya peningkatan keterlibatan pemerintah dan swasta dilakukan dengan berbagai cara dan 
strategi. Fakta bahwa Program BIRU telah dikenal di beberapa sentra budidaya sapi perah, merupakan modal 
penting, ditambah pula dengan keberhasilan Program BIRU menunjukkan beberapa capaian. Pelibatan pemerintah 
pun telah dimulai sejak 2013 dengan disepakatinya penyediaan 1.500 paket materian oleh Kementerian ESDM RI. 

Pola ini direplikasi oleh Dinas ESDM Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014, serta diteruskan pada Tahun Anggaran 
2015. Di Tahun Anggaran 2016, Dinas ESDM Jawa Timur memberikan dukungan penyediaan batuan material untuk 
pembangunan biogas di wilayah kerja LPKP Jawa Timur di Kabupaten Malang. Ada 40 paket material yang disediakan. 

Potensi peran yang bisa dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah sebagai focal point kepada 
dinas-dinas propinsi agar mereplikasi model pembiayaan seperti yang telah dilakukan. Dinas Peternakan, Dinas 
Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, adalah instansi  di level provinsi yang memiliki 
potensi dalam menyediaan sumber dana untuk pengembangan biogas di Jawa Timur.

Membangun komunikasi awal dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten pun dilakukan. 
Ini menjadi bagian dari strategi membangun keberlanjutan Program BIRU serta, menjadi bagian advokasi Program 
BIRU dalam perencanaan dan penganggaran. 

Peluang membangun komunikasi dengan 2 pemkab, Kabupaten Jember dan Trenggalek terbuka, maka Rumah 
Energi Jawa Timur memulai komunikasi untuk sosialisasi kepada kedua pemerintah kabupaten tersebut. Selain 
itu, tim YPSM Jember  juga membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan tujuan 
membangun sinkronisasi antara Program BIRU dan program yang dilaksanakan oleh ketiga pemerintah kabupaten 
tersebut. Tetapi, respon awal masih belum sesuai harapan.

Selain itu, implementasi UU Desa tentang Alokasi Dana Desa memberikan peluang sinkronisasi program. 
Upaya tersebut dilakukan oleh YPSM dengan tim program pendampingan desa di Kecamatan Kabat Kabupaten 
Banyuwangi. Tetapi, belum ditemukan model kerjasama yang diharapkan, masih perlu dilakukan diskusi lebih 
detail untuk menemukan beberapa titik kesamaan antar dua program. Program pendampingan desa serta Alokasi 
Dana Desa juga belum memiliki model pelaksanaan yang stabil, sehingga diskusi yang dilakukan pun masih 
berkisar pada eksplorasi pilihan-pilihan yang bisa dikembangkan bersama.

Diskusi dengan program CSR PT YTL Probolinggo, sebagai operator Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU 
Paiton) pun intensif dilakukan. Tujuan utamanya adalah perencanaan kerjasama untuk pengembangan energi 
terbarukan, khususnya biogas dalam program CSR, mengingat program CSR dari perusahaan ini sudah memasuki 
tahun ketiga pelaksanaan pembangunan biogas. Total ada sekitar 300 unit instalasi biogas yang menggunakan 
design konstruksi biogas Program Biru. 
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Kerjasama yang akan dilakukan diharapkan akan bisa menjadi bagian dari pelibatan multi-stakeholder 
pengembangan biogas. Di sisi lain, kerja sama juga diharapkan sebagai media memastikan standar kualitas 
konstruksi biogas yang terbaik, serta membangun akses optimasilisasi manfaat biogas bagi pemiliknya. Pilihan 
model kerjasama yang bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, sehingga tujuan bersama bisa dicapai 
Upaya membangun akses kredit dari Kiva untuk beberapa lokasi juga dilakukan. Demikian juga dengan upaya 
memanfaatkan peluang kolaborasi dengan Credit Union (CU) di beberapa wilayah kerja Biru Jawa Timur, 
memberikan harapan baru dalam pengembangan akses kredit bagi kalangan peternak potensial yang tidak bisa 
mengakses produk kredit dari bank-bank konvensional. 

Tetapi, hingga akhir Desember 2016 realisasi pemanfaatan akses kredit dari Kiva maupun CU belum terlaksana. 

3.4 Inovasi dan Optimalisasi 
Pengembangan dan optimalisasi terus dilakukan oleh Rumah Energi Jawa Timur bersama para mitra. Semester 
pertama 2016 fokus pada penyelesaian beberapa aktivitas yang sudah berjalan. Termasuk pengujian apliansi plastik 
penampung gas yang diimpor oleh PT Solihin Jaya Industri, Surabaya. Uji penggunaan ini dilakukan di KUD Kertajaya, 
Kandangan, Kediri. Sementara optimalisasi manfaat biogas melalui pemanfaatan bio-slurry terus dilakukan. 

Pemanfaatan bio-slurry dalam budidaya dua varietas padi, dilakukan di Pasuruan dengan membuat demoplot 
seluas satu petak (sekitar 300 meter persegi) untuk satu varietas. Manure Management Officer membuat catatan 
perkembangannya. Fokus pengamatan pada jumlah anakan serta jumlah tangkai dan butir padi di setiap tangkai. 
Secara singkat bisa dikatakan penggunakan bio-slurry sebagai pupuk memberikan dampak yang bagus bagi dua 
varietas padi yang dicobakan.

Aktivitas optimalisasi bio-slurry juga dilakukan dengan pembuatan demoplot kascing pada panaman jagung 
di Karangploso bekerja sama dengan BPTP Songgoriti dan kelompok peternak cacing. Hasil akhir menunjukkan 
pertumbuhan dan kualitas tongkol terbagus pada perlakuan 100% organik diikuti oleh 100% kimia dan terakhit 
semi organik. Hanya berat tongkol menunjukkan lebih berat pada perlakuan 100% kimia walaupun hanya terpaut 
sedikit dengan perlakuan 100% organik. 

Detail hasil pengamatan demoplot seperti pada tabel di bawah ini:

Perlakuan
Tongkol

Berat Klobot
Tinggi Jumlah Panjang Diameter Berat-Klobot Berat+Klobot

Kimia 63,72 1,00 18,73 15,30 234,68 335,70 101,02

Organik 63,78 1,00 19,22 15,50 225,76 317,90 92,14

Semi 58,03 1,00 17,78 15,07 218,42 301,48 83,06

Kondisi kelompok cacing Karangploso yang sempat mengalami kelesuan akibat tidak pastinya pasar penampung 
cacing. Jumlah anggota kelompok budidaya cacing pun mengalami penurunan yang signifikan, bahkan 
ada beberapa peternak cacing memutuskan berhenti secara permanen. Di semester kedua tahun 2016, ada 
perbaikan kondisi pasar, maka Manure Management Officer menfasilitasi pertemuan dan diskusi intensif semua 
pihak yang terlibat dalam budidaya cacing. Hasilnya ada kesepakatan semua pihak tentang harga dasar cacing 
hingga kesepakatan frekuensi penyetoran hasil budidaya serta mekanisme pengumpulannya. Kesepakatan ini 
berdampak bergairahnya kembali para  peternak cacing yang memanfaatkan bio-slurry.   

Sementara KAN Jabung melakukan eksperimen dan pelatihan pembuatan pestisida berbahan baku bio-slurry 
untuk beberapa ketua kelompok. Pelatihan ini menjadi bagian dari program KAN Jabung untuk pengembangan 
pertanian organik pada komoditas sayuran. Direncanakan KAN Jabung akan menampung sayuran organik yang 
dihasilkan oleh petani anggota koperasi, dan akan membangun akses terhadap pasar sayur organik di Malang 
maupun di Jawa Timur.  
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Pelatihan pembuatan kompos berbahan baku bio-slurry di KAN Jabung

4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Ekspansi ke Pasar Potensial 

Ada tiga kabupaten sentra peternak ayam petelur di Jawa Timur; Blitar, dan Tulungagung yang memiliki 
pengguna potensial yang besar. Estimasi kasar memberikan angka ada sekitar 3.000 peternak ayam petelur 
yang potensial menjadi pengguna biogas. Paradigma bahwa pembangunan biogas adalah program pemerintah 
yang sepenuhnya mendapat dukungan biaya dari pemerintah masih demikian kuat. Keberadaan dukungan dari 
pihak ketiga (pemerintah maupun swasta) dalam penyediaan dukungan dana, serta mekanisme kredit yang bisa 
diterapkan di segmen peternak ini akan menjadi penting sebagai bagian dari strategi penetrasi pasar.  

Secara sederhana ada dua aktivitas utama yang perlu direncanakan. Pertama, memberikan beberapa pilihan 
pengembangan informasi nilai tambah dari biogas di kalangan peternak ayam petelur. Misalnya, biogas sebagai 
sumber energi bagi sumber panas yang dibutuhkan dalam kandang ayam. Demikian juga dengan kalkulasi 
ekonomis antara pengeluaran untuk pembelian zat kimia penghilang bau dengan pengeluaran pembangunan 
instalasi biogas. Nilai tambah  akan bertambah jika peternak ayam petelur memiliki lahan pertanian. Paparan 
tentang potensi nilai lebih seperti ini, perlu terus dilakukan sebagai pilihan promosi biogas di kalangan peternak 
ayam petelur.

Kedua, mengembangkan strategi advokasi kebijakan di tingkat kabupaten khususnya berkaitan dengan kewajiban 
peternak ayam petelur untuk membangun instalasi pengola limbah (kotoran ayam). Maka, hal itu akan menjadi 
dorongan bagi pengusaha dan peternak ayam petelur untuk memasukkan pembangunan instalasi biogas dalam proses 
produksi dan budidaya ayam petelur. Keluhan dari masyarakat sekitar sentra kandang ayam petelur telah bermunculan, 
dan pemerintah lokal pun juga mengetahuinya, maka dibutuhkan penyusunan konsep advokasi di tingkat pemerintah 
lokal (kabupaten) tentang bagaimana melakukan budidaya ayam petelur yang ramah lingkungan. 

Ketersediaan ekstra subsidi dari PT Nestle, seharusnya mampu menjadi daya dorong peningkatan pembangunan 
biogas, khususnya di wilayah kerja mitra pembangun yang juga pemasok PT Nestle. Apalagi saat ini sudah ada 
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persetujuan awal perubahan besaran nilai subsidi tersebut, dari Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- per unit. 
Diharapkan para mitra pembangun yang juga pemasok PT Nestle mampu menyerap lebih cepat subsidi tersebut 
sehingga akan memperbesar peluang capaian sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Strategi lain adalah mengintensifkan penggabungan beberapa peternak kecil dalam satu pengajuan permintaan 
instalasi biogas. Agar bisa mengakses kredit yang disediakan koperasi, serta tidak meningkatkan resiko kredit 
macet bagi koperasi. Pilihan strategi ini sangat tergantung pada kemauan dari koperasi sebagai mitra pembangun 
maupun sebagai penyedia kredit.

4.2 Pengembangan Pemanfaatan Bio-Slurry sebagai Media Promosi
Penyebaran info tentang pemanfaatan bio-slurry di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan akan berujung 
pada strategi promosi tentang potensi nilai tambah dari sebuah instalasi biogas. Selain itu, pilihan optimalisasi 
biogas juga bisa menjadi bagian dari strategi keberlanutan program biogas itu sendiri. Diperlukan langkah 
strategis dalam penyusunan strategi promosi dan penyediaan material promosi untuk memuat konten promo 
optimalisasi nilai tambah yang potensial.

Beberapa pilihan yang dikembangkan dalam semester kedua tahun 2016  adalah:
•	 Pengembangan fasilitasi dan linkage dengan pengusaha budidaya cacing yang menghasilkan cacing dan 

kascing di beberapa wilayah kerja mitra pembangun.

•	 Mendorong dua mitra pembangun untuk memulai linkage antara kelompok pengguna biogas dan 
kelompok tani yang membutuhkan pupuk.

4.3 Peran Potensial Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas
Keterlibatan pemerintah (pusat dan lokal) akan menjadi bagian dari pengembangan strategi sustainabilitas 
Program BIRU. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam pengembangan energi terbarukan.  Beberapa 
pilihan peran pemerintah di beberapa level dalam pengembangan biogas adalah :

a. Regulasi
Pengembangan standar desain biogas yang digunakan oleh semua pelaku, sehingga memudahkan penentuan 
standar kualitas dan control sudah mulai diadopsi oleh pemerintah pusat. Maka, yang perlu dilakukan sekarang 
adalah mendorong  regulasi pengolahan limbah di sentra-sentra peternakan (sapi perah maupun ayam petelur).

b. Replikasi Mekanisme Cost-sharing
Model penyediaan bantuan material adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk mengisi 
gap ada. Tetapi, hingga saat ini tidak terlalu banyak instansi pemerintah yang mau melihat peluang pengembangan 
mekanisme cost-sharing ini.
Replikasi mekanisme cost-sharing ini merupakan salah satu pilihan pelibatan program CSR, khususnya dari BUMN.

c. Stakeholder Pendukung di Pasar Non Sapi Perah
Pembangunan demoplot di beberapa wilayah potensial, merupakan pilihan peran pemerintah yang cukup 
strategis. Ini bisa menjadi awalan yang bagus dalam rangka ekspansi maupun pengembangan program biogas 
yang mudah diakses oleh para peternak.  

Peluang kerjasama dengan program CSR PT YTL Probolinggo perlu disikapi dengan perencanaan bersama agar 
kerjasama yang akan dilakukan tidak menjadi counter productive pengembangan energi terbarukan. Seharusnya, 
Rumah Enrgi dan program CSR PT YTL bisa mengembangkan model kerjasama sebagai bagian dari percepatan 
pengembangan energi terbarukan, khususnya biogas di wilayah yang disepakati.
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5.	 Rencana Pelaksanaan dan Pengembangan Program 
5.1 Optimalisasi Potensi Pasar

Keberhasilan Rumah Energi mendapatkan dukungan tambahan subsidi sebesar Rp 3.000.000,- per unit dari PT 
Nestle Indonesia merupakan peluang untuk mengoptimalkan pembangunan biogas di mitra pembangun yang 
juga menjadi pemasok PT Nestle. Salah satu pilihan strateginya adalah mengoptimalkan potensi pasar di wilayah 
kerja koperasi yang tidak menjadi mitra pembangun. Penyusunan target pembangunan biogas di pemasok 
Nestle non-mitra pembangun dapat dilakukan dengan menunjuk mitra pembangun yang ada sebagai pelaksana 
pembangunan. 

Di sisi lain, perubahan struktur organisasi Rumah Energi Jawa Timur, serta berkurangnya sumber daya manusia 
yang ada, perlu disikapi dengan pengembangan modifikasi skema pembagian peran dan kewenangan untuk 
mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Juga  pengurangan mitra pembangun perlu dilakukan dengan 
menggunakan parameter; produktivitas dan potensi yang ada. Perampingan jumlah mitra pembangun tidaklah 
mengurangi potensi akses Program Biru terhadap peternak, tetapi lebih pada pengurangan supervisi oleh Rumah 
Energi Jawa Timur.

Di wilayah sentra peternakan ayam petelur, perlu dilakukan instensifikasi komunikasi dan relasi dengan gapoktan 
(gabungan kelompok tani dan peternak) yang ada. Karakter sosial ekonomi kelompok peternak ayam petelur yang 
memiliki bekal pengusaha, seharusnya menjadi hal yang mempermudah pengembangan biogas. Keberadaan  instalasi 
biogas berbahan baku kotoran ayam sudah terbangun dapat menjadi sarana dan media promosi yang efektif. 

Hal yang belum dilakukan adalah mengembangkan kerjasama dengan para pengepul telur hasil budidaya 
peternak ayam petelur. Pengalaman Rumah Energi Jawa Timur bekerja sama dengan PT Nestle, mungkin bisa 
dipertimbangkan untuk direplikasi dalam kerangka rencana ekspansi ke komunitas peternak ayam petelur.

5.2 Pemanfaatan Bio-slurry 
Tindak lanjut pilot project pemanfaatan bio-slurry untuk tanaman padi perlu dilakukan tinjauan untuk mendapatkan 
pembelajaran dalam rangka menyusun rencana selanjutnya. 

Sementara untuk pengembangan dan replikasi budidaya cacing akan diteruskan dengan mendiskusikan 
kelompok tentang bisnis kascing yang sudah mulai mendapatkan pasar melalui terus meningkatkan kerjasama 
dengan pengusaha cacing sebagai pakan ikan. 

Pengusaha cacing membutuhkan kepastian dan penambahan potensi suplai cacing, sementara Rumah Energi 
Jawa Timur membutuhkan jaringan pasar hasil budidaya cacing agar opsi pemanfaatan bio-slurry bertambah. 
Pilihan-pilihan di atas akan menambah potensi peningkatan pendapatan untuk mitra pembangunmaupun untuk 
pengguna biogas.

5.3 Institusionalisasi Model Cost-sharing
Mendorong dikembangkannya model kerjasama cost-sharing dengan pemerintah lokal adalah salah satu opsi 
terbaik yang bisa dilakukan oleh Program BIRU, selain mendorong mitra pembangun terlibat dalam pembangunan 
biogas yang dibiayai oleh pemerintah lokal (provinsi maupun kabupaten/kota). Harapannya adalah langkah ini 
akan menjadi tahap bagi pelaksana Program BIRU untuk mulai bergeser pada fungsi utamanya yakni memastikan 
kualitas dan standar kostruksi biogas yang akan terus berkembang.

Maka, pelibatan pemerintah lokal seharusnya menjadi bagian dari advokasi Program BIRU dalam memposisikan 
pemerintah sebagai pemegang mandat pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk dalam pengembangan energi 
terbarukan. Oleh karena itu, strategi meningkatkan peran serta pemerintah seharusnya juga diterjemahkan dengan 
menarik pelibatan pemerintah dalam penyediaan sumber pembiayaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan 
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses program biogas. 
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Beberapa aktivitas yang akan dilakukan Rumah Energi Jawa Timur  adalah:
1.	 Diskusi dengan Dinas ESDM Jawa Timur dalam rangka mengakses program CSR dari beberapa perusahaan 

pertambangan dan energi.
2.	 Diskusi dengan beberapa koperasi untuk pengembangan skema pemanfaatan instalasi biogas untuk 

beberapa peternak kecil.
3.	 Meneruskan komunikasi dengan PT Jawa Power untuk pengembangan kerjasama di wilayah Probolinggo 

dan Situbondo.

6.	 Rekomendasi Program
Implementasi Program BIRU telah melewati durasi enam tahun, tentu memberikan berbagai pembelajaran yang bisa 
menjadi bekal untuk pengembangan program ke depan. Masalah ketersediaan kredit, peran serta pemerintah, dan 
optimalisasi manfaat dari biogas sebagai bagian dari promosi merupakan masalah yang masih dihadapi. Oleh karena 
itu, ada beberapa rekomendasi berdasarkan situasi lapangan pelaksanaan Program BIRU di Jawa Timur diantaranya 
adalah:

a.	 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan di semua level pemerintah (pusat, provinsi maupun kabupaten). 
Tujuan utama advokasi yang dilakukan adalah membangun akses dan fasilitasi sumber pembiayaan dari 
pemerintah kepada pengguna potensial. 

b.	 Memulai untuk melakukan advokasi dalam akses kredit untuk pengembangan biogas. Hingga saat ini 
pembangunan biogas masih masuk dalam kredit konsumsi. Ini berdampak pada besarnya bunga yang 
diberlakukan. Bahkan dalam program KPPE biogas tidak masuk dalam aktivitas yang bisa mengakses kredit 
tersebut.

c.	 Membangun jaringan dengan beberapa program yang dilaksanakan oleh lembaga lain. Sinergi dengan 
program yang dilakukan oleh LSM lain, akan memberikan peluang pengembangan program ke depan. Yang 
juga penting adalah mengembangkan kolaborasi dengan program pemerintah dalam implementasi UU 
Desa No. 6 Tahun 2014. 
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Provinsi: Bali
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP dimulai di Indonesia	 : 15 Mei 2009
Program dimulai di Provinsi (Bali)		  :  Agustus 2010
Program selesai				    : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor terbangun Juli-Desember 2016: 93 (37,2% dari total target 250 unit)

No Mitra Produksi

1 Manikaya Kauci 42

2 Sastra Loka Samgraha 35

3 Dewata MG 16

Total 93

2 Jumlah tenaga konstruksi 
yang telah dilatih

Selama periode Juli-Desember 2016, Program BIRU di Bali 
mengadakan pelatihan konstruksi kepada dua tukang dan dua 
supervisor.

-	 2 tukang dari Sastra 
Loka Samgraha

-	 1 supervisor Sastra 
Loka Samgraha

-	 1 supervisor Dewata 
MG

3 Aktifitas promosi yang 
dijalankan

1.	 Pertemuan warga, pertemuan dilakukan bersama dengan 
Manikaya Kauci dan Sastra Loka Samgraha di Banjar 
Semana, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten 
Badung. Pertemuan diikuti oleh 8 orang laki-laki dan 2 
orang perempuan.

2.	 Pertemuan warga juga diadakan di Desa Buahan, 
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dengan peserta 
4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

3.	 Pertemuan warga diadakan di Desa Keramas, Kecamatan 
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dilakukan 
dalam rangka pelatihan penanggulanan sampah organik 
rumah tangga di desa tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 3 
orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

4.	 Pertemuan warga di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, 
Kabupaten Gianyar dilakukan dengan dihadiri oleh 24 orang 
perempuan dan 14 orang laki-laki. Pertemuan ini dilakukan 
atas dasar keinginan manajemen Yayasan Widya Guna yang 
ingin implementasi Program BIRU di lingkungannya agar 
dapat mendapatkan manfaat biogas dan bio-slurry.

5.	 Pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan 
oleh Su-Re.Co di Universitas Udayana yang melibatkan pihak 
stakeholder, akademisi, dan praktisi. Kegiatan ini dilakukan 
sebagai salah satu lanjutan dari pertemuan sebelumnya 
(Sustainable Workshop bersama Greenwin dan ICCTF ) yang 
diadakan di Peti Tenget. Kegiatan ini dihadiri oleh 11 orang 
laki-laki dan 6 orang perempuan. Hasil pertemuan ini akan 
diumumkan pada pertemuan berikutnya yang direncanakan 
akan diadakan pada tahun 2017.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

6.	 Pertemuan sosialisasi dilakuakn di Banjar Kutuh Kaja, Desa 
sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Blahbatuh. Pertemuan 
dihadiri oleh 3 orang laki-laki dan 4 orang  perempuan 
yang bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan 
sharing pendanaan dengan sistem kredit dari Koperasi 
Karya Nadhi (RBF).

7.	 Pertemuan calon pengguna juga dilakukan di Desa 
Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana 
dan Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten 
Jembrana. Total kedua pertemuan dihadiri oleh 2 orang 
perempuan dan 2 orang laki-laki. Kegiatan ini bertujuan 
dalam rangka persiapan pembangunan biogas di wilayah 
tersebut sebagai percontohan.

8.	 Penyebaran brosur, leaflet, VCD, film BIRU dan news letter.

5 Lokakarya yang dilaksanakan -

6 Jumlah reaktor yang telah 
di-inspeksi

Pada periode Juli-Desember 2016 total reaktor yang sudah di 
QC sebanyak 62 unit.
Dari hasil QC dapat dilihat bahwa kualitas reaktor sudah sesuai 
dengan standar BIRU. Beberapa permasalahan yang terdapat 
pada reaktor bisa diselesaikan secara bersama oleh  mitra 
pembangun dan staf BIRU.

7 Subsidi yang disalurkan Periode Juli-Desember 2016, subsidi yang disalurkan:
Pembangunan reaktor BIRU secara swadaya sebanyak 20 unit 
dengan nilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

8 Jumlah Mitra Program BIRU Bali telah aktif disemua kabupaten dan kota, 
banyak pembangunan reaktor BIRU yang tersebar yang telah 
dibangun oleh mitra pembangun atau Construction Partner 
Organization (CPO). Saat ini ada 3 CPO yang masih aktif 
bekerja sama, yaitu :
1.	 Manikaya Kauci
2.	 Sastra Loka Samgraha
3.	 Dewata MG

9 Jumlah dan persentasi rumah 
tangga pengakses kredit

Terdapat 7 calon pengguna pengakses kredit

10 Jumlah kredit tersalurkan 
dari Industri Pengolah Susu 
(IPS) dan Institusi Kredit 
Mikro (IKM)

-

11 Jumlah rumah tangga yang 
sudah menerima pelatihan 
Penggunaan dan Perawatan 
Biogas

Periode Juli-Desember 2016: 
26 rumah tangga yang dilaksanakan oleh Manikaya Kauci (18 
orang laki-laki, 7 orang perempuan)
22 rumah tangga yang dilaksanakan oleh Sastra Loka Samgraha 
(17 orang laki-laki, 5 orang perempuan)

12 Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/atau 
perikanan

Juli-Desember 2016: belum ada yang memulai pemanfaatan 
bio-slurry.

13 Jumlah lapangan pekerjaan 
yang tersedia

3.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator		  : 0
Quality Inspector		  : 1 
Admin and Finance Ass	: 0

4.	 External: Mitra dll 

Nama CPO Supervisor 
terlatih

Tukang 
terlatih

1.	 Manikaya Kauci 2 18

2.	 Sastra Loka Samgraha 2 19

3.	 Dewata MG 3 12

Total 7 49

5.	 Produsen Appliansi	 : 3 orang
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No Kegiatan Capaian Keterangan

14 Wilayah cakupan kerja 
propinsi

Hingga Desember 2016, wilayah kerja Program  BIRU Bali, 
berada di sembilan kabupaten/kota, terdiri atas 47 kecamatan 
dan 223 desa.
Rincian, sebaran kabupaten/kota, yaitu:
1.	 Buleleng (7 kecamatan)

Tejakula, Buleleng, Sukasada, Banjar, Kubutambahan, 
Gerokgak, Seririt.

2.	 Tabanan (8 kecamatan)
Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur, 
Kerambitan, Penebel, Kediri, Marga, Baturiti.

3.	 Badung (5 kecamatan)
Petang, Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta Selatan.

4.	 Gianyar (7 kecamatan)
Gianyar, Sukawati, Tampaksiring, Tegalalang, Ubud, 
Blahbatuh, Payangan.

5.	 Bangli (4 kecamatan)
Bangli, Tembuku, Kintamani, Susut.

6.	 Klungkung (3 kecamatan)
Banjarangkan, Klungkung, Dawan.

7.	 Jembrana (3 kecamatan)
Jembrana, Melaya, Negara.

8.	 Karangasem (8 kecamatan)
Kubu, Manggis, Abang, Sidemen, Selat, Bebandem, 
Karangasem, Rendang.

9.	 Denpasar (2 kecamatan)
Denpasar Selatan, Denpasar Barat.

2.	 Latar Belakang
Program BIRU mencoba menerapkan pengalaman dari berbagai program Biogas Asia yang dilakukan oleh SNV yang 
dibiayai oleh pemerintah Belanda. Sasaran dari program ini adalah pemilik peternakan berskala kecil di daerah di mana 
persediaan kayu bakar sudah terancam. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh SNV diketahui bahwa potensi 
pembangunan biogas skala rumah tangga diperkirakan mencapai 1 juta reaktor. Usaha Pemerintah Indonesia untuk 
menawarkan alternatif bagi penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak adalah pendorong 
utama dari program ini pula.

Program ini fokus pada implementasi melalui pendekatan pembangunan multipihak, menciptakan sektor biogas 
yang berdasarkan permintaan pasar, melibatkan kontraktor lokal yang terlatih dan tukang yang didukung oleh 
institusi pelatihan keterampilan (vocational training). 

Di Bali, pengembangan kegiatan BIRU  telah berkembang di seluruh wilayah kabupatendan kota sejak dimulai 
pada sejak Agustus 2010 hingga akhir Desember 2016. Pendekatan yang dibangun lebih menekankan pada aspek 
pengelolaan lingkungan terutama dari pengelolaan limbah kotoran agar bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Saat ini, manfaat Program BIRU telah dirasakan 
oleh masyarakat, terutama para peternak (sapi, babi maupun ayam). Kesadaran masyarakat untuk mengelola 
lingkungan secara lebih baik melalui pengolahan limbah ternak menjadi biogas sudah semakin meningkat. Demikian 
pula di kalangan pemerintah (baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota), keberadaan Program BIRU sudah 
mendapat tanggapan positif. Melalui dilibatkannya BIRU dalam kegiatan pembangunan digester biogas.  Hal ini 
sangat membantu upaya mendorong masyarakat (peternak) untuk mengolah limbah ternaknya menjadi gas yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga kotoran hewan tidak dibuang ke sungai atau ke ruang terbuka, guna 
mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Bentuk dukungan pemerintah diwujudkan melalui pembangunan 
biogas yang dibangun menggunakan model BIRU.

Semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengetahui manfaat dari biogas, mendorong semakin meningkatnya 
permintaan pembangunan biogas BIRU secara swadaya.
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3.	 Implementasi Program Juli-Desember 2016
Periode Juli-Desember 2016, BIRU Bali telah melaksanakan promosi dan pembangunan, baik dengan pendanaan 
swadaya maupun full subsidi dari Pemerintah (Simantri Bali, APBD Badung, dll). Peluang tersebut dimanfaatkan 
untuk dapat memberikan promosi lebih massif kepada masyarakat. Walaupun belum menunjukkan peningkatan 
pembangunan swadaya secara signifikan, namun dengan adanya pembangunan full subsidi yang dibangun dan 
didampingi oleh mitra BIRU dan CPO menunjukkan bahwa kwalitas digester BIRU akan menjadi lebih baik dan dapat 
berfungsi dengan baik, hal ini membuat peluang terbangunnya pembangunan BIRU secara swadaya lebih banyak.  

Bagi pengguna manfaat yang diperoleh bila mengembangkan Program BIRU adalah sebagai berikut:
•	 Membantu mencari energi alternatif untuk memasak dan penerangan
•	 Membantu mengatasi ketersediaan pupuk
•	 Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
•	 Membantu pengurangan emisi gas rumah kaca
•	 Kebersihan ternak terjamin
•	 Tersedianya pakan ternak (bebek dan ikan)

Berikut ini merupakan rincian realisasi pembangunan reaktor biogas pada masing-masing mitra pembangun (CPO) 
Juli sampai Desember 2016, adalah sebagai berikut:

No. CPO Reaktor yang masih/sedang 
dibangun (unit)

Reaktor Terbangun 
(unit)

Total Bangunan Reaktor 
(unit)

1 Manikaya Kauci 0 42 42

2 Dewata MG 0 16 16

3 Sastra Loka Samgraha 0 35 35

Total 0 93 93

Periode Juli-Desember 2016 Program BIRU di Bali bersama CPO melakukan kegiatan untuk mendukung pembangun 
unit biogas, antara lain: 
•	 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melalui kelompok-kelompok tani ternak, kepala-kepala desa, instansi 

pemeirntah terkait dan berbagai pihak lain mengenai program kerjsama pembangunan reaktor BIRU. 
•	 Melakukan QC dan User Training sebagai bentuk menjaga kualitas digester BIRU.
•	 Melakukan ASS untuk digester yang telah berusia 9 bulan dan 18 bulan untuk dapat memonitor penggunaan 

dan pemanfaatan digester.
 

3.1	 Pelatihan Kepada Mitra
1.	 Pelatihan penyegaran tukang dan supervisor biogas

Kepada 2 tukang biogas baru (CPO Sastra Loka Samgraha) dan 2 supervisor biogas (Sastra Loka Samgraha 
dan Dewata MG) telah diberikan pelatihan mengenai proses konstruksi BIRU, dan 1 supervisor biogas 
pelatihan penyegaran telah diberikan. Seluruh peserta adalah peserta laki-laki.

2.	 Pelatihan untuk Promotor BIRU dan Supervisor tentang Pendampingan untuk Pemanfaatan Ampas 
Biogas (Bio-slurry)
•	 Kegiatan dilakukan oleh Manikaya Kauci kepada sebanyak 26 pengguna dengan peserta laki-laki 

sebanyak 18 orang, dan perempuan sebanyak 7 orang.
•	 Kegiatan juga diberikan kepada 22 rumah tangga yang dilaksanakan oleh Sastra Loka Samgraha (17 

orang laki-laki, 5 orang perempuan)

3.2	 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
Koordinasi dilakukan dalam upaya penyelenggaraan terbangunnya 1000 unit digester BIRU di Bali

3.3	 Sumberdaya Manusia
Jumlah staf untuk BIRU Bali per Desember 2016 berjumlah 1 orang QI. 
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4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Adanya mantan CPO yang bisa menghubungi dinas maupun pribadi, namun tidak dapat membangun 

dengan standar BIRU.Terlebih lagi harga digester per-unitnya yang tidak seimbang dengan kualitas digester 
yang dibangun.

4.2. Tukang dan Supervisor
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengembangan sektor biogas. Tukang dan supervisor 
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengembangan program, sudah tentu mereka harus memiliki 
kualifikasi yang sesuai dengan standar program, sebab bila tidak maka program akan mengalami masalah 
dalam keberlanjutannya.

Proses rekrutmen tukang haruslah selektif, sebab tukang sebagai tenaga konstruksi harus mampu membuat 
reaktor biogas yang berkualitas. Supervisor pun harus memiliki latar belakang teknis yang memadai, sebab 
tugas sehari-hari supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja tukang.

Namun, masih ada juga tukang yang memiliki latar pendidikan SMP sederajat atau SD, sebab latar belakang 
pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan keterampilan. Sebagai contoh adalah kemampuan 
berimprovisasi bila menemukan masalah, kemampuan membaca dan memahami gambar, pemahaman 
tentang penjelasan teknis dari supervisor atau QI, kemampuan berdiskusi sesama tukang, dan sebagainya. Saat 
ini, walaupun jenis pekerjaan dalam pembangunan digester BIRU masih sangat sederhana, namun belum cukup 
menarik minat tukang yang memang memiliki pengetahuan teknis cukup untuk bergabung sebagai tukang 
BIRU. Hal ini mengakibatkan tingginya harga upah tukang sehingga berakibat juga kepada harga per-unit 
digester BIRU.

Demikian pula dengan supervisor, yang sebagian besar merupakan staf lembaga (CPO). Dengan latar belakang CPO 
adalah LSM yang sehari-hari berpengalaman dalam bidang advokasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, 
sehingga sisi teknis konstruksi menjadi kurang. Sedikit diantara mereka yang memiliki pengalaman dalam bidang 
konstruksi, hal ini menjadi persoalan apabila harus melakukan pendampingan kepada para tukang.

Upaya yang selama ini dilakukan oleh BIRU adalah memberikan coaching dan mentoring di lapangan melalui on 
the job training, refresh tukang dan supervisor, ToT, dan forum diskusi.

4.3 Manajemen CPO yang belum tertata dengan baik (bidang keuangan)
Masih belum tertibnya proses pencatatan keuangan terhadap berbagai transaksi kegiatan menjadi persoalan 
tersendiri, sebab bila mereka tidak bisa mengatur manajamen keuangan dengan baik, maka CPO akan sulit 
berkembang dalam program ini. Selain itu CPO akan selalu merugi padahal kalau itu dicatat dengan baik, maka 
CPO tersebut sudah mendapat keuntungan. Hal ini sangat dirasakan oleh Mason Group yang pada dasarnya 
mereka memang belum memiliki pengalaman untuk melakukan dokumentasi dengan baik.

Tujuan Program BIRU salah satunya adalah mengembangkan sector bisnis, dimana CPO merupakan salah 
satu bagian yang memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis di bidang biogas, bila CPO 
memiliki manajemen yang baik dan sistem keuangan yang sehat, besar kemungkinan mereka akan berhasil 
mengembangkan program. Namun sebaliknya bila tidak memiliki sistem manajemen yang tertata dengan baik 
bisa jadi CPO tersebut mengalami kerugian.
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5.	 Rencana Pelaksanaan dan Pengembangan Program 
Program BIRU di Bali memiliki target membangun reaktor sebanyak 259 unit atau lebih sampai dengan Desember 
2017. Guna mencapai target tersebut beberapa rencana kegiatan yang akan dikembangkan ke depan, antara lain:
5.1	 Promosi

Guna mendorong tumbuhnya pasar biogas, Program BIRU di Bali akan memfasilitasi berbagai kegiatan sosialisasi 
dan promosi melalui berbagai kegiatan. BIRU akan menggandeng berbagai pihak untuk bekerjasama mendorong 
pengembangan biogas rumah. Berbagai pihak diharapkan ikut terlibat bahkan lebih aktif mengembangkan biogas.
Adapun kegiatan-kegiatan promosi yang akan dilakukan mencakup beberapa kegiatan di bawah ini:
•	 Memfasilitasi  pertemuan-pertemuan warga bersama CPO.
•	 Memfasilitasi kunjungan warga ke reaktor biogas yang sudah berfungsi dengan baik.
•	 Membuat berbagai media promosi seperti spanduk dan standing banner.
•	 Mengikuti berbagai kegiatan perayaan dan pameran ditingkat provinsi dan kabupaten.

5.2 Mengoptimalkan Kerjasama dengan SKPD yang Mengelola APBN maupun APBD
Dalam program pemerintah Provinsi Bali dengan salah satu programnya adalah Simantri, BIRU akan mendampingi 
pembangunan digester biogas dengan ukuran 2 dan 4 meter kubik sebanyak 100 unit pada tahap awal, dan 50 
unit pada tahap berikutnya di tahun 2017.

5.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Bio-slurry
Program BIRU menjadikan pemanfaatan ampas biogas sebagai salah satu indikator kesuksesan Program. BIRU 
menargetkan sedikitnya 50% pengguna memanfaatkan ampas biogas mereka dalam berbagai bidang yang 
relevan dengan kondisi setempat. Untuk mendukung target ini BIRU Bali akan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut:
•	 Pelatihan bagi pengguna, supervisor dan pihak-pihak yang teratrik dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan 

bio-slurry.
•	 Pembuatan demoplot-demoplot sebagai media percontohan pemanfaatan ampas biogas bekerja sama 

dengan pengguns dan CPO.
•	 Penelitian dan pengembangan mengenai pengolahan bio-slurry sebagai bahan pakan ikan dan media 

pemeliharaan ikan, belut, cacing, dan lainnya.

5.4 Penambahan Mitra Baru, Perluasan Wilayah Kerja, Penambahan tenaga Tukang dan Supervisor

Program BIRU di Bali sementara belum akan melakukan penambahan mitra baru, dikarenakan dengan mitra yang 
sudah ada sekarang, sudah dapat mendampingi wilayah yang ada di Bali. Beberapa tukang yang sudah pernah 
dilatih diminta agar dapat bergabung dengan mitra BIRU Bali tahun 2017.

6.	 Rekomendasi Program
1.	 Pelatihan penambahan kapasitas bagi mitra pembangun. Perlu dilakukan pelatihan penambahan kapasitas 

bagi para CPO, sehingga para CPO semakin lebih tanggap dan pariatif dalam pembangunan biogas, tidak 
hanya mengandalkan shering pendanaan dari pemerintah, tetapi lebih didorong peran masyarakat dalam 
berkontribusi.

2.	 Sosialisasi dapat kembali dilakukan lagi ke daerah yang sudah merupakan daerah dampingan BIRU. Dari 
sosialisasi di daerah yang sudah ada digester tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi bahwa BIRU 
masih memberikan subsidi untuk pembangunan digester dengan pembiayaan secara swadaya.

3.	 Perlu kerjasama dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada pengguna biogas dalam hal pemanfaatan ampas 
biogas seperti pelatihan dan pembuatan demplot. Termasuk penjelasan dan pengolahan pemanfaatan bio-
slurry ditambah lemna (duckweed).

4.	 Pengoptimalan pelibatan promotor BIRU di setiap daerah. Diharapkan, dengan skema yang lebih variatif 
mendapatkan capaian yang lebih tinggi dengan kwalitas yang lebih baik.
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Provinsi: Nusa Tenggara Barat
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP dimulai di Indonesia		  : 15 May 2009
Program dimulai di Provinsi (NTB) 		  :  Agustus 2010
Program selesai 				    : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor terbangun Periode Juli-Desember 2016 total reactor biogas yang 
terbangun adalah:731unit 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No Mitra Produksi

1 Palapa Abadi 167

2 YSLPP 164

3 YM3S 36

4 MG Manjadda 134

5 MG Sandkareang 149

6 MG Paroso 81

Total 731

2 Jumlahtenaga konstruksi 
yang telah dilatih

Pada tanggal 2-9 September 2016 diadakan pelatihan tukang 
dan supervisor di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan 
Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan diikuti oleh 11 
orang tukang dan 3 orang supervisor.

3 Aktifitas promosi yang 
dijalankan

1.	 Pertemuan warga.
2.	 Kunjungan warga ke reaktor biogas (studi banding).
3.	 Peliputan media massa, cetak maupun elektronik.
4.	 Pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak pemerintah 

terutama pemda yang mendapatkan anggaran DAK 
perdesaan untuk biogas.

5.	 Penyebaran brosur, leaflet, VCD, film BIRU dan news letter.

5 Lokakarya yang 
dilaksanakan

Tanggal 12 Oktober 2016, peresmian demoplot biogas di 
Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten 
Lombok Timur, oleh Camat Sembalun dihadiri oleh kepala 
desa dan para perwakilan kelompok masyarakat. Tujuan untuk 
memperkenalkan teknologi biogas kepada masyarakat.

6 Jumlah reaktor yang telah 
di-inspeksi

Pada periode Juli-Desember 2016, dari jumlah reaktor BIRU 
yang terbangun sebanyak 731 unit, reaktor yang sudah di QC 
sebanyak 316 unit atau sekitar 43,23%.
Dari hasil QC menunjukan kualitas reaktor BIRU sudah sangat 
baik, namun ada yang menjadi catatan yaitu perlu adanya stokis 
yang mengakomidir para user mendapatkan spare-part dan 
onderdil atau apliansi biogas apabila ada kerusakan.

7 Subsidi yang disalurkan Periode Juli-Desember 2016, subsidi yang disalurkan oleh 
Program BIRU secara swadaya sebanyak 168 unit x Rp. 2.000.000,- 
per unit dengan nilai Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh 
enam juta rupiah);
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No Kegiatan Capaian Keterangan

8 Jumlah Mitra BIRU NTB telah aktif disemua kabupaten dan kota, banyak 
pembangunan reaktor BIRU yang tersebar yang telah dibangun 
oleh mitra BIRU atau Construction Partner Organization (CPO), 
diantaranya yaitu:
1.	 Di Pulau Lombok lima organisasi yaitu :

a.	 CV. Palapa Abadi
b.	 YM3S
c.	 YSLPP
d.	 Mason Grup Sangkareang
e.	 Mason Grup Manjadda

2.	 Di Pulau Sumbawa satu organisasi yaitu :
a. 	 Mason Grup Paroso

9 Jumlah dan persentasi 
rumah tangga pengakses 
kredit

-

10 Jumlah kredit tersalurkan 
dari Industri Pengolah Susu 
(IPS) dan Institusi Kredit 
Mikro (IKM)

-

11 Jumlah rumah tangga 
yang sudah mendapatkan 
pelatihan tentang 
penggunaan / perawatan 
biogas

Periode Juli-Desember2016:
Total pengguna yang sudah mendapatkan pelatihan O&M serta 
bio-slurry sebanyak 245 orang, rincian laki-laki 170 orang dan 
perempuan 75 orang.

12 Jumlah rumah tangga 
pemanfaatan bio slurry 
untuk pertanian dan/atau 
perikanan

Periode Juli-Desember 2016 sekitar 40% sudah memulai 
memanfaatkan ampas biogas (bio-slurry) untuk pertanian dan 
perkebunan.

13 Jumlah lapangan pekerjaan 
yang tersedia

1.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator		  = 1 orang
Quality Inspector		  = 2 orang
Admin and Finance Ass		 = 1 orang
Office Ass.			   = 1 orang

2.	 External: Mitra dll 

Nama CPO Tukang
Terlatih

Supervisor
Terlatih

1.	 Palapa Abadi 9 3

2.	 YSLPP 20 3

3.	 YM3S 12 3

4.	 MG Manjadda 6 2

5.	 MG Sangkareang 10 3

6.	 MG Paroso 10 2

Total 67 16
 
Produsen Apliansi		  : 50 orang

Workshop yang sudah 
bekerjasama dengan 
Program BIRU Lombok 
untuk pembuatan 
apliansi adalah SMKN 
2 Kuripan, Bengkel SS, 
Bengkel Getap dan CV. 
Buana Rici, apliansi yang 
sudah dibuat yaitu :
1.	 Mixer
2.	 Pipa gas utama
3.	 Waterdrain Sami 

Mandiri
4.	 Manometer

14 Wilayah cakupan kerja 
propinsi

Hingga Desember 2016, wilayah kerja Program BIRU NTB, berada 
di 10 kabupaten/kota yaitu Mataram, Lombok Barat, Lombok 
Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa 
Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Sedangkan untuk Program TERANG yang merupakan lokasi 
MCA-I berada di lima kabupaten yaitu Lombok Utara, Lombok 
Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa 
Barat.
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2.	 Latar Belakang 
Program BIRU mencoba menerapkan pengalaman dari 
berbagai program Biogas Asia yang dilakukan oleh SNV 
yang dibiayai oleh pemerintah Belanda. Sasaran dari 
program ini adalah pemilik peternakan berskala kecil di 
daerah di mana persediaan kayu bakar sudah terancam. Dari 
hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh SNV diketahui 
bahwa potensi pembangunan biogas skala rumah tangga 
diperkirakan mencapai 1 juta reaktor. Usaha Pemerintah 
Indonesia untuk menawarkan alternatif bagi penggunaan 
minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak adalah 
pendorong utama dari program ini pula.

Program ini fokus pada implementasi melalui pendekatan pembangunan multipihak, menciptakan sektor biogas 
yang berdasarkan permintaan pasar, melibatkan kontraktor lokal yang terlatih dan tukang yang didukung oleh 
institusi pelatihan keterampilan (vocational training). 

Program BIRU di Wilayah NTB sudah berjalan kurang lebih 78 bulan sejak pertama kali diimplementasikan pada Juli 
2010 di Lombok Tengah. Hingga saat ini wilayah kerja Program BIRU sudah mencakup seluruh kota dan kabupaten di 
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Pada Semester II Tahun 2016 atau periode Juli-Desember 2016 jumlah reaktor biogas yang berhasil dibangun di 
NTB baru mencapai 731unit reaktor. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut beberapa rencana kerja sama 
dengan instansi pemerintah sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan kegiatan sehingga implementasi 
akan dilaksanakan pada semester berikutnya.

Saat ini di NTB sedang menerapkan tiga pola pendekatan dalam pembangunan reaktor biogas, diantaranya yaitu: 
a.	 Swadaya murni atau 70% merupakan swadaya masyarakat.
b.	 Pola sharing subsidi dengan pihak ketiga, dimana minimal 30% terdapat keswadayaan masyarakat.
c.	 Pola kredit melalui KIVA, pola ini menggunakan sistem kelompok yang jaminannya secara tanggung renteng, 

dimana masyarakat mengajukan pinjaman selama 1-2 tahun untuk melakukan kredit pembangunan reaktor biogas.

Pola ketiga yaitu dengan sistem kredit ternyata terdapat banyak potensi masyarakat yang berminat untuk membangun 
reaktor biogas, terutama didaerah-daerah yang belum tersentuh dengan pembangunan reaktor biogas secara 
gratis dari pemerintah atau pola sharing pembiayaan sehingga peminatnya sangat tinggi. Di Kecamatan Lunyuk, 
Kabupaten Sumbawa sedang coba dikembangkan pola kredit tersebut, saat ini terdapat 20 orang berminat untuk 
membangun reaktor biogas melalui mekanisme pembiayaan oleh KIVA, selanjutnya sedang didata sekitar 50 orang 
lagi yang nantinya akan menyusul, hingga saat ini total pembangunan reaktor biogas di NTB mencapai 4.282 unit.

Dari data di atas terlihat bahwa masyarakat sangat tertarik menggunakan biogas. Terbukti dari kerelaan untuk 
berswadaya, mengeluarkan biaya yang cukup besar membangun reaktor. Pengembangan biogas kotoran hewan 
membantu masyarakat mendapatkan sumber energi murah, terbarukan dan berkelanjutan. Di samping sebagai 
sumber energi, pengembangan biogas mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat sehingga 
diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dukungan pemerintah memberikan dampak besar dalam pengembangan biogas di Nusa Tenggara Barat, mengingat 
salah satu program unggulan dari pemerintah daerah adalah Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) sehingga potensi ternak 
terutama sapi sangat mendukung pengembangan Program BIRU, potensi ternak lainnya yang cukup besar adalah 
babi, unggas dan kemungkinan untuk mengembangkan dari limbah tahu. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, 
tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun stakeholder lainnya.
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3.	 Implementasi Program Juli-Desember 2016
Periode Juli-Desember 2016, merupakan implementasi program 
kerjas ama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara 
melalui mekanisme sharing pembiayaan untuk pembangunan 219 
unit, lalu kerjasama pasca konstruksi dengan Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi NTB sebanyak 510 unit, Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Lombok Barat sebanyak 99 unit selanjutnya 
dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Kabupaten Lombok 
Tengah sebanyak 106 unit. Kerja sama yang dilakukan tersebut 
adalah meliputi pelatihan pemeliharaan dan pemanfaatan ampas 
biogas serta After Sales Service/ASS agar masyarakat pengguna 
biogas nantinya benar-benar memahami biogas yang mereka miliki.

Kemampuan Rumah Energi dalam membangun sektor biogas sudah diakui oleh pihak-pihak tersebut di atas, 
karena reaktor biogas yang dibangun oleh Rumah Energi memiliki kualitas digester yang cukup tinggi dikerjakan 
oleh tenaga terlatih dan terampil serta didukung adanya layanan purna jual yang memberikan pelatihan-pelatihan 
tentang pemanfaatan biogas dan limbahnya sehingga keberlanjutan biogas selalu terpelihara dengan baik.

Bagi pemerintah manfaat yang diperoleh bila mengembangkan Program BIRU adalah sebagai berikut:
•	 Membantu mencari energi alternatif untuk memasak dan penerangan
•	 Membantu mengatasi ketersediaan pupuk
•	 Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
•	 Membantu pengurangan emisi gas rumah kaca
•	 Kebersihan ternak terjamin
•	 Tersedianya pakan ternak (bebek dan ikan)

Berikut di bawah adalah tabel rincian realisasi pembangunan reaktor biogas pada masing-masing mitra pembangun 
(CPO) periode Juli-Desember 2016:

No. CPO Reaktor Terbangun 
(unit)

User Training & Bio 
Slurry Training

Quality Control 
(QC)

1 Palapa Abadi / PSP-NTB 167 78 68

2 YM3S 36 49 41

3 YSLPP 164 0 68

4 MG Sangkareang / LSDM 149 61 60

5 MG Manjadda / KPRI Prisma 134 57 40

6 MG paroso / Pilah 81 0 39

Total 731 245 316

Total pembangunan reaktor BIRU per wilayah pada periode Juli-Desember 2016:

No. Wilayah Swadaya Demoplot Sharing Total Akumulasi Total

1 Lombok Barat 1 167 168 503

2 Lombok Tengah 3 275 278 947

3 Lombok Timur 44 44 575

4 Lombok Utara 160 160 1.676

5 Mataram 10

6 Sumbawa 29 29 180
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No. Wilayah Swadaya Demoplot Sharing Total Akumulasi Total

7 Sumbawa Barat 242

8 Kabupaten Bima 2

9 Kota Bima 27 27 120

10 Dompu OMPU 25 25 27

Total 4 567 160 731 4.282

3.1 Pembentukan dan Pengembangan Program
Periode Juli-Desember 2016 merupakan implementasi Program TERANG yang salah satu sumber pendanaannya 
melalui Proyek Kemakmuran Hijau Kegiatan MCA-I, implementasinya semula di tiga kabupaten di wilayah NTB 
yaitu Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur, kemudian bertambah di Kabupaten Lombok Barat dan 
Kabupaten Sumbawa Barat.

Program TERANG memiliki kesamaan dengan Program BIRU sebelumnya yang sudah dijalankan oleh Rumah 
Energi sebagai pelaksana kegiatan, sehingga secara prinsip pelaksanaan program tidak akan jauh berbeda, 
namun yang membedakan adalah wilayah kerja yang terbatas pada tiga daerah yang sudah disebutkan di atas.
Target yang direncanakan oleh NTB pada tahun 2016 adalah membangun sebanyak 1.000 unit reaktor biogas, 
namun untuk tiga wilayah kegiatan MCA-I menargetkan akan membangun reaktor biogas kurang lebih 600 unit 
dari total target hingga tahun 2018 sebanyak 1.600 unit.  

Proses perencanaan dan evaluasi terutama kerjasama pembangunan reaktor biogas dengan pemerintah 
daerah Lombok Utara dengan mekanisme sharing pembiayaan untuk membangun 219 unit, serta mendorong 
beberapa CPO untuk intens melakukan sosilasi dengan program KIVA guna memfasilitasi masyarakat yang ingin 
membangun reaktor biogas dengan mekanisme kredit dan mendukung dalam kegiatan tender proyek biogas 
dari pemerintah atau pihak swasta. Guna mendukung tercapainya target pembangunan tersebut telah dilakukan 
beberapa kegiatan, yaitu: 

a.	 Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai proses-proses yang harus dilalui seperti pendaftaran calon 
peminat, kriteria-kriteria masyarakat yang boleh menerima bantuan ini.

b.	 Memberikan pelatihan teknis untuk memastikan ketersediaan tenaga teknis lapangan (tukang dan 
supervisor) yang memadai dan berkualitas sehingga mampu melaksanakan pembangunan reaktor BIRU 
sesuai standar.

c.	 Melakukan monitoring terhadap proses distribusi material yang dilakukan oleh kontraktor ke lokasi-lokasi 
yang sudah ditetapkan.

d.	 Memastikan material dan peralatan yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
e.	 Program BIRU NTB dan CPO melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan reaktor untuk 

memastikan kualitas tetap terjaga sesuai dengan standar BIRU.
f.	 Memberikan pelatihan penggunaan dan pengoperasian reaktor biogas serta pemanfaatan bio-slurry 

kepada seluruh pengguna biogas.
g.	 Melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan secara berkala setiap 9 bulan dan 18 bulan untuk memastikan 

pelayanan purna jual diperoleh secara maksimal oleh pengguna biogas.

3.2 Program BIRU di NTB bersama CPO telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi.
Kegiatan sosialisasi dan promosi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1.	 Pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten 
Lombok Timur diadakan rapat/meeting dengan pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Sembalun, 
sekaligus peresmian digesrter biogas yang sudah selesai dibangun sebagai demoplot. Harapannya ke depan 
Sembalun menjadi wilayah mandiri energi dan mengembangkan BIRU selain sebagai bahan bakar gas dan 
pemanfaatan bio-slurry sebagai pupuk dan Camat berharap kebiasaan petani menggunakan pupuk kimia 
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akan beralih penggunaan pupuk organik. Diharapkan pembangunan reaktor biogas akan masuk menjadi 
kegaitan dalam Musrembang dan menjadi kegiatan yang masuk dalam RPJM masing-masing desa yang 
ada di wilayah Kecamatan Sembalun. 

	

Pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan adalah sebagai berikut: (peserta 45 orang)
No. Nama Posisi/Jabatan (L/P) Institusi/Lembaga

1. Umar PC L Rumah Energi -  NTB

2. Krisna Wijaya QI L Rumah Energi -  NTB

3. M. Ali Ikchsan OFO Gading L Rumah Energi -  NTB

4. Alamsyah BDO L Rumah Energi -  NTB

5. B. Herni Yuhanna AFA P Rumah Energi -  NTB

6. Usman Camat Sembalun L Kecamatan

7 Armal Danramil L TNI

8 Syae’un, SPd Ketua PKK P Kecamatan

9 Rudi Hartoni Babinkabtibmas L Kepolisian

10 Sukram Hamdi Supervisor L YM3S

11 Hasanudin Supervisor L YM3S

12 H.Moh. Supandi Kades Sembalun Bumbung L Kades

13 H. M. Idris Kades Sembalun Lawang L Kades

14 Mardisah Ketua Lembaga Adat L Lembaga Adat

15 Suriadi Toma L Toma

16 Amaq Yulfiana Pekasih L Aparat Desa

17 Hardipa, SPd Guru L SDN

18 Zainal Abidin Sekdes L Aparat Desa

19 Sunardi Kadus L Aparat Desa

20 H. Purnipa Toga L Masyarakat

21 Melsi Tokoh Pemuda P Masyarakat

22 Abd Qudus Ali Tokoh Pemuda L Masyarakat

23 Perwakilan Masyarakat 22 orang

2.	 Pelatihan tukang dan supervisor di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 
Timur, pada tanggal 2-09 September 2016. Kegiatan diikuti oleh empat mitra diantaranya yaitu YSLPP, 
YM3S, MG Sangkareang dan MG Manjadda. Peserta terdiri dari 11 orang tukang dan toga orang supervisor.

Output pelatihan diantaranya yaitu memperkenalkan teknologi biogas kepada masyarakat Sembalun 
yang merupakan daerah lumbung pertanian hortikultura di NTB sehingga pemanfaatan bio-slurry 
sebagai pupuk dapat lebih maksimal serta memberikan bimbingan teknis kepada para tukang dan 
supervisor dalam pelaksanaan pembangunan digester biogas yang sesuai standar.
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Daftar Nama-Nama Peserta Pelatihan Tukang dan Supervisor

No Nama Lembaga Jabatan Jenis Kelamin Alamat Ijazah

1. Umar Jaili YSLPP Tukang L Pemenang, KLU SMP

2. Hafizun YSLPP Tukang L Pemenang, KLU SMA

3. Doni Rahman MG. Sangkareang Supervisor L Narmada, Lobar SMA

4. Herman MG. Sangkareang Tukang L Nyerot, Loteng SMA

5. Genung MG. Sangkareang Tukang L Setanggor, Loteng SMP

6. Saparudin MG. Manjadda Supervisor L Kuripan, Lobar SMA

7. Sanusi MG. Manjadda Tukang L Bonjeruk, Loteng SmA

8. Sukari MG. Manjadda Tukang L Bonjeruk, Loteng SMA

9. Samsul Bahri CV. Palapa Abadi Supervisor L Gerung, Lobar SMA

10. Sahrup CV. Palapa Abadi Tukang L Sekotong, Lobar SMA

11. Satimah CV. Palapa Abadi Tukang L Gerung, Lobar SMA

12. Hasanudin YM3S Supervisor L Peneda Gandor, Lotim SMA

13. Rusli Halil YM3S Tukang L Peneda Gandor, Lotim SMA

14. Hairul Amri YM3S Tukang L Peneda Gandor, Lotim SMA

Rekap Kebutuhan Material
Pekerjaan Jumlah Keterangan

Bata merah 1,252 Buah

Semen 50 kg 13 Zak

Pasir pasang 2,1 M3

Kerikil pecah 1,3 M3

Besi beton 8mm 3 Lonjor

Pipa AW 0,5” 6 Lonjor

Pipa AW 4,0” 0,5 Lonjor

Cat acrylic 2,5 Kg

Pipa gas utama 1 Unit

Mixer 1 Unit

Kompor biogas 1 Buah

Lampu biogas 1 Buah

Kran gas 2 Buah

Selang kompor 1 Meter

Selang lampu 5 Meter

Klem kompor 2 Buah

Manometer 1 Buah

Waterdrain 1 Buah

Accessories pipa 1 Paket

Kereta dorong 1 Buah

Ember kerja 4 Buah

Kuas 2 Buah

Paku 0,25 Kg

Papan begisting 4 Buah
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Peserta pelatihan beserta staf  Rumah Energi Ujian tertulis (pre-test dan post-test)

Praktek lapangan pembangunan digeste Hasil demoplot pelatihan tukang dan supervisor

						    
3.	 Pelatihan kepada pengguna tentang pengoperasian reaktor biogas dan pemanfaatan bio-slurry 

Memastikan kesinambungan dari reaktor biogas, maka Program BIRU memberikan pelatihan kepada para 
pengguna biogas tentang tata cara pengoperasian, perawatan dan pemanfaatan ampas biogas, tujuannya 
agar para pengguna biogas memahami dengan baik operation and maintenance (O&M).

User training kegiatan praktek lapangan  

Dalam pelatihan ini, berbagai materi diberikan kepada para pengguna terkait dengan kemampuan mereka 
untuk mengoperasikan dan merawat keberlangsungan bangunan BIRU, mulai dari pengenalan instalasi 
biogas rumah, cara pengisian kohe ke dalam digester, cara membuka dan mematikan kompor, termasuk 
cara-cara untuk mengatasi berbagai hal teknis apabila ada masalah yang ditemui di lapangan. Setiap 
pengguna biogas rumah, para pengguna juga  diberikan buku panduan (user mannual) sebagai pegangan 
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bagi mereka agar bisa dipergunakan setiap hari dalam merawat dan mengoperasikan biogas rumah yang 
telah dibangun agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Selama periode Juli-Desember 2016 total 245 pengguna yang dilatih, dengan rincian laki-laki sebanyak 
170 orang dan perempuan sebanyak 75 orang, sehingga total pengguna biogas yang sudah mendapatkan 
pelatihan (pengoperasian, perawatan dan pemanfaatan ampas biogas) sejak tahun 2010 sebanyak 3.160 
unit dengan rincian laki-laki 2.230 orang atau 70,57% dan perempuan 930 orang atau 29,43%.	

3. 3 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan

Pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Kantor Desa Aik Mual, Lombok Tengah, dilaksanakan pertemuan 
dengan Pemda Provinsi NTB yang dibuka oleh Hj. Suwartini. Pada acara tersebut Kabag Kerjasama Biro Kesda 
Provinsi NTB menyarankan atau menyampaikan bahwa kegiatan ini berrtujuan untuk mendengarkan penjelasan 
perkembangan PKS antara pihak Hivos/Rumah Energi dengan Dinas Pertambangan dan Energi NTB, dan meninjau 
secara langsung untuk melihat perkembangan dari PKS ini. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh PC Rumah 
Energi NTB, sesuai dengan perjanjian PKS antara Dinas Pertambangan dan Energi NTB dengan Hivos/Rumah 
Energi, dimana ada 510 unit digester biogas yang sudah terbangun di NTB untuk tahun 2016, dari total tersebut, 
maka sudah dilakukan pelatihan pengguna dan pemanfaatan bio-slurry sebanyak 200-an lebih pengguna. 
Sisanya akan dilakukan secara bertahap sampai Desember 2016. Kemudian dalam kunjungan lapangan yang 
di dampingi oleh Bapak Heri, koordinator biogas di Desa Aik Mual. Pengguna yang dikunjungi bernama Bapak 
Indra dan dalam penjelasan di lapangan Tim dari Biro Kerjasama aktif bertanya khususnya kepada pengguna 
menyangkut masalah  pemanfaatan energinya uuntuk memasak.

Menurut Sri Larasati (Biro Kerjasama) setelah melihat di lapangan apa yang dikerjasamakan dengan Hivos dan 
Dinas Pertambangan dan Energi NTB, sangat bagus sekali dan dilihat dari azas manfaat ke masyarakat sangat 
bermanfaat, dimana energinya bisa digunakan untuk memasak, bahkan sama dengan gas elpiji. Kalau orang 
yang tidak pernah melihat digester biogas, maka mereka juga pasti mengira bahwa ini (biogas) adalah elpiji. 
Demikian juga menurut Hj. Suwartini, kalau sudah punya  digester biogas maka tidak lagi perlu mengeluarkan 
uang untuk beli kayu bakar atau elpiji, sehingga uangnya yang tadinya digunakan untuk beli gas atau kayu bakan 
bisa disimpan atu digunakan untuk keperluan yang lainnya. Sedangkan kebutuhan pupuk bisa dipenuhi oleh 
bio-slurry. Kesimpulannya adalah punya digester biogas artinya punya pabrik gas dan punya pabrik pupuk.

4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1 Program Hibah Biogas dari Pemerintah 
	 Program pemerintah melalui DAK bidang energi perdesaan khususnya biogas, dengan pola full subsidi sehingga 

masyarakat mendapatkan bantuan gratis serta dikerjakan oleh rekanan (kontraktor) yang tidak memahami 
reaktor biogas model fixed-dome sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan kurang berkualitas, hal ini membuat 
masyarakat menjadi antipati terhadap biogas, banyak masyarakat enggan menggunakan biogas bahkan lebih 
cenderung menunggu biogas bantuan dari pemerintah.
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4.3 Tukang dan Supervisor
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengembangan sektor biogas. Tukang dan supervisor 
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengembangan program, sudah tentu mereka harus memiliki 
kualifikasi yang sesuai dengan standar program, sebab bila tidak maka program akan mengalami masalah 
dalam keberlanjutannya.

Proses rekrutmen tukang haruslah selektif, sebab tukang sebagai tenaga konstruksi harus mampu membuat 
reaktor biogas yang berkualitas. Supervisor pun harus memiliki latar belakang teknis yang memadai, sebab 
tugas sehari-hari supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja tukang.

Namun, masih ada juga tukang yang memiliki latar pendidikan SMP sederajat atau SD, sebab latar belakang 
pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan keterampilan. Sebagai contoh adalah kemampuan 
berimprovisasi bila menemukan masalah, kemampuan membaca dan memahami gambar, pemahaman tentang 
penjelasan teknis dari supervisor atau QI, kemampuan berdiskusi sesama tukang, dan sebagainya.

Demikian pula dengan supervisor yang sebagian besar merupakan staf lembaga (CPO). Dengan latar belakang 
LSM yang berpengalaman dalam bidang advokasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga sisi 
teknis konstruksi menjadi kurang. Sedikit diantara mereka yang memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi, 
hal ini menjadi persoalan apabila harus melakukan pendampingan kepada para tukang.

Upaya yang selama ini dilakukan oleh BIRU adalah memberikan coaching dan mentoring di lapangan melalui on 
the job training, refreshment tukang dan supervisor, ToT, dan forum diskusi.

4.3   Manajemen CPO yang Belum Tertata dengan Baik (Bidang Keuangan)
	Manajemen CPO yang belum tertata dengan baik, khususnya di bidang keuangan. Masih belum tertibnya proses 
pencatatan keuangan terhadap berbagai transaksi kegiatan menjadi persoalan tersendiri, sebab bila mereka 
tidak bisa mengatur manajamen keuangan dengan baik, maka CPO akan sulit berkembang dalam program ini. 
Selain itu CPO akan selalu merugi padahal kalau itu dicatat dengan baik, maka CPO tersebut sudah mendapat 
keuntungan.

Tujuan Program BIRU salah satunya adalah mengembangkan sektor bisnis, dimana CPO merupakan salah 
satu bagian yang memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis di bidang biogas, bila CPO 
memiliki manajemen yang baik dan sistem keuangan yang sehat, besar kemungkinan mereka akan berhasil 
mengembangkan program. Namun sebaliknya, bila tidak memiliki sistem manajemen yang tertata dengan baik 
bisa jadi CPO tersebut mengalami kerugian.

4.4  Pengadaan Apliansi
Pengadaan appliances, terutama kompor biogas, lampu biogas dan water drain masih diproduksi dil uar daerah, 
karena peralatan-peralatan tersebut mulai dari bahan baku dan tenaga teknis dalam membuat peralatan 
tersebut sangat sulit diperoleh dipasaran lokal dan membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga lebih efisien bila 
diimpor dari Jawa. Namun, biaya transportasi menjadikan peralatan-peralatan tersebut menjadi lebih tinggi 
pengeluarannya apalagi bila daerah tersebut tidak memilikitransportasi barang yang memadai.

Program BIRU sangat berharap dan mendorong berbagai pihak yang konsen dalam pengembangan biogas 
untuk mampu membuat peralatan sendiri, karena selain lebih menghemat biaya juga agar CPO mendapatkan 
keuntungan serta dapat menumbuhkembangkan sector pasar biogas.
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5.	 Rencana Pelaksanaan dan Pengembangan Program 
Program BIRU NTB memiliki target membangun reaktor sebanyak 1.000 unit atau lebih sampai dengan Desember 
2016. Guna mencapai target tersebut beberapa rencana kegiatan yang akan dikembangkan ke depan, antara lain:

5.1   Promosi
Guna mendorong tumbuhnya pasar biogas, Program BIRU NTB akan memfasilitasi berbagai kegiatan sosialisasi 
dan promosi melalui berbagai kegiatan.Biru akan menggandeng berbagai pihak untuk bekerjasama mendorong 
pengembangan biogas rumah. Berbagai pihak diharapkan ikut terlibat bahkan lebih aktif mengembangkan 
biogas. Pihak-pihak yang akan dilibatkan Dinas Pertambangan dan Energi baik tingkat propinsi maupun 
kabupaten, Dinas Pertanian dan Peternakan propinsi dan kabupaten, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, 
pemerintah kecamatan, 	 pemerintah desa, organisasi-organisai masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Adapun kegiatan-kegiatan promosi yang akan dilakukan mencakup beberapa kegiatan di bawah ini:
•	 Menyebarkan informasi dan pembelajaran hasil-hasil program melalui tulisan yang di-posting di website 

BIRU, millist dan media-media milik jaringan dan media massa lokal (koran dan televisi, media online).
•	 Memfasilitasi  pertemuan-pertemuan warga bersama CPO.
•	 Memfasilitasi kunjungan warga ke reaktor biogas yang sudah berfungsi dengan baik.
•	 Membuat berbagai media promosi seperti spanduk dan standing banner.
•	 Mengikuti berbagai kegiatan perayaan dan pameran ditingkat provinsi dan kabupaten.

5.2  Mengoptimalkan Kerjasama dengan SKPD yang Mengelola DAK, maupun APBD
Dalam program pembangunan di perdesaan, pemerintah melalui Kementrian Energi Sumber Daya Mineral 
mengalokasikan dana untuk bidang energi. Dana tersebut berupa DAK (Dana Alokasi Khusus), dimana salah 
satu bidang yang akan didanai adalah bidang biogas. Dalam juknis yang dikeluarkan Kementrian ESDM, model 
yang akan digunakan sebagai acuan dalam membangun biogas adalah model BIRU, sehingga standar bahan 
dan material harus sesuai dengan spek atau BoQ BIRU. Di NTB untuk tahun 2017 Dana Alokasi Kegiatan (DAK) 
Bidang Energi Perdesaan diterima oleh Dinas Pertambangan dan Enegi Provinsi NTB.

5.3  Mencoba Bekerja sama dengan Desa-desa Potensial melalui Anggaran Dana Desa
Sebab salah satu juknis menyebutkan pembiayaan Dana Desa bisa digunakan untuk pengembangan energi baru 
terbarukan dan penataan lingkungan. Kerja sama melibatkan beberapa pihak diantaranya Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan pendamping desa.

5.3  Pengelolaan dan Pemanfaatan Bio-slurry
Program BIRU menjadikan pemanfaatan bio-slurry sebagai salah satu indikator kesuksesan program. Program 
BIRU menargetkan sedikitnya 50% pengguna memanfaatkan ampas biogas mereka dalam berbagai bidang 
yang relevan dengan kondisi setempat. Untuk mendukung target ini BIRU NTB akan melaksanakan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
•	 Pelatihan bagi pengguna, supervisor dan pihak-pihak yang teratrik dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan 

bio-slurry.
•	 Pembuatan demoplot-demoplot sebagai media percontohan pemanfaatan ampas biogas.
•	 Penelitian dan pengembangan mengenai pengolahan bio-slurry sebagai bahan pakan ikan dan media 

pemeliharaan ikan, belut, cacing, dan lainnya.

5.4  Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Di dalam implementasi program BIRU sampai Desember 2016, dimana BIRU NTB menargetkan sekitar 1.000 unit 
digester terbangun  dan berfungsi dengan baik, maka koordinasi dengan stakeholder perlu dilakukan mulai 
dari tingkat  Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Adapun instansi yang terlibat di dalam kegiatan koordinasi 
tersebut dari unsur pemerintah antara lain, Bappeda, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, ESDM, KLH, DPR, Camat, 
dan Kades
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5.5  Koordinasi dengan Lembaga Pembangunan
Untuk mencapai tujuan program jangka panjang dibutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak  
yang memiliki perhatian terhadap pengembangan biogas. Oleh karena itu, BIRU terus melakukan komunikasi 
dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan berbagai lembaga pembangunan yang memiliki 
kegiatan di NTB, dengan maksud untuk membagikan informasi mengenai Program BIRU. Program BIRU NTB saat 
ini telah mekakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa program dan lembaga pembangunan yang 
melakukan kegiatan di NTB.

6.	 Rekomendasi Program 
6.1 Pelatihan penambahan kapasitas bagi mitra pembangun. Perlu dilakukan pelatihan penambahan kapasitas 

bagi para CPO, sehingga para CPO semakin lebih tanggap dan pariatif dalam pembangunan biogas, tidak 
hanya mengandalkan shering pendanaan dari pemerintah, tetapi lebih didorong peran masyarakat dalam 
berkontribusi.

6.2  Pola kerjasama dengan menggunakan dana DAK memerlukan skema yang berbeda dengan pola pembiayaan 
yang lainnya, sehingga dalam perjalanannya pemerintah pusat ke depan akan terus memberikan dana 
pembangunan biogas melalui skema DAK, sehingga BIRU harus bisa menyesuaikan dengan pola yang ada di 
Program BIRU dengan pola DAK, dan itu sudah termasuk dengan capai dari CPO.

6.3   Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemerintah dan stakeholder lain. Pengembangan Program BIRU yang telah 
mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi NTB perlu ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dan 
komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, khususnya dari kalangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/
kota. Perlu dilakukan pertemuan koordinasi secara reguler untuk menyampaikan kemajuan program dan 
mengatasi berbagai kendala yang ditemukan. Dengan demikian berbagai pihak terkait dapat memberikan 
masukan sebagai langkah antisipasi agar program berjalan optimal. Diperlukan wadah yang terorganisir untuk 
mengkoordinasikan program biogas dikalangan pemerintah dan berbagai pihak lain. Wadah ini diharapkan bisa 
mensinergikan program biogas dari berbagai kalangan khususnya pemerintah. Sehingga ke depan program 
biogas lebih terarah dan capainnya lebih tinggi

6.4  Perlu kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada pengguna biogas dalam hal pemanfaatan bio-
slurry seperti pelatihan dan pembuatan demoplot.
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Provinsi: Nusa Tenggara Timur (Sumba)
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai			   : 15 Mei 2009
Program IDBP di Sumba NTT resmi dimulai 		  : Agustus 2011
Program selesai					     : 30 Juni 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1. Jumlah reaktor
Terbangun

Total sampai dengan Desember 2016: 651 unit
Juli-Desember 2016: 111 unit terbangun

No Mitra Produksi

1. Yayasan Alam Lestari 111

2. Koperasi Jasa Peduli Kasih 143

3. Forum Perempuan Sumba 11

4. Yayasan Harapan Sumba 109

5. Yayasan Waimaringi 180

6. Yayasan Sosial Donders 82

7. Yayasan Sumba Sejahtera 16

8. MG Rumah Hijau Organik -

Total 651

2. Jumlah tenaga
konstruksi yang telah 
dilatih

Hingga Desember 2016: 

No Mitra Tukang
Terlatih

Supervisor
Terlatih

1. Yayasan Alam Lestari 4 1

2. Yayasan Sosial Donders 18 2

3. Yayasan Sumba Sejahtera 12 3

4. Koperasi Jasa Peduli Kasih 
Kamanggih

21 1

5. Forum Perempuan Sumba 4 1

6. Satu Visi 3 1

7. CV. Joy 4 1

8. Yayasan Harapan Sumba 4 5

9. Yayasan Waimaringi 12 1

10. MG Rumah Hijau Organik 3 1

Total 89 17

Juli-Desember 2016
Tukang terlatih: ada tambahan 12 tukang terlatih
Supervisor terlatih: ada tambahan 4 supervisor terlatih
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No Kegiatan Capaian Keterangan

3. Aktivitas promosi 
yang dijalankan

Selama kurun waktu Juli-Desember 2016, beberapa 
kegiatan promosi juga dilakukan oleh Rumah Energi 
diantaranya:

Promosi oleh staf YRE:
1.	 Kegiatan sosialisasi sekaligus promosi program 

BIRU dilaksanakan atas permintaan Pusat Pastoral 
Keuskupan Waitabula di Katikuloku tanggal 10 
Agustus 2016. Kegiatan ini difasilitasi oleh Koperasi 
Jasa Peduli Kasih, Kamanggih.

2.	 Tanggal 11 Agustus 2016 atas permintaan Dinas 
Perikanan Kabupaten Sumba Barat juga dilakukan 
sosialisasi dan promosi biogas rumah yang dikemas 
dalam bentuk pelatihan pembuatan pakan ikan di 
Kecamatan Lamboya. 

3.	 Sebagai hasil dari sosialisasi di Katikuloku, 
difasilitasi oleh Pastor Paroki Waikabubak, kegiatan 
promosi dan sosialisasi juga dilaksanakan di 
kelompok etnis Ngada di Waikabubak, tanggal 
Sosialisasi biogas di Kecamatan Lewa, 

4.	 Promosi juga dilakukan oleh Rumah Energi kepada 
para manajer wilayah koperasi kredit Obor Mas 
Maumere di Maumere, tanggal 13 Juli 2016 lalu. 
Kegiatan ini juga bertujuan sekaligus menggalang 
kerjasama finansial pembiayaan oleh koperasi 
kredit kepada para anggota atau calon anggota 
yang bermintat memiliki biogas rumah dan usaha-
usaha turunannya.

5.	 Komunikasi juga sudah dimulai kepada Inkopdit 
Flores Mandiri dan Koperasi Kredit Syuradikara 
dengan maksud membuka peluang pembiayaan 
pembangunan biogas rumah di wilayah Flores.

6.	 Sosialisasi dan promosi oleh Rumah Energi kepada 
pengurus Bumdes Desa Tema Tana, Sumba Barat 
Daya dan kepada para Pendamping Desa Tema Tana.

7.	 Sosialisasi Program BIRU kepada para pengurus 
Bumdes dan aparat Desa Tema Tana.

8.	 Dalam rangka promosi juga, Program BIRU 
Sumba mengikuti acara Pameran Pembangunan 
Kabupaten Sumba Timur dengan bergabung pada 
Dinas Pertambangan dan Energi Sumba Timur. 
Program BIRU memamerkan beberapa tanaman 
yang dikembangkan dengan menggunakan 
bioslurry sebagai pupuk, serta tanaman lemna.

4. Lokakarya dan 
Pertemuan Konsultasi 
yang dilaksanakan

Juli-Desember 2016: 
1)	 Selama bulan Juli-Desember fokus pertemuan dengan 

pihak Pemda adalah dengan Pemda Sumba Barat dalam 
rangka menyukseskan Pembangunan 50 unit reaktor 
BIRU yang merupakan kerja sama sharing pembiayaan 
antara Rumah Energi/Hivos dengan Pemerintah Daerah 
Sumba Barat. Kerja sama ini merupakan yang pertama 
kali bagi Rumah Energi Sumba sehingga masih banyak 
kekurangan di sana-sini. Namun karena dukungan dari 
semua pihak mulai dari Manajemen Rumah Energi, 
Pemda Sumba Barat dan CPO akhirnya pekerjaan bisa 
dilaksanakan dengan baik dan menunggu peresmian.
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No Kegiatan Capaian Keterangan

2)	 Konsultasi dan koordinasi juga dilakukan oleh 
Rumah Energi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 
di Sumba Barat. Dari hasil konsultasi ini, Rumah 
Energi lalu diminta untuk memberikan pelatihan 
bagaimana cara membuat pakan ikan berbasis bio-
slurry dan lemna. 

3)	 Pertemuan juga dilakukan dengan Dinas Koperasi 
Sumba Barat Daya dalam rangka melihat peluang 
pendanaan oleh koperasi binaan Dinkop Sumba 
Barat Daya. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, 
Kepala Dinas Koperasi memfasilitasi Rumah Energi 
untuk memberikan sosialisasi tentang Program 
BIRU dan Gading kepada para peserta pelatihan 
kewirausahaan.

4)	 Kunjungan juga dilakukan kepada salah satu gender 
focal point Pemda Sumba Barat Daya dalam rangka 
menjalin komunikasi.

5)	 Rumah Energi juga diundang mengikuti kegiatan 
rapat konsolidasi dengan Bappeda Sumba Barat 
Daya bersaa-sama dengan lokal  LSM lainnya di 
Sumba Barat Daya.

6)	 Secara rutin juga, tim Rumah Energi memberikan 
pelatihan kepada para pengguna BIRU tentang 
pemanfaatan bio-slurry untuk pertanian dan usaha 
perikanan air tawar serta tata cara pembuatan pupuk 
dari bio-slurry dengan menggunakan narasumber 
lokal dan ahli peternakan dari universitas yang 
bekerja sama dengan Program BIRU.

5. Jumlah reaktor yang 
telah diinspeksi

Selama bulan Juli-Desember 2016 ada 60 reaktor yang 
sudah diinspeksi

6. Subsidi yang 
disalurkan

Selama bulan Juli-Desember 2016: 
Rp. 323.469.424,-

7. Jumlah Mitra Juli-Desember 2016:
•	 LSM: 3
•	 Koperasi:1
•	 Kelompok Tukang : 1

8. Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

Juli-Desember 2016: 0% (Tidak ada)

9. Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

Juli-Desember 2016: belum ada 

10. Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima Pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Juli-Desember 2016: 158 penggua
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No Kegiatan Capaian Keterangan

11. Jumlah rumah tangga 
pemanfaat bio-slurry 
untuk pertanian dan/
atau perikanan

Selama bulan Juli-Desember 2016, sudah ada delapan 
rumah tangga yang memanfaatkan bioslurry untuk 
usaha keluarga, dalam periode Juli-Desember ada tiga 
lagi rumah tangga pengguna biogas yang menjalankan 
usaha dari biogas baik usaha penjualan bio-slurry 
maupun usaha-usaha turunannya seperti penjualan 
sayuran organik atau usaha menjual bibit tanaman. Tiga 
pebisnis baru ini masing-masing dari Desa Kamanggih 
di Sumba Timur, Desa Kabalidana dan Desa Pogotena di 
Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya 

Dengan semakin banyaknya 
rumah tangga yang mulai 
menjual bio-slurry, jumlah 
pemanfaatpun bertambah 
karena merekapun ingin 
mendapatkan manfaat 
tambahan berupa pupuk 
organik atau manfaat 
ekonomi dari menjual bio-
slurry.

12. Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1.	 Internal: Program BIRU

Provincial Coordinator : 1
Quality Inspector	 : 1
Organic Fertilizer Officer : 1

Admin and Finance Ass : 1
Office Assistant : 1
Gender Engagement Officer : 1

 

2.	 External: Mitra dll 

Mitra Supervisor
Terlatih

Tukang
Terlatih

Koperasi Jasa Peduli Kasih 
Kamanggih

1 21

Forum Perempuan Sumba 1 4

Yayasan Waimaringi 1 4

Yayasan Harapan Sumba 2 4

Mason Group Rumah Hijau 
Organik (*)

3 1

Total 13 81

 

2. Rumah Hijau Organik 
mulai bergabung dengan 
Program BIRU sejak 
Oktober 2016. Tukang RHO 
sudah magang beberapa 
kali bersama Koperasi 
Jasa Peduli Kasih dalam 
mengerjakan reaktor 
mereka di Kecamatan 
Lewa, hanya saja belum 
sempat dilatih sehingga 
belum memiliki ID tukang 
dan supervisor.

13. Wilayah cakupan 
kerja provinsi

Jumlah kabupaten Juli-Desember 2016: 4 kabupaten
1.	 Kabupaten Sumba Barat Daya
2.	 Kabupaten Sumba Barat
3.	 Kabupaten Sumba Tengah
4.	 Kabupaten Sumba TImur

2.	 Latar Belakang
Program BIRU, hasil kerja sama antara Hivos dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lokal, merupakan 
program yang bermaksud menciptakan  industri di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan ketahanan energi. 
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program BIRU baru ada di Sumba dan dimulai pada Tahun 2011 sebagai bagian dari 
Program Sumba Iconic Island di mana 100% suplai energi untuk Sumba berasal dari energi baru terbarukan. Program 
BIRU di Sumba dijalankan oleh enam orang staf (Provincial Coordinator, Admin dan Finance, Quality Inspector, Gender 
officer  serta seorang Office Assistant). 

Program BIRU di Sumba dijalankan dengan mekanisme subsidi di mana pengguna (masyarakat) menanggung 30% dari total 
anggaran sementara sisa anggaran disubsidi oleh Program BIRU sendiri. Adapun permintaan akan reaktor biogas rumah juga 
bervariasi mulai dari 4 hingga 12 meter kubik.  Selama periode Juli-Desember 2016 reaktor-reaktor ini dibangun oleh lima 
mitra pembangun (Construction Partner Organization/CPO). Mitra-mitra aktif mempekerjakan lebih dari 20 tukang aktif yang 
telah berhasil membangun total sekitar 666 unit reaktor dan 69 unit diantaranya diselesaikan antara Juli-Desember 2016.
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3.	 Implementasi Program: Juli - Desember 2016
Dari bulan Juli hingga Desember 2016, dengan mengandalkan empat mitra pembangun, telah berhasil dibangun 69 
unit reaktor di seluruh wilayah Sumba. Sementara lebih dari 20 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. Dalam 
hal pengelolaan, reaktor-reaktor ini dimiliki dan dikelola secara individual. Sementara itu, rencana pembangunan 
reaktor komunal di dua lokasi di wilayah Sumba Timur bagi lima dan 10 kepala keluarga hingga saat ini belum 
mendapat tanggapan dari PLN Cabang Kupang untuk pengembangan listrik biogas serta pengembangannya di 
sektor pertanian. 

Kemitraan Program BIRU dengan Pemda Sumba Barat mulai direalisasikan di kuartal ini dengan terlaksananya 
pembangunan reaktor hasil kerjasama sharing pembiayaan dengan Pemerintah Sumba Barat. Total 50 reaktor yang 
harus dibangun, 34 diantaranya sudah dibayarkan oleh Program BIRU kepada CPO sedangkan 15 lainnya sudah 
selesai namun belum di mintakan transfer request-nya oleh CPO. 

Komponen-komponen pendukung pembangunan sebuah reaktor biogas (seperti kompor, nepel, dan lain sebagainya) 
juga masih mengandalkan suplai dari Jawa dikarenakan tidak banyak penyuplai yang mengadakan barang-barang 
tersebut di Sumba. 

Keberlanjutan reaktor-reaktor yang telah dibangun dan yang baru akan dibangun mendapat perhatian serius dalam 
pelaksanaan Program BIRU. Berbekalkan modul dan tinjauan yang dilakukan oleh Rumah Energi NTT kepada semua 
mitranya, kini beberapa mitra BIRU telah melakukan pelatihan pengguna bagi 158 pengguna biogas. 

4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
a.	 Tantangan terbesar Program BIRU saat ini adalah mendapatkan tambahan CPO yang mampu dan berdedikasi 

besar dalam mengembangkan BIRU. Dengan meningkatnya pemahaman pengguna BIRU akan manfaat bio-
slurry untuk pertanian dan untuk usaha kecil rumahan, jumlah peminat meningkat cukup tajam. Namun 
kapasitas CPO saat ini belum sanggup membangun sesuai permintaan warga. Selain karena alasan ketersediaan 
dana untuk membangun, juga dipengaruhi oleh fluktuatifnya jumlah tukang baik tukang yang sudah terlatih 
ataupun calon tukang yang bisa dilatih menjadi tukang khusus biogas. 

b.	 Selanjutnya yang cukup menjadi kendala juga adalah tersedianya material lokal yang menjadi tanggung 
jawab calon pengguna. Kendala keuangan masih menjadi penyebab calon peminat yang sudah diajukan oleh 
para CPO tidak atau belum melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, fokus Progam BIRU Sumba tahun 2017 
adalah mendapatkan mitra penyedia kredit mikro bagi para calon pengguna.

c.	 Kualitas dan jauhnya sumber bahan. Bahan terutama kerikil menjadi faktor pembatas bertahannya sebuah 
reaktor. Namun, berulang kali batu kali menjadi pengganti dari kerikil split karena memang tidak tersedia di 
lokasi di mana peminat biogas juga banyak. Bila diambil dari lokasi lain, maka ongkos transportasi menjadi 
begitu mahal. Mitra telah diminta oleh Rumah Energi untuk mencari batu pecah lokal (batu karang) untuk 
menggantikan kerikil kali yang tidak berkualitas itu.

d.	 Keterbatasan jangkauan monitoring. Semakin banyaknya CPO dengan daerah jangkauan yang semakin 
luas, maka frekuensi dan kualitas pemantauan terasa berkurang ketika pemantauan hanya dilakukan dua 
orang saja. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dari sebuah reaktor. Namun, dengan seringnya 
melakukan evaluasi dan refreshment standar bersama dengan tukang-tukang, maka potensi penurunan kualitas 
tersebutpun bisa diminimalisir.

e.	 Kebijakan menyala sebuah reaktor. Reaktor yang belum sempat diinstalasi kompornya, kini, hampir semuanya 
sudah terinstalasi. Hal ini diambil oleh mitra untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Tim BIRU untuk 
mencairkan subsidi bagi reactor-reaktor demikian.

f.	 Material promosi. Bahan yang tersedia untuk promosi terbatas pada leaflet. Belum ada standing banner atau 
umbul-umbul di jalan raya.

g.	 Jarak dan akses ke lokasi. Beberapa lokasi yang potensial untuk pembangunan biogas sangat sulit untuk diakses 
dan dihuni sedikit kepala keluarga. Pembatasan promosi pada lokasi ini hanya bersifat sementara  dengan tidak 
memprioritaskan lokas-lokasi ini. Namun demikian, di sisi lain juga menolong mengurangi biaya operasional.
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h.	 User training dan pemanfaatan bio-slurry. Pemanfaatan bio-slurry sejalan dengan pengetahuan pengguna 
akan cara pengolahan bio-slurry. Pengetahuan ini diharapkan didapatkan dalam user training. Sayangnya, para 
mitra masih merasa bahwa user training merupakan hal yang tidak prioritas karena mereka lebih memprioritaskan 
mencapai target di akhir tahun. Namun demikian, beberapa mitra sudah memulai user training dimaksud dan 
semua mitra telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan tersebut bagi semua pengguna BIRU.

i.	 Nasib bio-slurry yang telah terfermentasi. Beberapa pemilik biogas telah memfermentasi hasil bio-slurry-
nya dan telah menjualnya pada tetangga terdekat yang kebetulan memiliki lahan. Namun, stok bio-slurry 
sebenarnya masih banyak untuk dijual ke pasar selain dari pada dijual ke tetangga. Pencarian pasar dan strategi 
penjualan bio-slurry ke depannya sebaiknya mendapat perhatian dari Program BIRU.

j.	 Ketersediaan dan kualitas mitra dalam kaitannya dengan kerjasama. Mitra BIRU di beberapa kabupaten 
seperti Sumba Tengah dan Sumba Barat belum terlalu serius membangun biogas. Padahal pemerintah di dua 
kabupaten ini sangat antusias untuk bekerja sama dengan Program BIRU. Untuk mempermulus kerja sama, 
mitra dari Sumba Barat Daya telah intruksikan untuk membangun di Sumba Barat dan menggiatkan lagi mitra 
di Sumba Tengah agar produktivitasnya menjadi lebih baik. 

k.	 Pemusatan instansi tertentu di ibu kota provinsi: Beberapa kantor instansi besar, bahkan pemerintah, juga 
memusatkan keputusan dan operasional mereka di ibu kota provinsi. Pemisahan geografis ini dengan Kantor 
Rumah Energi di Sumba menyebabkan koordinasi dengan Program BIRU masih terkesan jarang dan pasti akan 
memakan biaya. Untuk itu, sedikit demi sedikit, di tahun-tahun mendatang, sebaiknya Tim BIRU sudah memulai 
koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkantor pusat di Kupang. 

5.	 Rencana Pelaksanaan Program 
1.1.	 Menyelesaikan sisa reaktor hasil kerja sama dengan Pemerintah Daerah Sumba Barat dan seremonial 

peresmiannya.
1.2.	 Set-up sistem kerjasama Kredit dengan Credit Union (kopdit setempat).
1.3.	 Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan 

Sumba Barat Daya.
1.4.	 Koordinasi dan penjajakan kerjasama dengan donator-donatur di provinsi seperti PLN, Pertamina, Universitas, 

dan lain-lain.

6.	 Rekomendasi Program
1.1.	 Penambahan CPO di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat dan Sumba Barat Daya merupakan suatu 

hal yang perlu dipertimbangkan mengingat banyaknya pengguna yang berminat untuk membangun. CPO. 
Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi calon pengguna biogas baru yang semakin banyak sekaligus kerja 
sama dengan pemerintah daerah setempat.

1.2.	 Modal awal bagi CPO merupakan kunci percepatan pembangunan di Sumba.
1.3.	 Subsidi BIRU yang sangat tinggi di Sumba mendorong adanya percepatan kerjasama dengan pihak lain untuk 

turut berinvestasi dalam Program BIRU. Kerja sama ini hendaknya tidak dibatasi hanya di Pulau Sumba saja 
tetapi dengan pihak-pihak di luar Sumba, terutama di ibu kota provinsi yang mau berinvestasi di Sumba 
khususnya biogas.

1.4.	 Pendampingan lebih intensif terhadap pemanfaatan bio-slurry oleh pengguna biogas menjadi begitu penting 
dalam optimalisasi manfaat-manfaat biogas bagi pengguna.

1.5.	 Perlu didorong adanya percepatan teknologi yang mendorong aplikasi biogas di sektor industri rumah tangga.
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Dokumentasi kegiatan

Nara sumber lokal bersama peserta mempersiapkan baha-bahan 
campuran untuk pupuk bio-slurry

Peserta pelatihan sedang mencampur bahan makanan dan lemna untuk 
makanan ternak

Kunjungan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sumba Timur ke booth Rumah 
Energi Sumba

Sosialisasi BIRU dalam bentuk pelatihan pemanfaatan bio-slurry dan lemna 
untuk pakan ikan

Kunjungan kepada rumah tangga pengguna biogas sekaligus 
menjelaskan tentang pemanfaatan bio-slurry

Pengguna dilatih menyalakan kompor biogasnya

Sebagian peserta sosialisasi BIRU kepada kelompok etnis Nagekeo di 
Waikabubak Sumba Barat

Sosialisasi Program BIRU kepada pengurus gereja Katholik se-Sumba
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Sosialisasi BIRU kepada peserta pelatihan kewirausahaan Dinas 
Koperasi SBD

Pelatihan tukang di Sumba Barat Daya

Salah satu reaktor kerjasama dengan Pemda Sumba Barat Salah satu reaktor kerja sama dengan Pemda Sumba Barat

Reaktor hasil kerja sama dengan Pemda Sumba Barat
yang sudah menyala Reaktor hasil kerja sama dengan Pemda Sumba Barat yang sudah menyala

Diskusi dengan Pengurus Bumdes Tema Tana dan para
Pendamping Teknis

Sosialisasi BIRU kepada aparat desa Tema Tana
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Provinsi: Sulawesi Selatan
1.	 Ringkasan Eksekutif

Program IDBP di Indonesia dimulai				    : 15 Mei 2009
Program IDBP di Provinsi Sulawesi Selatan resmi dimulai 		  : November 2010
Program selesai						      : 31 Desember 2016

No Kegiatan Capaian Keterangan

1 Jumlah reaktor
terbangun

Juli-Desember 2016:  307  unit
(39,8 % dari total target 500 unit)

No. Mitra Produksi

1 KSU Bulusaukag 9

2 UD Bontomaranu 25

3 Mason Group Mitra Sarana Kuba 18

4 CV Rytma Green Sinergy 38

5 Mason Group Mandiri 9

6 Mason Group Mabarakka 13                  

7 CV Pratama Butiti Jaya 8

8 CV Nur Indah Karya 38

9 CV Mega Muliya 22

10 KSU Faeyza Jaya Bersama 6

11 Yayasan Petta Haji Hasbullah 30

12 CV Rehan Putra Palbon 45

13 CV Rezky Utama Masagena 24

14 P4S Syafana Cakrawala 22

15 MPMM 0

Total 444

Produksi ini berdasarkan 
completion date
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No Kegiatan Capaian Keterangan

2 Jumlah tenaga
konstruksi yang 
telah dilatih

Juli-Desember 2016
Tukang terlatih: 16  orang
Supervisor terlatih: 0 orang

No Mitra Tukang  
Terlatih

Supervisor  
Terlatih

1. KSU.Bulusaukag 9 1

2. UD.Bontomaranu 10 1

3. Mason Group Mitra Sarana 
Kuba

7 1

4. CV.Rytma Green   Sinergy 9 1

5. Mason Group Mandiri 7 1

6. Mason Group Mabarakka 9 11

7. CV Pratama Butiti Jaya 11 1

8. CV Nur Indah Karya 2 1

9. Yayasan Petta Haji H 13 2

10. LPMM 7 0

11. CV Rezki Utama Masagena 1 1

12. CV Mega Muliya 4 1

13. KSU Faeyza Jaya Bersama 2 1

Total 91 23

3 Aktifitas promosi 
yang dijalankan

1. Sosialisasi       
2. Penyebaran brosur
3. Event: Pameran, Launching Biogas dan Media Event
4  Field Visit

4 Lokakarya dan 
Pertemuan 
Konsultasi yang 
dilaksanakan

Tingkat Nasional

1. 28 Juli 2016 Rakornas Monev DAK oleh Kementerian ESDMRI 

2. 24 Agustus  2016 PC Meeting 

Tingkat Provinsi

1. 25 Juli 2016 Workshop-Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri 
(Lembaga Asing)

2. 5 Agustus 2016 Workshop Bappeda Provinsi Sulawesi Sleatan& 
MCA-I

3. 12 Oktober 2016 CPO Meeting

4. 27 Oktober  2016 Launching Sinkronisasi RPJMD Provinisi dan 
Desa

5. 11 November 2016 Audiensi dengan Sekda Provinsi Sulawesi 
Selatan

6. 15 November 2016 Audiensi dengan Kepala Bappeda Provinsi 
Sulawesi Selatan

7. 6 Desember 2016 Audiensi dengan Kepala Biro Kerjasama 
Provinsi Sulawesi Selatan

8. 28 Desember 2016 Koordinasi dengan Dirut PT.Semen Tonasa

Tingkat Kabupaten

1. 31 Oktober 2016 Meeting Koordinasi di Luwu Timur

2. 8 November 2016 Rakorda dengan Pemkab Luwu Utara

3. 9 November 2016 Meeting Koordinasi dengan PT Vale-Komite CSR

4. 5 Desember 2016 Audiensi dengan Bupati Pangkep

5. 8 Desember 2016 Meeting Koordinasi dengan Dinas peternakan 
Kab. Pinrang

6. 15 Desember 2016 Audiensi dengan Bupati Toraja Utara
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No Kegiatan Capaian Keterangan

5 Jumlah reaktor yang
telah di-inspeksi

243 unit Setelah reaktor terbangun

6 Subsidi yang 
disalurkan

Total reaktor yang dibayarkan subsidi 
Total subsidi : Rp. 398.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh 
Delapan Juta Rupiah)
Total reactor non subsidi : 55 unit (subsidi hanya berupa 
maintenance fee)

Nilai ini berdasarkan tanggal 
pembayaran subsidi

7 Jumlah Mitra  Mitra 15

No Mitra

1. UD Bontomarannu (kantor pusat di Takalar)

2. KSU Bulusaukang (kantor pusat di Maros)

3. CV Rytma Green Sinergy (kantor pusat di Bone)

4. Mason Group Mitra Sarana Kuba (sekretariat di Bulukumba)

5. Mason Group Mandiri (sekretariat di Sinjai)

6. Mason Group Mabarakka (sekretariat di Enrekang)

7. CV Pratama Butiti Jaya (kantor pusat di Bantaeng)

8. CV Nur Indah Karya (kantor pusat di Wajo)

9. CV Mega Muliya (akntor pusat di Barru)

10. KSU Faeza Jaya Bersama (kantor pusat di Parepare)

11. Yayasan Petta Haji Hasbullah (kantor pusat di Luwu Utara)

12. LPMM (kantor pusat di Luwu Timur)

13. P4S Syafana Cakrawala (kantor pusat di Maros)

14. CV Rezki Utama Masagena (kantor pusat di Pinrang)

15. CV Reihan Putra Palbon (kantor pusat di Makassar)

8 Jumlah dan 
persentasi
rumah tangga
pengakses kredit

0

9 Jumlah kredit
tersalurkan Institusi 
Kredit Mikro (IKM)

0

10 Jumlah rumah 
tangga yang sudah 
menerima pelatihan 
Penggunaan dan 
Perawatan Biogas

Juli-Desember 2016: 534 pengguna
(peserta perempuan, 16 %)

11 Jumlah rumah 
tangga pemanfaat 
bio-slurry untuk 
pertanian dan/atau 
perikanan

Juli-Desember 2016: 123 rumah tangga
Jumlah perempuan yang menjalankan usaha dari bio-slurry: 0 
orang

Data ini perkiraan dari CPO

12 Jumlah lapangan
pekerjaan yang
tersedia

1.	 Internal: Program BIRU
Provincial Coordinator		  = 1
Quality Inspector		  = 1
Admin and Finance Ass		 = 1
Driver                                      	 = 1

2.	 External: Mitra dll 
•	 Tukang ahli: 91  orang
•	 Asisten tukang: 150 orang
•	 Pembuat apliansi: 9  orang
•	 Tenaga lain (supplier material, pembantu rekanan):	

30 orang
•	 Produksi bioslurry: Kelompok/Lembaga: 3 Lembaga 

Perorangan: 5 orang
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No Kegiatan Capaian Keterangan

13 Wilayah cakupan 
kerja propinsi

Jumlah kabupaten: 19 kabupaten
1.	 Tana Toraja
2.	 Enrekang
3.	 Wajo
4.	 Sidrap
5.	 Soppeng
6.	 Barru
7.	 Pangkep
8.	 Maros
9.	 Takalar
10.	 Jeneponto
11.	 Bulukumba
12.	 Sinjai
13.	 Bone
14.	 Bantaeng
15.	 Parepare
16.	 Palopo
17.	 Luwu Utara
18.	 Luwu Timur
19.	 Kepulauan Selayar
20.	 Pinrang
21.	 Toraja Utara
22.	 Parepare
23.	 Gowa

Dari total 19 kabupaten, sampai 
periode ini hanya 21 kabupaten 
fokus pembangunan saat 
ini. Kabupaten Enrekang dan 
Sidrap tidak ada pembangunan 
periode ini

2.	 Latar Belakang
Indonesia Domestic Biogas Programme  (IDBP) yang juga dikenal dengan Program Biogas Rumah (BIRU) adalah inisiatif 
HIVOS bekerjasama dengan Organisasi Pembangunan Belanda (SNV) serta para mitra dan Pemangku kepentingan di 
tingkat lokal, dimulai pada Mei 2009 dengan dukungan dana dari Kedutaan Belanda serta dukungan dana dari Kedutaan 
Besar Norwegia, program EnDev (Energizing Development) sejak tahun 2013 sampai periode ini. Pada tahun 2012, 
HIVOS menginisiasi satu lembaga local guna menjamin keberlanjutan program ini di Indonesia  yang kemudian disebut 
Yayasan Rumah Energi (YRE) untuk mengimplementasikan program BIRU bekerjasama erat dengan Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral dan dukungan dari Keduataan Besar Norwegia, program EnDev (Energizing Development). 
Secara nasional program BIRU bertujuan menyebarluaskan digester  biogas rumah sebagai sumber energi lokal yang 
lestari melalui pengembangan sektor komersial biogas yang berorientasi pasar di beberapa provinsi di Indonesia. 

Tahun 2016 adalah 5 (lima) tahun program Biogas Rumah Di Sulawesi Selatan, dengan cakupan wilayah kerja pada 23 
kabupaten/kota. Pencapaian pembangunan reaktor periode tahun 2010-2016 baru terbangun 1987 unit berdasarkan 
database Sulawesi Selatan.

3.	 Implementasi Program Juli-Desember 2016
3.1. Penyelesaian Konstruksi Kerja Sama Pemerintah Provinsi & Kabupaten

3.1.1. Penyelesaian Konstruksi Kerja Sama Pemerintah Provinsi TA 2016
Pelaksanaan penyelesaian pembangunan melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi yang tersebar di 
16 Kabupaten yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Wajo, Toraja Utara, Tana Toraja, Luwu Utara, 
Luwu Timur, Bone, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Gowa dengan total kerjasama 
pembangunan biogas sebanyak 404 unit yang merupakan sharing pembiayaan antara DAK dan DAU 
Provinsi, Hivos dan masyarakat. Total anggran yang disediakan dari pemerintah sebesar Rp. 2.823.960.000,- , 
Hivos Rp. 808.000.000,- dan kontribusi masyarakat (user) Rp. 763.560.000,-. Akan tetapi, pada periode ini 
yang mampu terealisasi hanya sebanyak 299 unit. Hal ini diebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
•	 Rekanan pemerintah yang tidak melakukan distribusi material tepat waktu khususnya di wilayah 

Kabupaten Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba, walaupun pihak pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM 
Provinsi Sulawesi Selatan telah mencairkan anggarannya.

•	 CPO yang merangkap menjadi rekanan pemerintah untuk penyediaan material leih fokus pada 
fungsinya sebagai rekanan sehingga pekerjaan konstruksi yang dilakukan belum dilengkapi dengan 
administrasi untuk pelaporan ke Rumah Energi/BIRU.
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•	 Pada beberapa wilayah seperti Kabupaten Parepare, Barru, Wajo, Luwu Timur, dan Tana Toraja, realisasi 
anggaran pemerintah terlambat yaitu baru pada awal Desember 2016 menyebabkan masyarakat 
yang sudah jenuh menunggu menolak untuk melanjutkan rencana pembangunannya sehingga 
perlu dicarikan pengganti. Demikian juga bagi masyrakat yang berkontribusi untuk galian sudah 
tidak punya waktu untuk menggali karena sudah sibuk di lahan pertaniannya masing-masing.

•	 Ada beberapa spesifikasi khususnya peralatan yang tidak sesuai dengan standar BIRU sehingga 
direkomendasikan untuk diganti yang kemudian ini memperpanjang waktu penyelesaian sebuah reaktor.

Menyikapi hal terebut di atas, beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh tim BIRU 
berkoordinasi dengan pemerintah dan calon pengguna yaitu:
•	 Melakukan koordinasi baik melalui surat formal maupun rapat dengan pihak Dinas ESDM Provinsi 

Sulawesi Selatan guna menyikapi rekanan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk pengadaan 
material.

•	 Khusus atas keterlambatan realisasi anggaran dari pemerintah, maka pihak Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan memberikanperpanjangan waktu bagi tim BIRU untuk menyelesaikan pembangunan 
yang tersisa.

•	 Akibat dari terlambatanya realisasi anggaran maupun lambatnya rekanan menyiapkan material 
membuat pekerjaan baru dimuai pada saat yang bersamaan dengan musim hujan sehingga 
menghambat penyelesaian konstruksi.

•	 CPO dibantu tim Rumah Energi Sulawesi Selatan terus melakukan komunikasi dengan calon pengguna 
untuk menjelaskan keterlambatan pembangunan biogas mereka.

•	 CPO melakukan sosialisasi terus menerus untuk mendapatkan calon pengguna yang akan 
menggantikan calon pengguna yang mundur karena kecewa dengan lamanya reaisasi biogas mereka.

3.1.2. Penyelesaian Konstruksi Kerja Sama Pemerintah Kabupaten TA 2016
Tahun anggaran 2016 ini, ada 2 kabupaten yang bekerjasama dengan Hivos-YRE yaitu Kabupaten 
Pangkep dan Luwu Utara dengan total konstruksi 36 unit.

Kabupaten Pangkep. Terdapat 25 unit biogas kapasitas 4 meter kubik yang kerj sama dengan Hivos-
Rumah Energi dan masyarakat. Harga per unitnya yaitu Rp. 12.223.000,- yang dibiayai melalui mekanisme 
kerja sama cost-sharing yaitu Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui APBD dan Dana Desa menyiapkan 
anggaran sebesar Rp. 8.723.0000,-, Hivos-Rumah Energi Rp. 2.000.000,-, masyarakat Rp. 1.500.000,- di luar 
konsumsi dan akomodasi tukang. Pembangunan 25 unit ini semuanya terealisasi tepat waktu.

Kabupaten Luwu Utara. Terdapat 11 unit biogas kapasitas 4 meter kubik yang dikerjasamakan denga 
Hivos-Rumah Energi dan masyarakat. Harga per unitnya yaitu Rp. 15.236.410,- dimana Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara menganggarkan melalui DAK dari Badan Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp. 
11.736.410,-, Hivos-Rumah Energi Rp. 2.000.000,- kontribsi masyarakat Rp. 1.500.000,- di luar konsumsi 
dan akomodasi tukang. 

Jika dibandingkan dengan anggaran kerja sama dengan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun 
Kabupaten Pangkep, maka Kabupaten Luwu Utara tergolong nilainya besar sebab pembangunan reaktor 
biogas dilengkapi dengan slurry pit yang terdiri atas 2 bak slurry dan ornamen lainnya seperti prasasti 
dan cat pada bangunan yang terlihat di permukaan.

Pembangunan 11 unit ini tidak bisa diselesaikan secara sempurna sampai bulan Desember 2016 karena 
terlambatnya realisasi anggaran dari pemerintah dan rekanan pemerintah yang ditunjuk juga tidak 
punya modal yang cukup untuk memulai pekerjaannya. Pekerjaan konstruksi baru dimulai pada minggu 
ke 3 November 2016 dimana bertepatan dengan musim hujan sehingga menghambat pekerjaan karena 
galian terendam air.
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3.2. Rekrutmen Calon Mitra Pembangun
Periode ini direncanakan untuk merekrut Construction Partner Individual atau disingkat CPI di 2 kabupaten yaitu Luwu 
Timur dan Toraja Utara. Istilah CPI ini merupakan istilah baru yang muncul pada PC Meeting bulan Agustus 2016. 

Namun, sampai akhir periode ini tidak terealisasi disebabkan oleh faktor sebagai berikut:
•	 Syarat untuk menjadi CPI masih sulit dipenuhi karena bagi perorangan yang tertarik harus sudah punya 

tukang terlatih sama seperti membentuk kelompok tukang.
•	 Dari 2 orang yang berminat menjadi CPI selain dipengaruhi oleh faktor tersebut di atas juga sangat 

dipengaruhi oleh ada tidaknya bantuan dari pemerintah untuk membangun reaktor biogas kelak.

3.3. Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi dan Kabupaten serta Sektor Swasta
3.3.1. Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi

Pada periode ini tidak ada stakeholder meeting yang dilakukan sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh 
Rumah Energi dalam Program BIRU selama ini. Periode ini lebih kepada rapat koordinasi maupun rapat 
teknis dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun provinsi. Berikut beberapa kegiatan 
rapat di tingkat provinsi, antara lain:

Rakornas Monitoring Dana Alokasi Khusus. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementrian Energi Sumber 
Daya Mineral pada tanggal 28 Juli 2016, di Hotel Grand Clarion. Berikut di bawah adalah beberapa poin 
hasil rakornas di Makassar:
•	 Biogas masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena Indonesia adalah negara agraris.
•	 DAK untuk Biogas sampai tahun 2017 masih terus dilaksanakan mengingat beberapa hal, yaitu subsidi 

pemerintah untuk gas 3 kg setiap tahunnya mencapai Rp. 70 triliun dan sesungguhnya subsidi gas 
elpiji ukuran 12 kg tetap ada, sebab 68% bahan bakunya masih diimpor dari luar. Jika biogas terus 
dikembangakan maka akan signifikan dengan penurunan subsidi elpiji ke depannya.

•	 Pengembangan kompor biomassa juga akan menjadi priorotas bagi pemerintah.
•	 DAK tahun ini dan selanjutnya sudah dibedakan untuk masing-masing bidang misalnya DAK untuk 

bidang Energi Terbarukan.
•	 Juknis DAK tahun 2017 mengakomodir tipe fiber glass dan fixed-dome. 
•	 Alokasi dana DAK untuk energi skala kecil akan disesuaikan dengan data yang diusulkan dari masing-

masing daerah, namun daerah diminta untuk membuat usulan yang rasional sehingga tidak ada lagi 
DAK yang dikembalikan seperti di DI Yogyakarta.
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•	 DAK tidak lagi memerlukan dana pendamping dari daerah 10%, sudah tidak ada lagi dana untuk 
maintenance dan dana sosialisasi.

•	 Dinas ESDM Jambi mengharapkan agar Program BIRU bisa mencetak tenaga teknis di daerah-daerah 
sebab tenaga teknis ini yang sulit apalagi syarat untuk mengikuti tender harus ada sertifikat tenaga ahli.

•	 Usulan DAK dari masing-masing bidang untuk tahun 2017 sudah akan difinalisasi oleh Kementrian 
Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli 2016.

Pada rakornas ini juga pihak BIRU diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan terkait Program BIRU 
dan kesempatan yang sama juga dari pihak PT. Swen yang selama ini bergelut di biogas berbahan fiber 
juga memberikan pemaparan untuk biogas versi fiber.

Audiensi dengan Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi ini dalam rangka untuk berkoordinasi dengan 
pemerintah provinsi terkait amandemen perpanjangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan melalui gubernur dengan Hivos yang akan selesai periode ini. Dalam pertemuan dengan Bapak 
Abdul Latief, Setda Provinsi Sulawesi Selatan, dibahas tentang amandemen perjanjian dengan Hivos sudah 
ditindaklanjuti untuk penandatanganannya melalui Biro Kerja Sama Gubernur Sulawesi Selatan, penetapan 
anggran untuk biogas tahun 2017 sebanyak kurang lebih 400 unit dengan sumber pendanaan Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun anggaran-anggaran yang bisa dioptimalkan di daerah. 
Demikian juga kesempatan ini memberikan laporan kepada pihak pemerintah tentang semua kegiatan 
yang telah dilakukan oleh Program BIRU yang diinisiasi oleh Hivos dan diimplementasi oleh Rumah Energi.

Audiensi dengan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 
15 November 2016 bersama dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi ini dalam 
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rangka untuk memberikan lapaoran kepada Kepala Bappeda yang baru setelah sebelumnya pejabat 
lama telah pensiun. Dalam kerangka ini juga disampaikan tentang perpanjangan kerja sama antara 
pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Hivos untuk pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dan 
pupuk organik setelah sudah 2 tahun bekerja sama. Dalam kesempatan ini Kepala Bappeda memberikan 
masukan agar kiranya pembangunan Biogas Rumah bisa menggunakan material apa saja sehingga bisa 
lebih murah dan anggaran yang terbatas ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang potensi untuk 
dibangunkan biogas. Terkait anggaran untuk tahun 2017 pihak Bappeda akan menyesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia dan RPJMD yang menargetkan biogas masih kurang berapa lagi dari target 5.000 
unit selama 5 tahun.

Rapat Koordinasi dengan Kepala Biro Kerja Sama Gubernur Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi ini 
merupakan tindak lanjut dari hasi audiensi dengan Setda Provinsi. Dalam kesempatan ini bersama dengan 
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan membicarakan mengenai amandemen perpanjangan kerjas ama 
serta potensi pengembangan kerjas ama dalam hal turunan biogas seperti lebih mengoptimalkan 
pemanfaatan ampas biogas menjadi pupuk organik dimana diharapkan dukungan dari pemerintah 
untuk menggerakkan semua stakeholder untuk melakukan ini.

3.3.2. Stakeholder Meeting Tingkat Kabupaten
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten Luwu Utara. Rapat ini diinisiasi oleh pihak MCA-I yang 
dirangkaikan dengan pameran mini pada tanggal 8 November 2016 bertempat di Aula Lagaligo, Kantor 
Bupati Luwu Utara. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk sinkronisasi/integrasi antara MCA-I melalui 
para penerima hibah dengan program pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Secara resmi pertemuan ini 
dibuka oleh Bupati Luwu Utara, Ibu Indah, dalam sambutannya disampaikan bahwa tujuan dari proyek 
Kemakmuran Hijau adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi penggunaan energi fosil. Hal 
ini sejalan dengan kebijakan daerah, pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki praktek 
pengelolaan sumber daya. Saat ini Kabupaten Luwu Utara sedang melakukan penyusunan RPJMD sampai 
tahun 2025 yang efektif berjalan hanya 3 tahun. Oleh karena itu, sinkronisasi program sangat penting. 
Kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang 
fokus dengan pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 
melalui mekanisme skema pendanaan hibah. 

Pertemuan koordinasi ini juga dirangkaikan dengan pameran mini dari semua peserta penerima hibah 
di Luwu Utara. Program TERANG sendiri memamerkan hasil produksi bio-slurry yang sudah dikemas, 
merupakan hasil produksi dari Pak Rauf, salah satu pengguna di Desa Mappadeceng, brosur, leaflet, 
maket biogas dan banner. Bupati beserta SKPD juga mengunjungi stand pameran Program TERANG dan 
menyarankan agar pengelolaan bio-slurry terus ditingkatkan dan meminta SKPD terkait untuk melakukan 
koordinasi dengan penghasil bio-slurry di desa-desa. Pada kesempatan ini juga ada transaksi pembelian 
pupuk bio-slurry oleh Kepala Bappeda dan staf dinas pertanian Kabupaten Luwu Utara.
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Pada kesempatan ini pihak Hivos-Rumah Energi melalui Program TERANG-BIRU diberi kesempatan untuk 
memberikan sosialisasi sekaligus melaporkan perkembangan kegiatan di Luwu Utara.

Stakeholder Meeting di Kabupaten Luwu Timur. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 31 oktober 2016 
bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Luwu Timur. Agenda pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti 
hasil audiensi dengan Bupati Luwu Timur yang berencana untuk melakukan kerja sama pembangunan 
biogas melalui mekanisme cost-sharing. Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten I Bupati Luwu Utara, Kepala 
Dinas ESDM Luwu Timur, serta seluruh camat yang ada di kecamatan Luwu Timur.

Berikut risalah pertemuannya:
Program BIRU telah dimulai sejak tahun 2015 lalu, dengan dukungan cost-sharing dengan Dinas ESDM 
Provinsi Sulawesi Selatan, Hivos, dan masyarakat penerima. Jumlah terbangun 15 unit di Desa Bone Pute 
dan Benteng, Kecamatan Burau. Koordinasi dilakukan ke Dinas ESDM Kabupaten Luwu Timur.
1.	 Tahun 2016 Dinas ESDM Provinsi melalui mekanisme cost-sharing seperti tahun lalu direncanakan 

membangun 28 unit lagi yang lokasinya di Desa Margolembo, Bangun Jaya, Kawata..
2.	 Program BIRU telah melakukan audiendi dengan bupati pada bulan April lalu bersama dengan 

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut membicarakan peluang kerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan mekanisme pembiayaan bersama membangun 
biogas rumah seperti di tingkat provinsi, Kabupaten Luwu Utara, Pangkep, Banateng dan lainnya.

3.	 Melihat banyaknya permintaan dari masyarakat, maka bupati setuju agar biogas dimasukkan dalam 
RPJMD dimana saat ini sudah diprogramkan selama 5 tahun dengan jumlah pembangunan per tahun 
35 unit mulai tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya diminta untuk membuat perjanjian kerja sama 
dengan pihak Hivos. Dan sebelum perjanjian tersebut difinalkan, maka terlebih dahulu semua jajaran 
yang terkait harus paham dengan program biogas ini. Jika selama ini pimpinan koordinasinya ada 
di Dinas ESDM, maka dengan rencana leburnya Dinas ESDM diharapkan semua pihak sudah paham 
dengan hal ini.

4.	 Pihak Hivos juga sudah melakukan koordinasi dan presentasi dengan PT. Vale yang diharapkan PT. 
Vale akan memprogramkan biogas melalui CSR-nya. Apalagi biogas ini keuntungannya ganda, selain 
gas ada juga pupuk organik. Pupuk organik banyak dibutuhkan di Luwu Timur, khususnya petani 
lada dan bagi PT. Vale sendiri yang saat ini sedang menggalakkan pertanian organik dan kebutuhan 
untuk reklamasi lahan tambang. Selama ini berton-ton kotoran ayam didatangkan dari luar seperti 
Kabupaten Sidrap untuk memenuhi permintaan pupuk organik.

5.	 Program BIRU mensyaratkan ada kontribusi masyarakat agar supaya ada rasa memiliki dari masyarakat, 
yang mana kontribusi ini bisa berupa tunai atau bentuk lainnya yang dikonversi dalam bentuk nilai 
rupiah kurang lebih Rp. 2.000.000,-.

6.	 Sebelum finalisasi perjanjian kerjasama stimulus pembangunan biogas ini maka pihak BIRU diminta 
untuk memberikan penjelasan tekhnis terkait biogas sebab ini merupakan hal baru bagi kami jajaran 
SKPD dan camat yang rata-rata orang yang baru menjabat pada bidangnya masing-masing.
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Hasil Pertemuan:
1.	 Akan segera dilakukan finalisasi terhadap perjanjian kerja sama antara pemerintah Luwu Tiur diwakili 

oleh bupati bersama Hivos.
2.	 Perlu sosialisasi langsung ke masyarakat terkait tekhnologi biogas ini.
3.	 Ada koordinasi yang dilakukan di tingkat kecamatan sehingga tidak terkesan program ini langsung 

ke desa, tetapi tidak diketahui oleh camat.
4.	 Sosialisasi diharakan bisa melibatkan penyuluh.

 Audiensi dengan Bupati Kabupaten Pangkep. Audiensi dilakukan pada tanggal 5 Desember 2016 
bersama dengan CPO CV Reihan Putra Palbon. Hal-hal yang menjadi poin diskusi dengan Bapak H. 
Syamsuddin (Bupati Pangkep) beserta Bapak Sahban Sammana (Wakil Bupati) beserta Setda, Asisten I, 
dan tim dari Dinas ESDM Kabupaten Pangkep, adalah sebagai berikut:
•	 Sehubungan dengan ditariknya kewenangan Dinas ESDM kabupaten ke provinsi maka keberlanjutan 

kerja sama dengan Hivos-Rumah Energi harus ditentukan oleh bupati sebelum tahun 2017.
•	 Selanjutnya bupati menyampaikan untuk masa transisi maka koordinasi bisa melalui Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK).
•	 Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep untuk melanjutkan kerja sama 

pembangunan biogas akan dialokasikan melalui dana desa yang akan dikoordinasi melalui BPMDK.
•	 Bupati mengapresiasi kerja sama pembangunan biogas bersama Dinas ESDM kabupaten dan provinsi 

serta Hivos- Rumah Energi karena manfaatnya sudah dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
diharapkan akan ada Dana Desa yang menganggarkan biogas di desanya masing-masing.

Rapat Koordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Pinrang. Rapat koordinasi ini dilaksanakan 
pada tanggal 8 Desember 2016 bersama dengan CPO CV Rezki Utama Masagena. Dalam pertemuan ini 
disampaikan mengenai rencana pemerintah provinsi untuk menyiapkan anggaran pembangunan 150 
unit biogas di Kabupaten Pinrang. Beberapa poin yang dibahas adalah penempatan titik pembangunan 
biogas sesuai dengan wiayah yang potensial, masyarakat yang bisa berkontribusi karena mekanisme yang 
disepakati adalah pembangunan biogas dengan cost-sharing antara pemerintah provinsi melalui Dinas 
ESDM, Hivos-Rumah Energi, dan masyarakat sendiri. Selain itu, juga diharapkan adanya dukungan data 
dari dinas peternakan dan dukungan sosialisasi kepada masyarakat potensial di Pinrang.

Audiensi dengan Bupati Toraja Utara. Audiensi ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 2016. Poin 
yang dibicarakan dalam audiensi ini adalah memberikan laporan pembangunan 13 unit yang dukungan 
pembiayaannya dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Hivos-Rumah Energi, dan masyarakat. Selanjutnya 
meminta dukungan kebijakan dan bahkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan di Kabupaten Toraja 
Utara, misalnya dukungan kebijakan untuk membuat program melalui anggaran Dana Desa. 
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3.3.3. Stakeholder Meeting dengan Sektor Swasta
Pada periode ini meeting koordinasi dilakukan pada 2 perusahaan swasta yaitu PT. Vale dan PT. Semen 
Tonasa.

Rapat Koordinasi dengan Pihak PT. Vale. Pertemuan yang dilakukan ini adalah antara tim yang menangani 
CSR PT. Vale dan tim Rumah Energi. Dilakukan di kantor BPMD Luwu Timur, dimana CSR PT. Vale berkantor. 
Pihak CSR PT. Vale diwakii oleh Bapak Andi Narwis dan pihak Rumah Energi Sulawesi Selatanl diwakili 
oleh PC dan QI untuk wilayah Luwu Raya. Adapun poin-poin dalam pertemuan ini adalah rencana untuk 
membangun 1 unit percontohan melalui dana CSR PT. Vale yang dikelola oleh komite di Desa Wasuponda. 
Untuk perencanaan jangka panjang pihak CSR PT. Vale akan menjadikan ini sebagai program CSR mereka 
jika percontohan ini berhasil. 

Rapat Koordinasi dengan Pihak PT. Semen Tonasa. Pertemuan ini lebih bersifat lobi. Pada tanggal 
28 Desember 2016 tim ESDM Kabupaten Pangkep memfasilitasi pertemuan antara Direktur PT. Semen 
Tonasa, Bapak Unggul Attas, dengan tim Rumah Energi. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai rencana 
pertemuan teknis dengan pihak PT. Semen Tonasa, melihat peluang untuk melakukan kerja sama dengan 
pihak Hivos-Rumah Energi dalam hal pembangunan biogas dan pemanfaatan ampas biogas menjadi 
pupuk. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah menentukan agenda presentasi dari Hivos- Rumah Energi 
ke PT. Semen Tonasa yang didahului dengan surat Hivos kepada pihak perusahaan.

3.4. CPO Meeting
Periode ini ada 2 kali dilakukan CPO Meeting yaitu tanggal 6 September 2016 dan 12 Oktober 2016.
CPO Meeting periode 6 September 2016. Agenda pertemuan ini adalah sharing dari QI terkait Taro Work. Taro 
Work adalah aplikasi pada Android yang bertujuan untuk pengumpulan data cepat sampai di pusat (Hivos), 
memastikan sinkronnya data, tidak memakai data hard copy lagi. Saat ini baru akan diaplikasikan di Bone dan 
Sinjai. Namun, kendalanya adalah selain harus ada sinyal, pengguna aplikasi ini sangat terbatas karena hanya 
bisa diakses oleh yang punya ID, sementara wilayah kerjanya cukup luas sehingga ini menimbulkan masalah 
baru bagi CPO.  Demikian juga aplikasinya hanya diinstal pada pemegang ID. Selain itu, apikasi ini adalah aplikasi 
berbayar dan mahal.

Selanjutnya menindaklanjuti hasil PC Meeting yang dilakukan pada bulan Agustus 2016, ada beberapa hal 
penting yang disampikan kepada para pihak, yaitu donor untuk Sulawesi Selatan saat ini hanya MCA-I  sampai 
April 2018 dan hanya meng-cover 2 kabupaten yaitu Luwu Utara dan Luwu Timur. Berdasarkan capaian 
pembangun per tahun 2016 Sulawesi Selatan berhasil membangun 657 unit, akan tetapi dari total kurang lebih 
1500 unit terbangun tidak seimbang dengan pemberian pelayanan kepada pengguna di antaranya masih ada 
1200 pengguna yang belum mendapatkan pelatihan pengguna.  Selanjutnya tantangan utama di Sulawesi 
Selatan adalah CPO yang masih belum kuat baik dari sisi organisasi apalagi modal dan ini sangat berpengaruh 
pada percepatan pembangunan terutama kerja sama dengan pemerintah. Rumah Energi akan memberikan 
dukungan kepada CPO untuk penguatan ini berupa dukungan untuk berjejaring dengan pihak-pihak terkait 
seperti misalnya bank agar ke depan bisa mengakses sumber modal dengan mekanisme kredit.
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Perkembangan kerja sama dengan pemerintah merupakan agenda selanjutnya. Kerja sama pembangunan 
biogas antara Hivos-Rumah Energi tahun anggaran 2016 masih lambat memasuki periode triwulan ke III 2016  
(lihat tabel): 

No Wilayah Target (unit) Capaian 
(unit)

Sumber 
Anggaran CPOs-PIC

1 Luwu Timur 28 0 DAK MPMM

2 Luwu Utara 28 4 APBD Provinsi Yayasan Petta Haji Hasbullah

3 Toraja Utara 14 5 APBD Provinsi Yayasan Petta Haji Hasbullah

4 Tana Toraja 13 4 APBD Provinsi Yayasan Petta Haji Hasbullah

5 Enrekang 13 0 DAK Mason Group Mabarakka

6 Pinrang 28 11 APBD Provinsi CV Rezki Utama Masagena

7 Wajo 28 0 DAK CV Nur Indah Karya

8 Bone 10 0 DAK CV Rytma Green Sinergy 

9 Soppeng 28 0 APBD Provinsi CV Rytma Green Sinergy 

10 Parepare 17 0 DAK KSU Faeza Jaya Bersama

11 Barru 28 9 DAK CV Mega Muliya

12 Pangkep 28 28 APBD Provinsi CV Reihan Putra Palbon

13 Maros 28 28 DAK P4S Syafana Cakrawala

14 Gowa 13 3 DAK UD Bontomarannu

15 Jeneponto 13 13 DAK CV Pratama Butiti Jaya 

16 Bantaeng 28 0 DAK CV Pratama Butiti Jaya 

17 Bulukumba 28 3 DAK Mason Group Mitra Sarana Kuba

18 Sinjai 28 0 APBD Provinsi Mason Group Mandiri

 Total 401 108  

 
Target kerja sama ini diawal adalah sebanyak 453 unit, tetapi ada pengurangan dana DAK dari pusat maka menjadi 
401 unit. Sebelumnya Kabupaten Takalar direncanakan membangun 28 unit menjadi 0 unit, Kabupaten Parepare 
20 unit menjadi 17 unit, Kabupaten Bone 28 unit menjadi 10 unit, Kabupaten Selayar 13 unit dipindahkan ke 
Kabupaten Enrekang. 

Bagian akhir agenda yang dibahas adalah identifikasi masalah di lapangan. Topik utama adalah lambatnya 
pencapaian target. Hasil identifkasi masalah lapangan, antara lain:
•	 Kurangnya modal rekanan baik reaknan yang sekaligus merangkap CPO maupun rekanan murni pemerintah.
•	 Adanya sub-kontrak dari rekanan utama ke rekanan di bawahnya (khusus rekanan murni pemerintah) yang 

menyulitkan koordinasi antara CPOs dan tim Rumah Energi. 
•	 Lambatnya pencairan anggaran dari pemerintah ke rekanan. 
•	 Rekanan sekaligus merangkap CPO belum punya pengalaman menjadi rekanan pemerintah sebelumnya 

sehingga hal-hal kecil. Namun, berdampak besar seringkali tidak diperhatikan seperti kurang kesadaran 
mereka dalam membaca isi kontrak antara pemerintah dan pengusaha sehingga terdapat hal yang 
terlewatkan dalam sistem pembayaran hasil pekerjaan dari pemerintah ke rekanannya. 

•	 Ada beberapa peralatan yang disediakan oleh rekanan tidak sesuai spesifikasi seperti kompor di Pinrang. 
•	 Masih kurangnya pelayanan kepada pengguna, diantaranya adalah kewajiban melakukan pelatihan 

pengguna dan bio-slurry.
•	 Sebagian CPO baru belum menguasai perihal pelatihan pengguna dan bio-slurry sehingga perlu dilakukan 

ToT atau saran untuk melakukan refresh bagi CPO lama juga.
•	 Masih ada CPO yang tidak sadar dengan administrasi seperti prakon dan CR. 
•	 Dukungan alat promosi yang sangat minim dari BIRU.
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Terkait masalah-masalh tersebut di atas, maka berikut tanggapan dari Dinas ESDM pemerintah khususnya 
menyangkut lambatnya perkembangan pembangunan:
•	 Pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan akan memanggil rekanan yang belum melakukan kewajibannya 

untuk menyiapkan materialnya.
•	 Semua CPO yang juga menjadi rekanan pemerintah harus mempunyai modal awal untuk mengerjakan biogas. 
•	 Meminta rekanan yang menyuplai peralatan yang tidak standar agar mengganti peralatan tersebut karena 

tidak akan ada penjaminan dari BIRU.
•	 Semua CPO  harus menyelesaikan kewajibannya kepada pengguna berupa pelatihan pengguna dan bio-

slurry, serta ASS. Hal ini akan dikoordinir oleh tim Rumah Energi Sulawesi Selatan karena ini merupakan 
bagian dari komitmen kerja sama antara pemerintah dan Hivos serta yang paling penting adalah bagaimana 
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini juga akan menjadi catatan bagi pemerintah untuk dapat 
terus melanjutkan kerja sama pembangunan biogas dengan Hivos.

•	 Keterlambatan pembayaran kepada rekanan disebabkan karena Dinas ESDM tidak lagi bisa membuat 
kebijakan internal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana pembayaran akan diberikan 100% 
walaupun baru membangun 3 unit. Hal ini disebabkan banyaknya pembangunan yang dilakukan di tahun 
2015 lalu yang tidak selesai tepat waktu sehingga mendapat sorotan dari tim pemeriksa. Walaupun faktanya 
di lapangan keterlambatan pembangunan umumnya disebabkan oleh penggunayang mundur atau tidak 
lagi bersedia untuk berkontribusi.

Selanjutnya pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pak Munir menyampaikan mengenai 
rencana pembangunan biogas untuk tahun 2017 serta beberapa hal lain terkait rangkaian kerja sama Hivos dan 
pemerintah provinsi, yaitu:
•	 Sudah diusulkan ke Kementerian ESDM untuk 1.500 unit, namun apakah ini disetujui atau tidak menunggu 

keputusan dari pusat.
•	 Untuk rencana yang diusulkan tersebut direncanakan untuk menggunakan dana DAK yang kelengkapan 

administrasinya lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan dana APBD Provinsi yang rujukannya 
adalah UU No. 23 Tahun 2014.

•	 Semua CPO yang masih berminat menjadi rekanan untuk pembangunan biogas sudah harus mempunyai 
modal awal apalagi jumlah pembangunan tidak sedikit dimana maing-masing kabupaten direncanakan 100 
unit bahkan lebih pada lokasi prioritas.

•	 Model kerjas ama maasih sama yaitu dengan mekanisme cost-sharing karena ini sudah disepakati
•	 Amandemen perjanjian kerja sama antara Hivos dan pemerintah provinsi akan segera ditindaklanjuti ke 

BLHD dan Biro Kerjasama. Untuk itu dalam rangkaian ulang tahun Sulawesi Selatan yang puncak kegiatannya 
akan dilakukan pada bulan Oktober maka diusulkan kembali mengenai rencana untuk melakukan selebrasi 
sekaligus inagurasi atas pencapaian Sulawesi Selatan dalam pembangunan biogas yang sudah mencapai 
1500 unit. Hal ini memang sudah pernah direncanakan pada tahun sebelumnya. 

•	 Untuk pembangunan tahun 2015 yang belum selesai yaitu di Kabupaten Selayar, Kotamadya Pare-Pare, dan 
Kotamadya Palopo untuk saat ini supaya tidak dilakukan bersamaan dengan pembangunan tahun 2016 
agar bisa fokus, namun tidak berarti CPO yang bertanggung jawab pada wilayah-wilayah tersebut tidak 
menyelesaiakan tanggung jawabnya.

Beberapa hal lain yang menjadi evaluasi bersama adalah:
•	 CPO yang menjadi rekanan pemerintah harus membedakan perannya sebagai CPO dan sebagai rekanan. Jika 

peran sebagai CPO tidak hanya sekedar membangun reaktor, tetapi ada kewajiban lain berupa memberikan 
pemahaman kepada calon pengguna, lalu pasca pembangunan harus memberikan pelayanan kepada 
pengguna. Sebagian CPOs yang menjadi rekanan cenderung hanya melaksanakan fungsinya sebagai 
rekanan saja, indikatornya adalah 1200 user belum mendapatkan pelatihan pengguna dan bio-slurry, kurang 
lebih 300 unit reaktor belum mendapatkan ASS.

•	 CPO yang juga menjadi rekanan meminta agar pemerintah tidak membuat aturan yang berubah-ubah 
terutama dalam hal pembayaran.
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•	 CPO menyampaikan agar rekanan pemerintah yang sudah ditetapkan menjadi pemenang pelaksana 
pekerjaan pembangunan biogas agar tidak memberikan sub kontrak ke perusahaan lain. Jika hal ini terjadi, 
maka sebaiknya perusahaan yang sub ini adalah terpercaya dan mudah dihubungi. Sebab selama ini orang-
orang yang yang ditunjuk oleh perusahaan induk sangat sulit dihubungi.

•	 Semua pihak yang terlibat dalam kerjasama harus paham dengan alur kerjasama yang diterapkan sejak 
tahun 2014 lalu .

Rencana Tindak Lanjut:
Uraian Waktu PIC

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan:    

Percepatan Pembangunan Tahun 2016:    

Koordinasi dengan rekanan: penyampaian ke penanggung 
jawab (Sunardi) 7 September 2016 Tim Dinas ESDM Provinsi 

Sulawesi Selatan

Kabupaten Wajo dan Bone: Usulan ke Kadis untuk dipindah 1 minggu Tim Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan

Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Bulukumba menunggu 
dropping material   Tim Dinas ESDM Provinsi 

Sulawesi Selatan

Prakon dan galian September, Oktober CPO

Dropping material September, Oktober Rekanan

Penghargaan untuk publikasi (evnet) Tentatif PC, Tim ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan

Gerak Jalan Santai: Konservasi Energi (promosi) akhir Oktober Tim Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan

BIRU:    

Refresh ToT User & Bio-slurry Tentatif PC, OFO

Pelatihan Pengguna dan Bio-slurry:    

Rytma Green Sinergy akhir September-tengah Oktober Aqdar, Ocha

CV Butiti finish Ros, Ocha

CV Nur Indah Karya akhir Oktober Darmawangsa, Ocha

CV Mega Muliya akhir Oktober Tabir, Ocha

MG Mandiri Tengah September-awal Oktober Rustan, Ocha

MG Mitra Sarana Kuba Pertengahan Oktober Basri, Ocha

UD Bontomaranmu
akhir Oktober Haris/Eka, Ocha

Yayasan Petta Haji awal Oktober Abdullah, Ridwan

CPO Meeting Periode 12 Oktober 2016. Tujuan pertemuan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap 
imlementasi kerja sama dengan pemerintah tahun anggaran 2016.

Diharapkan semua pihak akan menyampaikan perkembangannya masing-masing sekaligus memaparkan 
strategi dan solusi untuk kedala-kendala yang ada. Berikut beberapa poin dalam meeting ini adalah:
1.	 Pencapaian target baru mencapai 138 unit atau 34,32% dari target kerja sama dengan Dinas ESDM Provinsi 

Sulawesi Selatan sebanyak 404 unit. Penyebab utamanya adalah sebagian besar rekanan tidak melanjutkan 
pekerjaannya untuk men-dropping material karena belum ada pencairan dana dari pemerintah. Tidak 
adanya pembayaran ini karena menurut ESDM Provinsi Sulawesi Selatan semua rekanan dan CPOs harus 
menyelesaikan konstruksi 100% baru ada pembayaran. Hal ini disebabkan oleh adanya rekomendasi dari 
Bawasda dan Inspektorat terkait beberapa pekerjaan biogas yang belum selesai konstruksi pada tahun 
anggaran 2015 lalu yang disebabkan oleh banyaknya pengguna yang mundur seperti yang terjadi Kota 
Palopo, Selayar. 



Sulawesi Selatan

75

2.	 Dengan adanya keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah ke rekanan serta lambatnya dropping 
material oleh rekanan ke CPOs, maka target realistis yang bisa dibangun sampai 30 November 2016 (batas 
akhir dari pemerintah provinsi) dari total target yang belum terbangun 264 unit hanya 179 unit dengan 
potensi tidak terbangun 64 unit.

3.	 Target realistis 179 unit ini mempertimbangkan berbagai hal yang mendukung tidak bisa terlaksnanya 
konstruksi, yaitu musim hujan yang sudah merata di semua daerah intervensi, kesiapan galian oleh 
pengguna, ketersediaan tukang di masing-masing CPOs.

4.	 Untuk ketersediaan tukang saat ini total 88 orang yang aktif, namun penyebarannya tidak merata. Oleh 
karena itu, jika harus menyelesaikan target, maka strategi yang akan diambil adalah melakukan mobilisasi 
tukang dari wilayah yang surplus ke wilayah yang defisit. Namun, hal ini bisa dilakukan jika pembangunan 
sudah bisa berjalan paling lambat minggu depan sebab saat ini di Sulawesi Selatan Sulsel merupakan musim 
proyek pemerintah dan tukang banyak mendapat tawaran pekerjaan dari proyek pemerintah sehingga 
CPOs tidak bisa menahan tukangnya untuk tidak menerima pekerjaan tersebut dan hanya menunggu 
pekerjaan biogas.

5.	 Rekanan yang bertanggung jawab untuk Kabupaten Bantaeng dan Sinjai sampai tanggal 11 Oktober 2016 
belum melakukan dropping material. Khusus di Kabupaten Bulukumba sudah ada dropping material, tetapi 
hanya bisa memenuhi konstruksi untuk 3 unit. Ada tambahan material, tetapi tidak lengkap sehingga 
pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Jadi, rekanan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini penanggung 
jawabnya Pak Sunardi selanjutya menggunakan perusahaan lain lagi (ada sub-kontrak) untuk melaksanakan 
pekerjaan di lapangan namun perusahaan yang ditunjuk ini tidak menjalankan kewajibannya men-dropping 
material dan peralatan biogas.

6.	 Ada persoalan peralatan yang tidak memenuhi standar BIRU, yaitu kompor khususnya di Kabupaten 
Pinrang. Ada 7 unit kompor yang di-dropping rekanan tidak memenuhi standar dan pengguna meminta 
ganti dengan kualitas yang bagus sebagaimana standar garansi 1 tahun dari BIRU melalui CPO. Kompor 
ini disuplai oleh rekanan pemerintah dan ketika diminta penggantian atas kompor tersebut rekanan tidak 
bersedia mengganti dengan alasan bahwa tidak ada informasi sebelumnya tentang standar BIRU walaupun 
faktanya dalam spesifikasi tekhnis jelas disebutkan kompor dengan rekomendasi BIRU. 
Solusi dari persoalan ini akan dibicarakan kemudian antara Rumah Energ i Sulawesi Selatan dan Dinas 
ESDM Provinsi Sulawesi Selatan karena pihak rekanan dalam hal ini CV Busuli tidak bersedia ataupun 
memperbaiki kompor tersebut.

7.	 Pembangunan untuk wilayah Luwu Utara terkendala karena rekanan atas nama CV Langit BIRU yang 
bertanggung jawab untuk dropping material juga bertanggung jawab untuk Kabupaten Toraja Utara dan 
Tana Toraja. Akibat tidak adanya pembayaran dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sampai periode 
maka ini menghambat pengadaan material untuk wilayah Luwu Utara. 

8.	 Ada catatan khusus juga bagi CPO di wilayah Luwu Timur, yaitu LPMM yang dipimpin oleh Muh. Amin 
yang telah melaporkan ke Rumah Energi pembangunan biogas sebanyak 8 unit sebagai capaian untuk 
tahun anggaran 2016. Padahal faktaya 8 unit tersebut merupakan pekerjaan untuk tahun anggaran 2015 
dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pra-kon/ID Plant yang ada di BIRU. Untuk itu maka 
disampaikan kepada pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan agar memastikan laporan yang diajukan 
dari wilayah Luwu Timur agar tidak ada pembayaran ke rekanan. 

9.	 Untuk selanjutnya di Luwu Timur, akan dilakukan assessment terhadap lembaga-lembaga potensial yang 
berminat untuk jadi CPO. 

10.	 Pada beberapa kabupaten seperti Bantaeng dan Parepare untuk sementara galian dihentikan karena 
material belum ada sehingga tidak bisa dikerjakan dan juga galian yang sudah terlanjur ada saat ini 
tergenang oleh air hujan.

11.	 Usulan dari CPO khususnya Kabupaten Sinjai dan Bantaeng agar pemerintah bisa segera mengantikan 
rekanan yang saat ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik apalagi penanggung jawab di 
perusahaan yang ditunjuk tidak bisa dilakukan komunikasi (sulit dihubungi).
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Selain hal tersebut di atas, maka hal lain juga yang menjadi catatan penting adalah kewajiban mempersiapkan 
data beserta kelengkapan administrasi berupa proposal usulan dari kelompok tani/ternak, surat kesediaan 
menerima hibah dari bupati kepada gubernur, dan surat kesediaan memelihara dan merawat dari bupati ke 
gubernur. Proposal usulan ini idealnya sudah diajukan oleh rekanan dibantu oleh CPO yang merupakan bank 
data untuk diusulkan anggaran ke pemerintah. Untuk tahun 2016 ini dan apalagi tahun 2017 dokumen yang 
dimaksud belum ada yang lengkap dari semua wilayah. Hal ini berdampak juga pada lambatnya proses pencairan 
anggaran dari pemerintah ke rekanan. Untuk itu, CPO bersama Rumah Energi harus menyiapkan data sebanyak-
banyaknya agar Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan bisa cepat untuk memetakan perencanaan anggran tahun 
berikutnya dan menyelesaikan proses administrasi untuk tahun 2016 guna kepentingan pembayaran.

Terkait donor untuk Program BIRU di Sulawesi Selatan satu-satunya hanya dari MCA-I yang wilayah kerjanya 
hanya 2 kabupaten yaitu Luwu Utara dan Luwu Timur, maka disampaikan kepada pemerintah provinsi dan CPO 
bahwa Hivos/Rumah Energi/BIRU terkait kerja sama pemeritnah provinsi dan Hivos dimana semua reaktor yang 
dilaporkan di atas tanggal 28 Desember 2016, maka pembayaran subsidinya belum bisa dipastikan untuk dibayar 
dan tentunya juga tidak bisa masuk capaian dalam kerja sama.

Tahun 2016, selain kerja sama dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, maka ada kerja sama di tingkat 
kabupaten, yaitu dengan ESDM Kabupaten Pangkep cost-sharing dengan ADD Desa Batara dan masyarakat 
untuk membangun 25 unit kapasitas 4 m3, serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Luwu Utara yang 
saat ini sedang dibahas KAK-nya termasuk jumlahnya apakah 11 atau 12 unit.

Selanjutnya untuk perencanaan tahun 2017, berikut informasi yang disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan:
1.	 Akibat adanya pemotongan anggaran dari pusat ke semua provinsi di Indonesia, maka berdampak pada 

perencanaan tahun 2017 khususnya di Kementerian ESDM untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi turun 
anggarannya. Dimana untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 hanya disetujui untuk biogas sebanyak 
37 unit yang direncanakan untuk Kabupaten Takalar dan Luwu Timur.  

2.	 Terkait poin 1 di atas, maka Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan lobi ke Bappeda 
Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Kerja Sama, sebagai upaya meminta tambahan anggaran tahun 2017 dari 
DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai minimal 500 unit dan maksimal 
1000 unit tahun 2017. 

3.	 Pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah merencanakan anggaran per unitnya untuk tahun 2017 
sebesar Rp. 8.000.000,- per unit masih dengan pola cost-sharing sebagaimana perjanjian dengan Hivos yang 
melibatkan kontribusi pengguna. Untuk itu Rumah Energi segera diminta untuk membuat perhitungan 
RAB karena perencanaan sudah sedang proses saat ini. 

4.	 Karena ada kenaikan harga per unit dari tahun sebelumnya maka direncanakan untuk membangun slurry pit.
5.	 Terkait point 5 di atas, maka diusulkan oleh rekanan dan CPO agar perhitungan RAB-nya menggunakan 

analisis SNI bukan perhitngan BoQ seperti format BIRU selama ini. Hal ini untuk meminimalkan kesulitan 
memperhitungkan volume material serta menghindari pertanyaan dari audit terhadap perubahan harga 
yang cukup signifikan dari tahun 2016 yang hanya Rp. 7.000.000,-. 

Sebagai Kesimpulan/Tindak Lanjut dari rapat  periode ini adalah sebagai berikut:
1.	 Kualitas merupakan hal wajib dan berlaku bagi semua rekanan baik rekanan yang berasal dari non CPO 

apalagi rekanan yang merangkap CPO.
2.	 Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan memastikan dalam waktu 1 minggu setelah pertemuan ini sudah 

ada kejelasan tentang wacana untuk menggantikan rekanan yang dari non CPO untuk diserahkan ke CPO 
langsung sekaligus menjadi rekanan terutama untuk wilayah Bulukumba, Sinjai dan Bantaeng.

3.	 Rumah Energi dan tim harus menyelesaikan pelatihan pengguna dan bio-slurry sesuai target di akhir 
Oktober 2016, dan ASS I pada minggu kedua November 2016.

4.	 Perlu koordinasi dilakukan setiap minggu untuk memonitor perkembangan di lapangan.
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5.	 Tidak ada amandemen perpanjangan kontrak antara rekanan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. 
Oleh karena itu, pembayaran dari pemerintah hanya untuk konstruksi yang selesai saja.

3.5. Quality Inspection, Pelayanan Purna Jual, Pelatihan Pengguna dan Bio-slurry
Total reaktor terbangun periode ini 307 unit. Total reaktor yang diinspeksi (setelah terbangun) mencapai 243 
unit. Jika merujuk kepada standar kiualotas BIRU, maka minimal reaktor yang dinspeksi adalah 30% dari total 
terbangun. Hasil inspeksi dari QI umumnya masalah yang muncul karena kesalahan dalam hal pengisian dimana 
jumlah airnya terlalu banyak sehingga produksi gas terganggu. Spesifik masalah yang muncul adalah masih 
ada reaktor yang penutup outletnya belum ada, ada yang dimensi outlet maupun inlet berkurang atau lebih, 
campuran yang tidak sesuai, peralatan yang tidak sesuai spesifikasi seperti manometer, gas tap, dan pipanya. 
Rekomendasi dari QI adalah meminta CPO segera membuat tutup outlet dan memperbaiki dimensi yang tidak 
sesuai serta meminta tukang untuk disiplin dalam hal perbandingan material sesuai standar. Rekomendasi ini 
berlaku dengan batas waktu tertentu dan apabila tidak dilaksnakan maka reactor yang mendapatkan subsidi 
akan ditahan subsidinya, reactor yang hanya mendapat subsidi maintenance tidak akan dimasukkan dalam 
database sehingga tidak ada garansi untuk reaktor tersebut. 

Untuk kegiatan ASS I dan II yang menjadi kewajiban CPO,  tercatat ASS I baru mencapai 365 ID Plant dari 
target 628 ID Plant, ASS II 149 unit dari target 297 unit. Untuk pelatihan pengguna target 1.165 ID Plant 
terealisasi 534 ID Plant. Dari data ini terlihat bahwa CPO belum melakukan kewajibannya secara baik. Beberapa 
faktor yang menjadi penyebabnya adalah CPO memang belum melakukannya, sebagian besar CPO sedang fokus 
guna mengantisipasi semakin banyaknya pengguna yang tidak mendapatkan pelayanan dari mitra pembangun 
maka bagi CPO yang mengajukan klaim subsidi tidak bisa diproses sebelum menjalankan kewajibannya. 

3.6. Promosi
Periode ini Program BIRU masih menggandeng pihak-pihak terkait terutama pemerintah untuk mendukung program 
promosi. Dukungan yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah ikut meyakinkan masyarakat bahwa biogas yang 
dikembangkan melalui program BIRU merupakan biogas berkualitas sehingga tidak perlu ada kekhawatiran biogas 
tidak akan menyala atau menjadi biogas yang gagal sebagaimana program biogas yang pernah dikembangkan di 
Sulawesi Selatan. Selain itu dukungan untuk meyakinkan masyarakat untuk mau berkontribusi, bahwa BIRU yang 
mendapat insentif dari pemerintah bukan bantuan gratis. Hal ini penting karena masih ada calon pengguna yang 
beranggapan bahwa biogas yang merupakan kerja sama pemerintah dan program BIRU adalah bantuan gratis.

Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan selama peride ini masih sama dengan periode sebelumnya yaitu 
sosialisasi, awareness meeting, pameran, dan lainnya. Selain itu bentuk sosialisasi non formal yang dilakukan baik 
oleh CPO sendiri di masing-masing wilayahnya maupun oleh pengguna sendiri yang menyebarluaskan informasi 
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biogas melalui keluarganya tahap awal, antar anggota kelompok tani/ternak walaupun jumlahnya tidak banyak, 
tetapi ini lebih bisa dipastikan untuk terbangunnya unit reaktor. Tidak hanya itu, selama periode ini juga bahwa 
pemanfaatan bio-slurry oleh petani juga dapat menarik petani lainnya untuk mempunyai biogas.

Bentuk promosi yang juga efektif melalui kunjungan lapangan seperti yang sudah dilakukan pada periode 2014 dan 
2015 lalu. Periode ini kunjungan lapangan dilakukan 1 kali untuk Kabupaten Pinrang pada tanggal 17 Desember 
2016, dimana yang menjadi objek kunjungan adalah pengguna biogas di Kelurahan Langa dan Desa Lise. Peserta 
yang terlibat dalam kegiatan ini adalah: perwakilan masyarakat (kelompok tani/ternak, tokoh masyarakat, pengguna 
biogas) dan pemerintah (camat, lurah, PPL, mitra pembangun/CPO, staf Rumah Energi Sulawesi Selatan).

Periode ini ada 2 event yang melibatkan Program BIRU sebagai partisipan utama yaitu peluncuran 1000 Gerakan 
Kedaulatan Energi Sulawesi Selatan dalam bentuk penyerahan 300 lembar SLO, 300 unit PLTS, dan 400  paket instalasi 
biogas kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini mewakili gubernur adalah Setda Provinsi Sulawesi 
Selatan, Bapak Ir. H. Abdul Latif, M.Si. Pemerintah provinsi berupaya memfasilitasi pembangunan biogas melalui 
Kebijakan Pengembangan Bioenergi dengan memberikan bahan/peralatan kepada petani untuk membangun 
instalasi biogas sendiri dengan mendapat bimbingan teknis dari HIVOS-Program BIRU Sulawesi Selatan

Kegiatan lainnya adalah media event dirangkaikan penganugerahan penghargaan dari Hivos kepada pemerintah 
Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pangkep.
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Peserta yang hadir terdiri dari, bupati dan wakil bupati, seluruh SKPD Kabupaten Pangkep, Anggota DPR 
Kabupaten Pangkep, camat dan kepala desa dari 27 desa, Kepala Dinas ESDM Provinsi dan jajarannya, Perwakilan 
PT. Semen Tonasa, perwakilan bank (Bank Sulselbar, BRI), perwakilan kelompok tani/ternak, masyarakat Desa 
Batara, media cetak dan elektronik (Koran Fajar, Koran Tribun, TVRI, Kompas TV, RRI), Program Development 
Manager Green Energy Hivos Southeast Asia, Project Manager TERANG beserta tim, CPO dan mason group. Selain 
itu dari pemerintah provinsi mewakili gubernur adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan beserta 
seluruh jajarannya.

Total seluruh peserta yang menandatangani daftar hadir sebanyak 110 orang terdiri atas 51 orang laki-laki, 59 
orang perempuan.

Dalam laporan kepala dinas disampaikan bahwa total biogas terbangun di Kabupaten Pangkep sudah 104 unit, 
kerja sama dengan Hivos dimulai sejak tahun 2013. Manfaat  biogas yaitu:
•	 Manfaat Biogas Bagi Peternak: tumbuhnya upaya perbaikan cara beternak supaya lebih produktif 

terutama dalam pengelolaan kandang dan cara beternak, diperoleh akses sumber energi terbarukan yang 
mudah, murah dibandingkan minyak tanah dan elpiji dan relatif aman, memperoleh produk tambahan 
berupa pupuk padat dan cair yang dapat digunakan sendiri atau dijual.

•	 Manfaat Bagi Pemerintah: berkurangnya beban anggaran negara terhadap biaya konsumsi energi, 
mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang produktif sebagai salah satu upaya untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan. 

•	 Manfaat Bagi Masyarakat: berkembangnya wawasan mengenai energi alternatif dan cara-cara 
penghematan kebutuhan rumah tangga melalui peneraparan teknologi tepat guna, memanfaatkan energi 
alternatif yang ramah lingkungan dan memiliki tingkat keamanan yang relatif baik, peningkatan bina 
ekonomi produktif pada wilayah-wilayah yang sulit memperoleh minyak tanah atau elpiji. 

Hal terpenting yang perlu disampaikan kepada bupati mengingat Dinas ESDM Kabupaten Pangkep yang akan 
bubar yang diatur oleh UU 23 Tahun 2014  tentang pemerintah daerah, maka bupati diharapkan dapat menunjuk 
OPD lain yang akan menerukan kerja sama dengan Hivos.

Selanjutnya Penghargaan dari Hivos yang diwakili oleh Bapak Robert De Groot selaku Program Development 
Manager Green Energy Hivos Southeast Asia kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, 
yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gunawan Palaguna, atas usaha beliau 
mendukung kemadirian energi dan pangan dengan Capaian Tertinggi Nasional 2016 pembangunan BIRU. 
Dilanjutkan penghargaan kepada Bupati Pangkep, H. Syamsuddin, atas usaha beliau mendukung kemandirian 
energi di wilayah pedesaan di Kabupaten Pangkajene. Demikian juga penghargaan yang sama dengan gubernur 
diberikan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Gunawan Palaguna, serta Kepala Dinas ESDM 
Kabupaten Pangkep, Iqbal Burhanuddin, dengan penghargaan yang sama dengan Bupati Kabupaten Pangkep.

Setelah rangkaian pemberian penghargaan dari Hivos, kegiatan dilanjutkan dengan launching BIRU di Desa 
Batara yang berhasil membangun biogas dengan Dana Desa  kerja sama dengan Hivos-Rumah Energi, Dinas 
ESDM Kabupaten Pangkep dan masyarakat pengguna. Bupati dan wakilnya didampingi oleh Kepala Dinas 
ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkep serta perwakilan Hivos Rosea menyalakan kompor 
biogas dan lampu biogas yang disambungkan langsung dari reaktor pengguna di sekitar kantor Desa Batara. 
Juga diperkenalkan rice cooker yang menggunakan biogas. Pada sesi ini, pejabat yang melakukan launching 
dipersilahkan mencicipi kopi yang air panasnya dimasak dengan kompor berbahan bakar biogas dengan 
maksud untuk menyampaikan kepada publik bahwa bahan bakar biogas adalah bahan bakar yang sehat, tidak 
menimbulkan bau pada hasil masakan, aman dan bersih. 
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Setelah launching selesai, dilanjutkan dengan sambutan dari gubernur diwakili oleh Dinas ESDM Provinsi 
Sulawesi Selatan, perwakilan Hivos dan Bapak Bupati. Berikut kutipan sambutannya:
“Kerja sama dengan Hivos telah diperpanjang hingga tahun 2018. Merupakan implementasi antara MoU dengan 
pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam konteks kerjasama ini ada cost-sharing antara pemerintah, 
Hivos, masyarakat. Kenapa pemerintah memilih bekerja sama dengan Hivos karena sebagai gambaran bahwa 
beberapa tahun lalu bahwa pemerintah menganggarkan 15 juta rupiah hanya untuk 1 (satu) unit, tetapi dengan pola 
kerja sama ini anggaran yang sama bisa membangun 2 unit. Kelebihan pola kerja sama ini bahwa Hivos-Rumah Energi 
memberikan garansi 3 tahun, pembangunan yang berkualitas berstandar SNI. Hivos-Rumah Energi memberikan 
benefit biogas yang panjang, petani yang sudah punya biogas tidak perlu lagi membeli gas elpiji dan pupuk selama 
15 tahun. Jadi, Kabupaten Pangkep menjadi contoh untuk pemanfaatan Dana Desa untuk membangun biogas tanpa 
melanggar aturan yang ada, sehingga nanti jika ada desa lain yang ingin melakukan hal yang sama. Tahun 2017 ini 
biogas masih dilakukan dan kerja sama dengan Hivos dan karena keterbatasan anggaran maka diharapkan semua 
kabupaten di Sulawesi Selatan dapat mencontoh Kabupaten Pangkep yang telah memanfaatkan Dana Desanya 
untuk membangun energi terkhusus biogas.”

Sambutan Bupati Pangkep: “Atas nama pemerintah Kabupaten Pangkep menyampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Hivos, Mr. Robert, dimana bupati dan wakil bupati sudah mendiskusikan bagaimana Dana Desa 
dimanfaatkan untuk program biogas apalagi aturan pengelolaan Dana Desa ada di bupati. Kita mau nanti agar semua 
kepala-kepala desa khususnya di daratan untuk mendata sapi-sapi yang ada di desanya untuk menjadi nanti kita 
buatkan program biogas. Jika dhitung-hitung satu rumah menghabiskan 1 (satu) tabung 3 kg per minggu Rp.25.000,-. 
Jika kita programkan ini maka artinya kita telah memberikan uang secara tidak langsung kepada masyarakat. Kepala 
desa yang wilayahnya potensi ternak sapi agar memprogramkan biogas sebab dengan biogas maka masyarakat tidak 
lagi sepenuhnya tergantung pada bahan bakar elpiji untuk memasak dan ampasnya bisa menjadi pupuk organik. 
Anggaran Dana Desa bisa dialokasikan untuk membangun biogas dengan bekerja sama dengan Hivos”

Menutup seluruh rangkaian kegiatan adalah konferensi pres dengan bupati, H. Syamsuddin dan Robert De Groot, 
berikut kutipan pernyataan kedua pejabat tersebut:
H. Syamsuddin A Hamid: “Program ini direspon oleh pemerientah kabupaten karena sejalan dengan visi dan misi 
kami dimana membangun dari desa untuk potensi-potensi yang ada di desa, semua kepala desa harus kenal yang 
namanya biogas ini, diharapkan tidak hanya 1 atau 2 desa, tetapi seluruh desa yang potensi dan punya sapi membuat 
program ini. Masyarakat tidak lagi membeli gas dari luar.”

Robert De Groot: “Program ini sudah dikembangkan sejak tahun 2010 di Sulawesi Selatan dan setiap tahun 
dilakukan BUS untuk mengecek apakah biogasnya masih berfungsi, melihat kepuasan pengguna biogas di seluruh 
wilayah di Indonesia dan hasilnya memperlihatkan bahwa kepuasan pengguna biogas di 10 provinsi mencapai 95%. 
Penghargaan ini ingin memperlihatkan bahwa program ini yang paling sukses dibanding dengan wilayah lain di 
Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.”
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4.	 Tantangan dalam Pelaksanaan Program
4.1.	 Tantangan Eksternal

Tantangan yang timbul dari luar lembaga dan program secara garis besar meliputi pemerintah beserta rekanan, 
masyarakat dan faktor musim. Berikut uraiannya:
Kerjasama Pemerintah. Tantangan utamanya adalah terkait rekanan dan waktu realisasi anggaran. Rekanan 
dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk menyiapkan material dan peralatan sesuai waktu yang 
disepakati bahkan setelah menerima pencairan anggaran dari pemerintah juga masih belum memenuhi 
kewajibannya. 
Tantangan dari Masyarakat. Masih sama dengan periode sebelumnya persoalan klasik calon pengguna yang 
tidak mau berkontribusi karena menganggap program kerjasama pembangunan biogas antara pemerintah dan 
BIRU merupakan program hibah gratis.

4.2.	 Tantangan Internal
Tantangan yang timbul dari dalam lembaga dan program secara garis besar adalah regulasi internal BIRU yang 
cenderung tidak konsisten, staffing di lingkup Rumah Energi Sulawesi Selatan, penguasaan tekhnik pengolahan 
dan pemanfaatan bio-slurry. Berikut uraiannya:
Teknik Pengelolaan dan Pemanfaatan Bio-slurry. Bio-slurry sebagai salah satu faktor utama dalam memasarkan 
biogas di Sulawesi Selatan, maka menjadikannya menjadi unsur penting yang harus dipahami oleh staf Rumah 
Energi dan CPO. Di Program BIRU tidak semua provinsi memiliki staf yang khusus menangani pupuk organik 
bio-slurry sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan informasi mengenai bio-slurry ke masyarakat akibat 
pemahaman dan interpretasi berbeda-beda. Terlebih lagi kurangnya dokumentasi pemanfaatan bio-slurry 
khususnya di Sulawesi Selatan.
Persyaratan Rekrutmen Mitra oleh Rumah Energi.  Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PBPO Sulawesi 
Selatan adalah sulitnya untuk merekrut mitra pembangun yang ideal sebab selain persyaratan dan aturan yang 
mengikat sulit diterima kebanyakan lembaga juga persoalan modal. Untuk itu dibuat kebijakan oleh manajemen 
untuk merekrut mitra pembangun dalam bentuk perorangan (non lembaga) akan tetapi kebijakan ini tidak 
dibarengi dengan SOP yang jelas sehingga sulit diimplementasi.  

5.	 Rencana Kerja Tahun 2017

SULSEL

Konstruksi

Pemerintah Swadaya non-kredit Swadaya + kredit CSR

302 60 70 268

Quality Control ASS1 ASS2

400 897 596

Outreach and promotion

M F Total

1750 1750 3500

6.	 Rekomendasi Program
Berikut rekomendasi untuk pengembangan dan percepatan program:
1.	 Menyusun best practice dari semua wilayah kerja BIRU di Indoneia sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi 

internal bahkan untuk media promosi baik terkait apliansi biogas dan bio-slurry.
2.	 Upaya-upaya untuk pemanfaatan bio-slurry sangat diharapkan ada inovasi-inovasi baru setelah implementasi 

BIRU selama 6 tahun.
3.	 Ada revisi SOP BIRU.
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